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6. HASIL PE EUTIAN

A RI|GKASAI{I Tuliskan tbcaE dngkas latar balakang porditian, tuiuan dan tahapan meiode ponditian, lu3ran
yang ditargetkan, serta uraian TKT penetitian.

Penelitian tahun k€ tiga meneliti tentang 1). uji coba model p€muhlsan hubungan keria
pada pekerlalburuh di perusahaan CV Profil 88 karena kasus pandemi Covid 19 yang
menyebabkan proses produksi terhambat. 2). Pendampingan pembuatan pembaharuan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada Pengurus Unit Kerla Serikat Pekeria Aneka lndustri
Federasi Serikat Pekeria Metal lndonesia (PUK SPAI FSPMI) Perc€takan Enam Jaya, dan
3). Usia pensiun yang belum ditetapkan dalam UU No. 13 tahun 2003 secara ielas dan
tegas, sehingga pekeiia/brruh dirugikan ketika telah memasuki usia pensiun. Tuiuan
Penelfian ini adalah untuk implementasi hasil uji coba Model D€terminan Advokasi
Pelaksanaan Undang Undang No. 21 Tahun 2fi)0 Uuntuk Menciptakan Hubungan Indusfial
Yang Harmonis Dalam Rangka meningkatkan Kinerja Serikat Pekeria di Jawa Timur dengan
melalukan demonstrasi model pada lingkungan masyarakat terbatas serikat pekerja yaitu
PUK SPAI FSPMI Percetakan Enam Jaya, PUK SPAI FSPMT CV profit 88 dan DpC SpSt
kota Surabaya. Naskah akademik" buku referensi. TKT dan hasil penelitian adalah 4, yaitu
telah terkumpul data yang tervalidasi pada lingkungan simulasi atas kegiatan penelitian ini,
serta telah diserahkannya naskah akademik tentang usia pensiun bagi pekeria/buruh di
lndonesia pada ketJa DPRD Propinsi Jawa Timur.

B. KATA KUNCN: Tuliskan maksimal 5 kata kunci.

Naskah Akademik, PKB, Usia Pensiun

Pengisian pdn C aarpai dsngan poin H merullqJti tfidab bdil(n dan tidak dbatasi lumlah kata stau hataman
narn n disarar*an sdinOkas rurEkin. Dalarang nlooghspus/il| odfikasi l€rnde atalpfi m€ngh4ljs p€.*{asar d
ssti.rp poin.

C. HAISIL PELAKSAIUA PE {EUTIA : Tulidqn s€cera ringkas h&C pelaksanaar ponetitiar y3lrg telah dcapai
sosuai tahun p€laisanaan p€nelitian. Peny4ian dspat b€rLpa data, hasil analisis, dan capaian hErar (w8iib &n
atao tambahan). Ssluruh hasil atau capaian yang dhpo.l€n harus Hqitan dongan tahapan pelaksanaan
penelfian sebagaimana dirsncanakan pada proposal. P€nyaiian data dapat berupa gambar, tab€I, grafih dan
soienisnya, sorta anallsis didukung dsrEan sumber nEtaka p.imer yarE relevan dan terkinl.

Jenis P6nbelanlaan ll6m Saluan Vol.
Blsya

Srluan Tolal

Pengumpulan Data HR Pembantu Lapangan OH 1U 80,000

Pengumpulan Data HR Pembantu Peneliti oJ 552 50,000 27,600,000



Pengisia poin C sampai dengm poin H mcogikuti trmplate bcrikut dm tidat &'batasi junlah k8t8 atau halama
naurm disararkaa s€ringhs mugkin. Dila'ang nangfuapuVmemodifik,si tcrnplatc .stalpm menghryus
penjelasan di s€tiap poin.

Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi PI'I.JPT pada tafuua psrtama menghasilkan

model determinan advokasi pelaksaman Undang-Undang No. 2l Tahun 2000 untuk

menciptakan Hubungan Industrial Yang Harnonis dalam rangka menciptakan kin€da

s€rftat pekerja di Jawa Timur. Pada tahun kedua dilahkan Uji Coba Model pada

masyarakat tertentu yaitu Pengurus Serikat Pekerja Seluruh tndonesia (SPSD, pengurus

Fedsrasi Serikat Pekeda Metal lndonesia (FSPM), Serikat Pekerja Niaga dan Bank (Sp

NIBA), PT JACOBIS, PT AJBS dan DISNAKER Kota/Kabupaten dan

DISNAKERTRANS JATIM. Pada tahrm ke tiga dilakukan Uji Coba Model dan Evaluasi

Ir{'lementasi Model Advokasi Uji Coba Model dilahkan pada PtlK SPAI FSPMI CV

PROFIL 88 dan PUK SPAI FSPMI PERCETAKAN ENAM IAYA yang belum selesai

Uji Coba Model penelitian tahun kedua dan dilanju&an pada tahun ketiga. Mdode

Advokasi Uji Cob@ Model yaitu : pendaryiugaa pelatihao, penyelesai perselisihan

bipartite melatui mediasi, konsoliasi rlan arbitrase. Adapun hasil dokumentasi Uji Coba

Model dapat dijelaskan pada uraian di bawah ini :

1. Uji Cobe Determinen Advokrsi Peleksaneen Undrng-Undeng No. 2l Tahun 20fi)

untuk Merclptakrn Eubungrn Industrid Yeng Eermonig Delam Rangke

Meninghtken Kincria Seriket Pekerje di Jewr Timur : Advokari pemutusrn

Eubungrn Kerja di CV PROFIL E8

1.1. Permesrlrhrn :

PimFinan unit ke{a serikat peke{a aneka industri federasi serikat pekerja ffial
Indonesia percetakan Enam Jaya (PUK SPAI FSPMI pEI) di sahkan dengan No. SKp

: 250/24131436.6.12N/2014 dan No. SKPC : Kep.003/SIVpC_SpAI_

FSPMySBY/vlu2ol7 , serta rrcmiliki sekretariat di jalan Bulak Rukem Timur u52A.

Paademi covid 19 di Surabaya berdampak pada sector lndustri khususnya don sektor -
sektor lainnya Perusabaan CV. Profil 88 mengalami kezulitan untuk rnemperoleh

bahan baku, sehingga volume produksi renurun Protokoler kesehatan mengaharuskan

perusahaan CV. Profil 88 hanya merrpekajakan sebagian pekerja dan tidak menerima

c. EASIL PEI,AXSANAAI\I PENELIIIAN Tuliskan secSni ringtas hasil pelaksaaaan pcnelitian )aog teiah
dicapai se$x tahun pelaksaartr pcaelitian. Penlajian meliputi data, hasil analisis, dan caparan luaran
(wajib dan atau tambahan). Seluruh hssil atau capalan yang dilaporkan barus berkaitan deaga" tahapan
pelaksanaan penelitian sebagaimatra dirsrcanakm po& proposal Penyajian data dapat berupa gambar,
tabel, grafil, dan sg€nNnya, s€f,ta analisis didutung dengan srmber pustaka p{-rme( yanS relevan dan takini.



rryah scrta secara sepihek m€mrtuskan untuk memberi THR kepada

karyawan sebesar 5@/o. Kondisi ini meresalrkan sehruh karyan'an CV. Profil 88 dari

pibak karyawan menginginken untuk bisa tdap bekerja s€tiap hari s6hingga pek{a
hruh membutuhkan pe,ndaryingan Advotasi dalam perundingan - perundingan

bipartit untuk meryertahankan agar pekc{a/ buruh bisa t€t8p bekerja selamanya Oleh

karena itu uji coba model determinan Advokasi pelaksanaao undang - rmdang No. 21

tahun 2000 utuk merciptskan hubuogan Industrial yang harrronis datam rangka

meningkatkan kinerja serikat peke{a di Jawa Timur dapat dilahkan pada PLJK SPAI

FSPM CV. kofil E8 dalam bentuk peodaryingan Advokasi penrndingan Bipartit

dengan penrsrl'e"n CV. Profil 88 ma4un perundingan Bipartit di Disnaker Kota

Surabaya Disnaker Trans Jatim dan di BPJS.

lr.lrtids D.t Uji Coba Model
pr61 tqnsgal 13 April 2020, perusataan rrelakukan rotasi pekerjaan dengan

sistem 3 hari kerja 3 hari libur. Selama libur digaji SU/o dari gaji pokok utuk yang

bekerja dibayar penuh- Kebijptxn peflrs.haan CV. Profil BB mendapat reaksi dari pUK

SPAI FSPM CV. Profil 88 dengan membuat surat dengan No. : 00llpUK-SpAI-

FSPMVCV. Profil 88/SBY/w/2020 pada tenggal 16 April 2020 kepada pimpinan

Perusahaan CV. Profil 88. Permohomn perundingan Bipartit kepa& piryinan
perusahaan CV. Protrl 88 untuk melakuhn musyawaratr pada hari Sabtq -l 8 April 2020

(I^aryiran l). Dalam rangka menyelesaikan pernasalahan yaitu :

1. Pekeda diliburkan/ dirumatrkan

2. Izu baha Trmjangan llari Raya (IHR) akan diberftan 50olo kepada pekerja

Nannu CV. Profil 88 tidak bersedia melakukatr penmdingan Bipartit, namun membuat

suratjawaban atas perundingan aipartit deogaa nomor surat : O0I/J/EXTIP.ggtrvl2o2o

deogan rlesan sebogai bcrikut : (taryiran 2).

l. Negara sedmg p€rihatin dalam pcoanga&n Covid 19 sehingga

diterapkan sistem Physical Distanciog dm Social Distancing, artinya mengurangi

untuk berjunpa dengan orang lain

2. Bahwa saat ini sedang sulit dan tidak dapat beroperasional scperti

biasa.

3. Bahwa perusahaan membutuhkan biaya unok membayar angsutan Bank dan

. B.nga Bank.

4. Bahwa perusahaan tidak ada p€Dasukatr namun biaya harus tetap d.ibayarkaq

khususnya gaji pegawai.



5. Bahwa urtuk menjaga itu semua d4n agar p€n sahaan dapat bangkit kembali

setelah Covid 19, maka dengan terpaksa m€ruDahkan sebagian

ka4tawan dengan tidak mendapat upah dar THR untuk tahun 2020 dibayarkan

str/o.

Atlapun uji coba model dilakukan sebagaimana kronobgi perselisihan kepentingan

agar pegawai tetap bisa bekerja diperusahaan CV. Profil 88. Adapun masatah dari

jawaban surat CV. ProfiI 88 sebagai berikut :

l. Bahwa menurut peketjal buruh s€snai pasal 93 ayat 2 huruf F UU No. 13 tahun

2003, kebijakan perusahaan meliburkan pekerja t-npa adanya perundingan terlebih

dahulu dengan serikat pek€da .

). gllernant Tunjangan llari Raya CIIfR) yang diberikan perusahaan kepada

karyawan agar sesuai dengan I{EPMEN No. 06 tahun 2016.

Selanjutnya PLJK SPAI FSPMI pads teggal 20 April 2020 mengajukan srat
permobonan perundingan Bipartit yang dileksenatan pada tanggal n Apil 2}2fi.

(Irryiran 3). Surat pennohonan perundingan Bbartit ini menguleng surat pertama

yaog dikirimkan pada piryinen penrsahaaa CV. Profil 88 karena PIJK SPAI FSPMI

CV. Pmfil 88 kurang puas derganjawaban surat )ang dibuat perusahaan CV. Profil 88.

pada t*nggal 23 April 2020 tehh dilalukan penmdingan Bipartit mtra CV. pr,ofil

88 d€ngan PLJK SPAI FSPMI CV. Pr,ofil 88 berteryat di CV. Profil 88, Jalan

IGdinding Tengah Jaya 2 No. 39 - 43 Surabaya uotuk rrcmbahas teutang :

a. Pekerja yang diliburtan atau dirumatrkan deogao nanu yang tercantum

b. Isu bahwa THR akan diberikan s(P/o kepada pekerja

Ad4un risalah penmdingan sebagai berikut :

l. Pendapat piryinas perusanaan / pcrwakilan / kuasa penrsahaan CV. profil 88 :

(hryiran4)

a Bahwa apa yang jadi tuntutan dari pcrwakilan pekerja akan disaryaikan kepada

piryinan perusahaaq mengingat koadisi perusahaaq kondisi nasional dan

internasional terkait wabah Covid 19 serta keuaogau penrsalaan

b. Perusahaan terpalsa rcrumahkan sebagian dengaa tidak

mendapatkan upah.

c. Untuk THR tahun 2020 hanya mampu rrmbayar 50olo dari upah tahun 2020.

2. Kesimpulan Pendapat Para Pihak :

Tidak ada titik temu (tidak ad8 kesepakato) antara kedua belah pihek dan



ditindaklanjutin pada pertemran ketiga.

Pada tanggal 27 April, 2O2O, An. Profil 88 menasang pengumuoan bahwa

perusahaan CV. Profil 88 ttttup per tanggal 27 Aprn 2020 (Larryiran 5). Penutupan

perusanaan secara tiba - tiba membuat sefuruh PUK SPAI FSPMI CV. ProfiI 88 dan

pekerja atau buruh panik, maka pada taaggll 27 Ntn 2020 telah dibuat surat

pengaduan permasalahan ketenagakerjaan di Dimaker Trans Jatim (t -rnniran 6).

Bahwa adanya permasalahan ketenagakdaan dari CV. Profil 88 yang belum selesai

yaitu :

l. Diliburkan/ Dirumahkaonya pekerja di CV. Profil 88 tarya ada perundingan

dengan peke{a

2. Bahwa selaku PUK SPAI FSPMI CV. Profil 88 zudah menyaqraikan surat

perundingan Bipartit I dan 2.

3. Dengan tanqgapan dari pimpinan perusahaan CV. Profil 88 sebagai ffiut :

a. Karyawan dirumahkan selama 3 hari berkelanjutan dergan bergiliran

b. Dibenkar Wah 50%.

4. Dfttuga piryinan akan membayar TI{R pada atau pekerja

50o/o.

5. Bahwa piryinan perusahaan CV. Profil 88 menutup perusahaan CV. Profit 88

teranggal 27 epril 2020 sarqai menunggu informasi lebih lanjW.

6. Perusahaan tutup t€rtanggal 27 A$n 2020 taqa adaqra pemberitahuan kepada

pekerja atau buruh-

7. Dan hak - hak pekerja i buruh belum ada kejelasan.



trrE rlt tNitat N

Gambar 1 : Uji Coba Moilel Pendanpingan Alsi Demo penutupan pentsahaan

pada tangal 27 Apfl 2020

Uji coba model lebih banyak dilakukan dengan memberikan Advokasi kepada

s€rikat pekerja yaitu rrrngedukasi PtlK SPAI FSPMI CV. profil 88 untuk

meningkatkan pemabaoan udang - undang keteoagakerjaan yang mrsih berlaku,

terltang p€m$usan hubungaa kerja. Berhubung DISNAKER TRANS

JATIM belum merespon surat pcngaduan permasalahan ketenegnkerjaan ini, maka Ujl
Coba Model dilakukan dengan rrembuat srrat pengaduan permasalahan

Ketenagakerjaan ke Dlnas Tcnaga Kerja kota surabaya. Krena zubtansi permasalahal

dalam rana wilayah Kota Suabaya , maka 5r4ng lebih berkoopenten dalam

menyelesaiken p€flt asahhqn yang ada dipenrsahaan cv. profil gg adalah Disnaker

Kota Surabaya.

uji coba model dilak,kan dengan mendampingi pLJK SpAJ FSpM mencatatkan

persetisihan hak ketenagakcrjaan ke Dinas Teraga Kerja Kota Surabaya p363 tonsgal
15 Mei 2020, dengan pokok permasalahan yaug sama fi6duksn [g linas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Jawa Timur (Larryiran 7). selajutnya rrediasi dilarorkan oleh

mediator hubungan Industrial. uji coba model dilakukan dengan Advokasi menghadap

Kabid Hubungan Industrial, persyaratan kerja dan jaminan Sosial Dinas Tcnaga Kaja
Ifuta surabayd" maka diputuskan mediasi dilakrkan mlalui daring (online) dengan
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aplikasi Zoom, kaftna di Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kota Surabaya selama

masa Covid 19 diterapkan sistem Physical Distarcirg dan Social Distancing. Uji coba

modal dilakukan dengan memherikan pelatihan perhitungm {Jang Pesangon pemrtusan

hubungan kerja yaitu pasal 156 Undang -Undang .13 Tahun 2003, terdiri dari Uang

pesangon sesuai kesntuan pasal 156 ayat Q), nrng prnghargaao masa kerja sesuai

ketenoan pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).

Pada tanggal 18 Mei 2020 mediasi dilakukan oleh Disnaker Kota Surabaya melalui

aplikasi Zoom. Dari pihak perusabaan CV. Profil 88 tidak hadir. Bipartit ini dihadiri

oleh PUK SPAI FSPM Sdr. Denny dan Sdr. M. Rizal Rambe. Hasil risalah Bipatit,
disaraokan utuk Bbartit lagi dengan medapat sarao dari Disnaker Kota Surabaya-

Uji coba rnodel mernberikan Advokasi p€latihen perhitungan uang pesangon

pemftsan hubungan kerja Adapun Uji Coba Model Advokasi dalam b€ntuk pelatihqn

teotaDg p€rtitungan uang pesangon Pemrtusan Hubungao Kerja dapat dijelaskan

sebagai berikut :

Pcrhltulgm Ueng Pesengon Pemutusan Hubungen Kerja.

Adapun perhitmgan Ua.g Pesangon Pemrtusan Hubnrngan Kerja diatur

didalam Uodang-Undang No. I 3 Tahrm 2003 sebagai berkut :

a- Perusahan Melah*an Efesiensi

Iika Perusahan melakukan perarqingao uau efesiensi kepada pekerja / bumh

akan mend4afkan dua kali u"ng p€saqgoq satu kali uang penghrrgaan masa

kerja dao satu tali pergantian hak tlal ini di atur dalam pasal I 6a ayat (3), yaitu:

'?engusaha dapat melakukan pemutusan kerja tefiadap gekerlal

htruh ke€na p€rusahaan fifup bukan karena mengalami kerugian 2 (Dua) tahrn

bertuntr-tlrut atsu bukm karetra keadaatr memaksa (force Majeur) tetapi

perusshaan mlakukan cfesiensi, dengan ketcntuan pekerja buruh berhak atas

urng p€saogon sebesar 2 (Dua) kali keteotuan pasal 156 alat 2 @ua), nang

penghargaan rnasa kerja sebesar I (S*u) kali ketentuan pasal 156 ayat 3 (Tiga)

426 .rang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 a).at 4 (Eryat)',

b. Perusahaan Mengalemi ferce ffijeur
'Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja @HK) tertadap

pekerja/buruh karcna perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami

kcrugian berhrut - turut s€lama dua tahuo/force majeur, hal ini di atrn dalam

pasal 164 yang betbuayi : Pas.l 164 ayat (l) pengusaba dapat melakukan

p€mrtusan hubungan kerja tertadap pckerja/ buruh katena pausanaan tunry



disebakan perusahaan mengalami kerugian secara tenrs nenerus selama 2 (dua)

tahurL atau keadaan memaksa (force majeur) dmgan ketentuan pekerja/bumh

berhak aras rrng pesangotr sebesar (l) kali ketemran pasal 156 alat (2) uqng

penghargaan masa kerja 1 (Satu) kali kdentuaa pasal 156 ayar (3) dan u"rrg

penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)"

Akan tet4i kalau pcrusahaan tutup karera bukan kerugian secara ter s -
111sg1ss s6lerna 2 (Dua) tahun atau keadaan remaksa (force Majeur) tetapi

karena efesiensi mata peter!/buruh dapat pesangon yang diatrn dalam pasal

164 afiat (3) fiaitu;

'?engusaha dapat melakukan pernrtusan hrbungao k{a teftadap perker/buruh

karena perusahaa-n tuhp bukan karena rengalami kerugian 2 @ua) tahun

bertmt tuni dau bukan karena keadaaa mmaksa (force majeur) tetapi

perusanaan mlakukan efesiersi rtengan teteduan pekerja/hruh berhak atas

uang p€sangon s€besar 2 @ua) kali ket€ntuao pasal 156 ayat 2, uang

masa kerja I (Sdu) kali ketentuaa pasal 156 ayat (3) dan rang

peoggartian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayar (4)

c. Perusahaan Pailit

Perusabaan Fng rcngalsmi pailit pekerja/hrnrh akan Eendapatkan pcsangon

yang perhitungannya diatur dalam pasal 165 yang berbunyi :

'fengusaha dapat 66latrrkrn pemfusaD hubungan kerja terhadap

pekda/h.nh karcoa perusahaan pailit, d€ogan k€tcntuaa pekeqia/hruh b€rhak

atas uang pGaqgon s€b6ar I (satu) kali ketennran prsal 156 alat (2) uang

msa kerja sebesar I (satu) kali ket€ntuan pasal 156 ayat (3) dan

u-ng penggarfian hak s€suai keteofuan pasal 156 ayat (a)"

Pada tanggpl 18 Mei 2020 Uji Model : Advokasi pendampingatr penrndingn

Bipdtit etara CV. kofil 88 dengan Pt K SPAI FSPMI CV. profil gS

membahas tentang pemberian hak pesangon k€pada pckerja/buruh yang di pHK risalah

Bipartit : perusahaan memberikatr uang pes&ngon sebeser Rp. 1.000.000,- pertahrm dan

TTIR dibaya*an 5070. Tanggapan pckerja/hruh rnerninta uang pesangon sesuai

dengan peraturm kctenagakerjaan undaqg rmrtqng No.l3 tahun 20O3 pasal I56 ayat (2)

ya.itu ,'eng pes:mgon dihitung dari lama masa kerja satu tahun satu bulan upatl uang

penghargaan sesuai pasal 156 ayat (3).

a. Masa kerja 3 (tiga) tabun / lebih tctapi kurang dri 6 (cnam) tahuA 2 (dua) bulan

upah:



b. Masa ke{a 6 (enam) tahun / lebih tetapi kurang dari 9 (Sembilan) tnhun, 3 6ig6;
bulan upah:

c. Masa kerja 9 (sembilan) tahrm / lebih tet4i kurang dari 12 (Dua Belas) tahun 4

(eryat) bulan upah:

d. Masa kerJa 12 (dua belas) tahun / lebih tet pi kurang dari 15 (Lima Belas)

tahun,5 6;-", bulan upah:

e. Masa kerja 15 (Lima belas) talrun / lebih tetapi kurang dari 18 (Delapan Belas)

tahun 6 (eoam) bulan upah:

f Masa kerja 18 (Delapan Belas) tahrm / lebih taapi kurang dari 2l (Dua puhh

Satu) tahuaT (Tujuh) tulan upah:

g. Masa kerja 2l (Dua Puhrh Satu) tahrm / lebih tet4i kuraog dari 24 (Dua puluh

Eryat) tahm,8 (Delapan) bulan upah

h. Masa ke{a 24 (Dua Puluh Eryat) tahun / hbih,l0 (Sepuluh) bulan upah

Dan Uang pergantiaa IIak sesuai pasal 156 ayat 4 @ryat)
a Cuti tahunan yaqg belum diambil dan behm gugur :

b. Biaya atau ongkos pularg rmtuk pekerja/hruh dan keluargaqra ke teqat
dimqna pckerjafttruh diterima bckerja ;

c. Penggantian perumahan s€rta p€ogobatsn dan perawaran ditdapkan lsyo dfri
uang pesangon dm uang pnghargaao rrasa k€rja bagi ydng remeruhi syarat;

d. Hal - bal yang ditetapkan <fahm perjanjian kerja peraturan perusahaan atau

perjanjain kerja bersama.

Perudingan Bipartit m tidrt terjadi kesepatatan dan eknn dilajutkrm pad8 p€rundingan

Bipartit fV. Uji coba mdel terus dilanjutkaa dengan meaganalisi5 ft6adfui lsrnarryuan

p€rusahaaq rtengan keterbukaau dari pihak mnmagenren perusahaan CV. profil gg dao

analisa keuangan CV. Profil 88 s€rta data produksi dan penjualaq maka

d4at di irulikasikan koadisi penrsahaan CV profl mcndekati psilit. Uji coba model

Advokasi kcpada senlat pekerja untuk rnemahami kezulitan perusahaaa cV. profil gg

d8n etikat baik perusahaan setehh ada kesadaran dao pengertian dari pLiK spAr
FSPMI cv. P'ofil 88 maka dilakukan Bipartit rv yang direncanakan pada tanggsl 20
Mei 2020.

Pada tanggal 20 lll{Lei 202O dilakukan perundingan berpartit IV membahas

tentaag urng pesargon pemrtusan huhlngan kerjo" uji coba mdel dengan

pendampingan Advokasi untuk mencapai kesepakatan atas besarnya uang p€sangon-

Dengan adanya keterbukaan, fternrnikasi pemahaman peraturan ketenaga k{aan,



kondisi kemapuan perusahaan, akhirnya terjadi KESEPAKATAN PEMUTUSAN

HUBUNGAN KERJA dan mendapat uang pesangon 75%. Kesepakatan pemutusan

hungan kerja dibuat dalam perjanjian bersama pada tanggal 22 Mei 2020 (lampiran 8)

Gambar 2 : Uji Coba Model Pendampingan Perundingan Bipartite PW SPAI FSPMI

CY PROFIL dengan Pengacara Perusahaan

,
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Pad'a tansgal2lrmi 2020 uji coba model: Advokasi pendaryingan akta butri

perjanjian bersama melalui Bipartit di pengadilan negeri Surabaya (Iarnpiran 9).

Adapun isi dan klausal perjanjian bersama adalah sebagai berikut:

1. Pibak pertama I (Kesatu) dan pihak ke tr @ua) sepakat rmnak mengahiri hubungan

kerja sesuai kesepakatan bersama pada taoggal27 1ryi12020-

2. Pihak pertama I (Kesatu) akan membayarkan tunjangan hari raya tahun 2020 dan

"ang kopensasi serta hak lainnya kepada pihak ke II (Dua) setelah semua brkas

lengkap sebagaimana ketentuan klausal I paling lambnl ll4 jam dengan dieqgsur

sesuai jadwal terlampir;

3. Bahwa pihak ke II ftedua) sepakat untuk menerima pembayaran THR tahun 2020

dan u"ng konpensasi serta hak lainnya dari pihak ke I (Satu) sebagai hak

pemutusan hubungan kerja sesuai kesepakatao bersama dengan rincian tedarryir;

4. Bahwa pembayaran sebagaimana ketentuan klausal Itr (Tiga) akan dilakukan

melalui transfer bank ke rekening penerima kuasa yang telah disepakati ,tan telah

dinrjuk oleh para pemberi kuasa atas nama pllr[f AGUNG SUSIO Baok BRI

No. 058401030381503 dengan pembay"mn di4ngsur sesuai rincian terlaryir;



5. Bahwa pihak ke I (Satu) akan memberkan keseryatan bekcrja kembali pada pihak

ke II @ua) apabila perusahaan buka kembali yang dikelola oleh pibak ke I (Safu)

sesuai ket€,[tuan penmdangan yang berlaku, namun apabila dikelolah oleh pihak

lain melre pihak ke I (Satu) tidak ada kejawiban rmtuk meryerkerjakan kembali,

begitu pula pihek pengelolah baru tifuk dib€bad hak dan kewajr'ban atas kewajiban

pihak Ks I (Satu) dan pihak ke tr (Dua) setelah perjanjian Ssl5ama ini ditanda

tangeni okh pihak.

6. Bahwa para pihak bersqakatan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan

cara nnrsyawarah mufakat pada pengadilan negeri Surabaya;

7. Bahwa para pihak bercAakat tidak akan melakukan saling menrntut baft perdata

maupun pidana dikemudian hari setelah perjanjian bersama ini ditaada tangani oleh

Parah Pihek;

8. Bahwa perjanjian bcrsama ini dibuat oleh para pihak rangkap dua deogan dibubuhi

rnatsrai )rang o*up dan dibuat deogatr penuh kesadaran serta itftat baik bemama

rmtuk dilaksaneken dan dipatuhi bersama

Pada tanggal 3 ,utri 2020 PUK SPAI FSPMI CV. Profil 88 mengajrken sg61

p€ogajrten PI ( ke BPIS kesohatan (I^ampiran l0). Hasil risalah penmdingan :

l. BPJS Kesehatan mengacu pada sisem Edabu, ryabila pekerja/buruh dftefuarkan

dari sisem Edahr oleh pihak perusahaan otomatis pekerja/hrnrh tidak bias ikut

BPJS PBI yang gratis selama emm bulan yang ditanggung oleh

pemrintah-

2. BPJS Kesehafan ditolak dengan alasan karena tidak adarya keputusan dari

pengadilan tentang Pemtusan Huhmgan Industrial



Gombar j : Uji Coba Model Advokasi pendampingaa pengajuan PHK ke BPJS

Kesehatan

Deogpn dsnikian dryat disiryulkan hhwa Uii Cobe Model herminrn Advokrsi

Pclekrrnean Undeng-Undeng No. 21 Tehun 2llUl untuk M6dpt*sr Eubungan

Induituid Yeng Eermonis Dalrm Rrngka Mmfuglrell Kinerje Serikrt Pekerie di

Jawa llmur. DAPAT DITERIMA DAN DILAKSANAKAI\ DENGAN BAIK PADA

PIrK SPAI FSPIW CV PROF'IL EE. (Irryiran I l)

2. Uii Coba Model determinrn edvokesi pelaksanern Undeng-Undeng No.21 Trhun

2000 untuk mercipt krn hubungrn iniluctirl yang hermoni dalam rengke

meningkatlnn Hneria rerilut pekcds di Jawe llmur : edvokesi pembrhrrurn

PKB dengan menrnbahl pasel usla pensiun di PIrK SPAI FSPMI

PERCETAKAI\T ENAM JAYA,

2.1. Permrsrhhen :

Pada bari Jum'at 17 Juli 2020 berteryat dijalan Bulak Rukem Timur lll6l telah

diadakan rapat Anggota dan PUK SPAI FSPMI Percetakan Enam Jaya dengan hasil

sebagai berikut :



l. Berdasarkan hasil risalah Pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 jam 14.00

WIB berte4at di Perusahaan Percetakan Enam Jaya dijalan Bulak Rukem Timur

V162, Surabaya Pimpinan Perusahaan Percetakan Enam Jaya berpendapat :

a. Bahwa pihak prcrusaluau terkait tetrtary pasal-pasal pensiun meryacu pada

PKB yang lama periode 20 I 6 saryai dengan 20 I 8

b. Bahwa apabila de'lain waku I saryai dengan 2 Minggu atau selambat-

lambarnya tanggal 3 Oktober 2019 pihak perusahaan tidak ada perkembangan

atau perubahan-perubahan pasal dalam PKB selain teffalrg usia pensiun, makn

pihak perusahaan sepakat kembali ke PKB yang lama periode 2016 sampai

dengan 2018 dan akan di sepakati kembali ke PKB banr untuk periode 2019

sampai deogan 2021.

2. Bahwa dengan hasil rapat ini Pekerja/karyawan Percetal<an Fnam tay2

berpendapat:

a. Bahwa harapanpekda/karyawan PUK SPAI FSPM Percetakan Enam Jaya

agar memasuki usia pensiun peterjanarfawan Percetakan Enam Jaya

didalam Perjanjiar Kaja Bersama (PKB) Periode Tahun 2021

sampai dengan Tahw, 2O23.

b. Bahwa Piryinan Perusahaan Percetakan F rem Jaya agar memasul&an usia

pensiun pekerja&aryawan mengacu pada Perjanjian Ke$a Bersama yang

dibuaf Perusahaan selaku pihak pertama dan Pekerja/Kar5awan atas nama

Kanan selaku pihak kedua yang pemiurkan oleh Perusahaan Percetakan

Enam Jaya dengan alasan sud"h memasuki usia pensiun-

Pada hari Selasa 27 Agustus 2020 berteryat dijalaa Bulak Rukem Timur Vl62 telah

diadakan perundingan Bipartit antara PT. Percetakan Enrm Jaya dengan PUK SPAI

FSPMI PEJ PT. Perceakan Enam Jaya mengenai yang memasuki usia

pensiun dan sakit berkepanjangan.

Dari pendapat PUK SPAI FSPMI Pecetakan Enam Jaya / Karyawan :

l. Bahwa Bapak Kanan sesuai dengan peraturan per.rndang-undangan zudah

memsuki usia pensiuo-

2. Be*rarap Pimpinan perusaha,n Percetakan Enam laya merryersiunkan Bapak

Kanan dengan mendapatkan korpensasi.

3. Bahwa Bapak Agus Purwanto telah mengalami sakit mata selama kurang iebih

7 tahun dan penglihatan jarak pandang mata kurang lebih I meter.



4. Bahwa Sekarang Bqak fuus Purwanto juga menderita sakit stroke, dan rnasih

drlem perawata&

5. Bahwa Sehma mengalami sakit Bapak Agus Purwmto +niak bisa bekerja

selama kruzng lebih 4bulall

6. Dengan kaerangan bal tersebut di atas dirasa sudah tidak maryu bekerj4 maka

b€rharap Piryinan Perusahaan Percetakan Fnam J4ya mmberftan

kebijakannya Untuk mendapatkan Korye$asi
Dari hasil perundingan secara Bipartit ini antara lain :

l. Bahwa telah ada kesepakatan Bersama adara Karyawan tersebut )ang
memasuki usia pensiun yang didampingi olch pUK SPAI FSPMI percetakan

Enam Jaya.

2. Bahwa telah ada kaepakatan Bersama adara lGryawan t€rsebut 6ah1

be.ttepanjaagan yang didemfingi oleh PUK SPAI FSPMI percetakan Fnom

Iaya.

3. Ilari keda kryawan ters€h[ telah membuat perjanjian Bersama dan di
sepakati ohh pirnFinan perusahaan dan karyawan

4. Hak-hak nya yang <literima oleh kedua karyawan tersebut sesuai dengan

perundang-undangao"

Pada hari Itahr t nggal lg s,ept€oober 2020 iam 14.00 wIB bert€ryat dijalan Bulak

Rukem Timur Vl62 telah diadakan nya p€rundingan secara Biprtit adara pinrFinan

Perusahaan Percetakan Fnam tsya dengan Piryinrn Unit Kerja SPAI FSPMI

Percetakan Enam Jaya yaitu tentang :

Pembrhrsen Perieniirn Kerjr Bersemr (pI(B) yrng rde di perurahrn

Perceteken Enen Jeya

Pendrpet Perusehrrn/PerreHhn/I(ursa pcrusahun percetrken Enrm Jeye

l. Bahwa pihak perusahaaa terkait pasal-pasal pensiun mcngacu pada pKB yang lama

periode 2016 sarpai dengan 2018.

2. Bahwa apabila dalam waktu 1 sarrpai dengan 2 Minggu atau selambat-hmbatnya
targgal 03 Oktob€r 2019 pihak perusahaan tidak ada perkembangan atau

perubahan-perubahan pasal dalam p1(B selain tfitang usia pensiul, maka pihak

pcrusahaan sepakat kcnrbali ke PKB yang lana periode 2016 san:pai dengan 20lg

dan akan disepakati kembali ke PKB baru untuk perbde 2019 sarnpai dengan 2021 .



Pendapat Pimplnan Unit Kerja SPAI FSPMl/Perwaldlan/Pekerja./trkryewen

Pensaharn/Perwakiler/I(uesa Percetikrn Ersm Jrya

l. Bahwa Pekerja/S€rikat Pekerja SPAI FSPM PercAakan F'nam Jaya sepakat

Perjanjian Kerja Bersama @KB) dicatatkan kembali di Dinas Tenaga Kerja Kota

Surabaya periode 2019 sanpai dengan 2021 .

2. Menanggapi pendryat perusahaan risalah Bipartit pada tanggal 2? Agustus 2019

yang menerangkan bahwa pcrmasalahn PKB pihak perusalaan akan meurbahas dan

menambabkan pasal tentang pensiun Pekerja.

3. Memiuta dan mengatur menambahkan usia pensiun pekerja dalam pKB atau pB.

Keslmpulen @endirien pere pihak)

Akan diartakan pertermraa lagi tertait pembahasan perjanjian lGrja Bersaoa @KB)
dalam waktu I saqai dengan 2minggu atau selambat-larnbatnya t ,rggal 03

Oktober 2019.

S Pada hri Jum'at tmggal 30 Agustus 2019 pca pihak telah rnengadakan

perundingu dengan kesepakatan unhrk menyelesaikan pengakhiran

Hubungan Kerja (PHK) karena pensiun dalam bfltuk pdanjian Bersama

@B) yang secara kronologis terlampir.

2.2. Anelsls Date UJI Cobe Modet :

Dari perundingan Bbartit I pada tanggal t7 Jltli 2OZO, Bbartit 2 tanggal 22 fuustus
20 I 9, dan Bipartit 3 tanggal I E septernber 20 I 9 telah dilahrkan analisis uji coba model

pada penelitian tahun kedua dan dilanjutkan pada penelitian tahun ketiga. Kegiatar uji
Coba Model : perpaqlangan PKB Perusahaan percetakan Enam ,aya dilarrjutkaa sejak

Oktober 2019 saryai dengan September 2020. Bahwa pada 14 Oktobcr 2019

perusanaan p€rc€t*aa eoam jaya mengajukan surat p€odaft8ran perjanjian Kerja
Bsrsama @KB) ke DISNAKER Kota surabaya (Lanpiran l2). Baru pada bulan April
2020 pe,ndaftaran pei.panjangan PKB Perusahaan percetakan Fnqm 6* 61 pTaNAKER

Kota Surabeya melaui online situs : h!!ps.i,t,s!w.Eqr4i2+ya,gq.trjl, berhubung persyaratan

perpanjangan PKB belum dilelgkapi seluruhnya oleh perusaheqn percetakan Enam

Jaya yaitu belum dikuryulkannya selunrh KTp Karyawan perusaha,n percetakan

Fnam Ja)ra maka belum dapat di proses oleh DISNAKER Kota S,rabaya. Advokasi Uji
coba Model Pendaryingan Pengurusan perpanjangan pKB dilakukan dalam bentuk
peadarpingan dan pelatihan agar PUK SPAI FSPMI dapat remahami betul peraturan



perundang-undangan ),ang meogatur tata cara pembuatrn PKB. Pada tanggl 9 Juli

2020 PIIK SPAI FSPM Percetakan Enam Jny6 menyerahkan KTP Pekerja/Buruh ke

DISNAKER Kota Suabaya (Irryiran l2). Dari tiga kali perunding& bipartite

membahas perpanjangan PKB periode 2019-2021 dapat disirrpulkan sebagai berikut :

1. Belum disebutkan sccara jelas dan tcgas usia pensiun didalam perpanjangan PKB

Wtude2019-2021,

2. Usia Pensiun tilak disehtkan secara jelas dan tegas dalam Pdanjian Bersama

(PB),

3. Perjanjian Bersama perorangan oleh perusahaan dapat dijqdikan 'Yurisprudensi",

meryunyai celah hukum yang melemahkan dan merugikan pekcrja ketika

dftemudian hei pekerja memasuki usia pensiun mengajukan permohonan persiun.

Tidak ada dassr hdom yang menjadikan Pdanjian Bersama perorangan dapat

dijrrlikan Yurisprudcnsi Dengan mrdah tidak sepakat untuk

mcmberftan pensiun kepada pekerja/buruh yang sudah memasuki usia pensiun.

4. Peran penting advokasi PLIK SPAI FSPMI dibutuhkan untuk mengawal dengan

ketA pemhntan pcmbaharuan PKB periode 202l-2023 dengan mnambahkan

pasal Usia Peosiun dengan jelas d,n tegas.

Dengan tehh didaftartmya perpanjangan PKB pe.iode 20 I 9-202 I perusahaan percaakan

Eoam Iaya di DISNAKER Kots Surabaya, dapat disioapulkau bahwa Uji Cobr Model

Determlnrn Advoked Pelrtrenern Undang-Undeng No. 2l Tehun 20fi) Untuk
Menciptrkrn lfubungen Irdutltd Yeng Errmonis drhn RrDgki Menlngkrtken
Kinerje Setllrt PekerJe di &we Timur DAPAT DITERJMA DAN DILAKSANAKAN
DENGAN BAIK PADA PUK SPAI FSPMI Perceteken Enem Jaye (hqiran 13)

-

Ganbar 4 : Uji coba model advokasi pend$taran perpaajangan pKB percetakan Enam

Jaya

I



Gambar 5 : Uji coba model advokasi pendampingan pembuatan perpanjangat PKB

3. Eveluesi Implementasi Uji Cob. Model

Pada tahapan evaluasi telah dilakukan analisis atas Uji Coba Model Determinan

Advotasi Pelaksaoaan UDdarg-Undang Nomor 2l Tahm 2000 Untuk Meaciptakan

Huhngan Industrial Dalem Rangka Meningkatkao Kine!'a S€rftat Pekerja di Jawa

Timur yaitu :

No Informan

Materi Advokasi Peleksana^n UU No. 2l

Tahun 2000

HASIL
PKB UMK PKWT PHK Perselisihan

I PI,.IK SPAI

FSPMI

Percetakan

EnamJaya

{

Uji coba rmdel dapat

diterima dan dilaksanakan :

l. PerpanjanganPKB

2019-2021

2. Perjanjian B€rsama

menjadi

'lur'isprudensi"

uhrk usia pensiun

,{

)

.:- 4
3



J

1 PIJK SP

NIBA-SPSI

Tunjungan

Crystal Hotel

./ 1l

Uji coba model dapat

diterima daa dilaksanakan :

l. PKWT nrnjadi

PKWTT

2. Pembayaran

keturangan upah

UMK

PUK

FSPMI

Profil 88

SPAI

CV

./ ./
Uji coba rmdel dapat

diterima da dilaksanakan:

l. PKB tertunda dan

tidak dapat

dilaojutkan

2. PHK

4 PT. JACOBIS ''/

Uji coba model dapat

diterima dan dilaksanakan:

l. Hak cuti dibayarkan

2. APD dibenkan

5 PT. AJBS

Uji coba rnodel dagat

diterima dan dilaksanakan:

1. Peoangguban

pembayaran UlfK
disctujui oleh

karyawan dan

Gubernur

2. Karyawan tidak

menuntut kekuraogan

pembayaran upah



Dari hasil evaluasi imFlementasi uji coba model, menyisakan permasalahan usia

pensiun yang belum selesai pada PUK SPAI FSPMI Percetakao Enam Jaya dan

pembayaran uang pesangon yang tidak sezuai dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 pada pekerja/hnuh perusahaan CV. Profil 88. Dengan pertimbengan

waktu, biaya, .l^n tetq,at maka peaelitian tahun ketiga membahas Irylementasi Uji

Coba Model Determinan Advokasi Tentang Usia Pensiun- Karena, dalam kenyataan

banyak perusahaan yang belum sepakat untuk mencantumkan usia pensiun pada

Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaao, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sehingga

pekerja/buruh merasa dirugikan ketika telah memasuki usia pensiun tidak rendapatkan

hak peosiun- Berikut akan dibahas tentang dasar hukum usia pensiun, pembayaran ""ng
pesangon pensiun dan disparitas Usia Pensiun Bagi Peke{a Swasta dan Aparatur Sipil

Negara di Indonesia.

r. Batrs Usia Pensiun Tenaga Kerja Ditinjau Berdrsarkan Peraturan

Perundang-Undangan.

Pembangunan Nasional Negara Republik Indonesia dilaksanakan dalam rangfu

peirrbarrgunan marnrsia Indonesia dan pembangunan masyarakat Indonesia

sehmrhnya untuk mevrujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, ),ang merata baik

materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indooesia Tahun 1945, sesuai bunyi Pasal 28D ayat Q), yaitu : 'Setiap orang berhak untuk

bekerja serta rendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak ilalam hubungan kerja."

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, Pemerintatq Pengusaha den Tenaga Kerja / buruh

mempunyai peranan dan ke.dudukan yang sangat penting sebagai pelaku dunia usaba dan tujuan

p€nbangunan" Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerj4 diperh*an pembangunan

ketemagakerjaan secara terus lnenenrs qaffi 6sningkatkan kualitas tenaga kda dan peran

sertanya dalam pembaagunan serta peningkatm perlindungan tenaga kerja dan keluarganya

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan tertadap tenaga kerja

dimaksudkan rntuk menjamin hak-hak dasar pekerja / buruh dan apapun untuk mewujudkan

kesejahteraan pekerja / buuh dan keluarganya dan tetap memlrcrhatftan perkembangan

kenujuan dunia usaha. ll) . Analisis Yuridis Pasal 167 Ayat I Mengenai [Jsia dan Hak Pensiun

Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakzrjaan. HaL20)



Dalam Hubungan Industri diperlukan pembangunan ketenagake{aan yang

ls*ssinamhrrngar situasi dan kondisi pemerintahan d8n stabilitas ekonomi yang tidak

menertu b€rdaryak pada perusabaan baik itu perusahaan besar maupun kecil yang mengalami

kerugian bahkan n tup. Untulc rrenyelamatkan perusahaan tetap berdiri dan kelangsungan

terjaga banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) baik itu memasuki masa

pension marryun karena pemutusan ke{a oleh pengusaha ataupun atas kemauan

karfawan Di Indonesia pemrtusan hubungan kerja yang dikarenakan memasuki masa peosiun

diatur dalam Pasal 167 ayat (l) Undang-Undang Ketenagakerjaan No.l3 Tahun 2ffi3, yang

berb{rnf : '?engusaha drFat melskukan pemutusan hubungan kerja tertadap pekerja/buruh

karena memasuki usia pe'nsiun dan apabila pengusrh, telatr mengikutkaa pekerja/buruh pada

program pension yang iurannya dibayar penuh oleh pengusahq rnaka pekerja/buruh tidak

berhak modapatkan rr.ng pesaqgon sesuai ketentuan Pasal 156 a;lat (2), rrrng p€nghargaan

masa kerja sesuai ketelrtuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak

sesuai k€t€iluan Pasal 156 ayat (4). 11) . Analisis Yuridis Pasal 167 Ayat I Mettgenai Usia

don Hak Pensiun Pekerja Dalam llndaag-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ke tenagaherj aan HaL20)

p6mlun a,lqlah satu titk balik yaqg sigdfikan dalam karier ses,eorang, s€l"ma hidupnya

atau sdidak tidaknya rmtuk rnapritas orang dewasa yang telah nenghahiskan s6fttnfl1

atau sebagian besar waktu hidup mereka untuk bekerja.

Dalam pasal 161 aytt (l) disebutkan bahwa salah satu slasan Pemltusan Hubungan

Kerja @HK) adalah karena pekcrja telah memasuki usia peasiun Akan t€tryi tidak diatur

secara jelas dan tegas pada usia b€rapa batas usia berhku. Ketentuan mengenai batas usia

pcosiun ditet4kan rlalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturar Perusahaan @P), Perjanjian Kcrja

Bersama @KB) atat peraturan perudangan yang berkaitan dengan masa pensiun mmrmt

Pasal 154 hurufc Undang Undang I(aenagakerjaan yaitu bcrbunyi : '?ekerja/buruh mencapai

usia peirsiun sesuai dengan ketetapan dahm perjanjian kerja, peraturan perusahaa& p€rjadian

kefa bersama atau peraturan pffundang-undangan". ll . Analisis Yundis Pasal 167 Ayat I
Mengenai Usia dan Hak Pensiun Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Tenun g Ketenag akerj aan. Hal.20)

Keteduan yang ad4 secara khusus hanya mengatur batas usia pensiun bagi pekerja

sektor pemrintabau seperti Pegawai Negeri Sipil antara lain batas usia pensiun pada jabatan

terteotu s€perti guru, 6ssen drn pegawai negerilpejabat negara: PNS, Hakim, Tentara/Polisi.

Sedangkan batas rrsia p€osiun untuk pekerja sektor swasta yang sering te{adi di masyarakat

sslame ini banyak merujuk pada kaentuan yang metrgatur hak-hak yang berkaitan dengan



mesa p€nsiun, seperti undang-uadang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamlryr sosial reaaga

Ke{a dan Undang-Urdang Nomor 11 Tahua 1992 tentang Dana pensiuc Dalam ketetrtuar

Pasal 14 alat (l) undang-udang Nomr 3 Tabun 1992 tentang Jamimn sosial reoaga Kerja

terdapat ketqrtu& bahwa Jaminan Hari rua (JIID dftalarkan pada tenaga yang telah

mencapai usia 55 tahun Namm kcmudian undang-undang tesersebut dicabut dan dinyatakan

tidak b€rlaku melalui Pasal 69 undaag.,ndang Nomor 24 Tahun 201I t€ntang Ba,rrn

Pe,nyelenggara raminan sosial Ad4un program pensiun adalah program yang menjanjiken

s€jumlah u?ng secara b€*ala setelah peserta berbenti bekcrja karena melcapai

usia pensiun Teori dasar yang menjadi acuaa dalam pengembangan program peosiun adalah

teori state preference dalam alokasi asset oFimal pada kondisi kctida$astian yang dibangun

oleh Arrow-Debreu (1954). Dalam teori )rang meng.ux msikan kondisi pada yang setimbang

dan lengkap, individu delam ekonomi akan memilih dasar klein berdasarka[ waktu yang

memaksimalkan maslag-mrsiag utilitasaya atau rnasing-masing individu akan menyusrn
pereDcanaan masa depaonya untuk mmaksimelkrn pememrbsn kchrnrhan jangka panjaogrya,

tenraoa pada r,sa Irensiun [2]. Teori lain yang relevan adalah teori Life-cycle Hypothis
dari Modigliani (1966) yang mqratakan bahwa individu/nrmah tangga dararn ekonomi akan

memrnda konsumsi dengan menahrng. Tabuogan ini aken rtiakumuhsftan sampai pada mrsa

iodividu/ruEah taogga rencapai usia pea^sirm dan akan mulai memanfaatkaa tabungannya

mtuk konsumsi barang dan leisure [3]. Di Negera Inggris *ema pensiun iuran, risiko keuaogan

ditangguag oleh aoggota- Risiko keuaagan terjadi baik selarxa frse akumulasi (risiko investasi)

dan pada saat pensiu& ketfta andtas dibeli (risiko anuitas). Risiko aauitas yang dihadapi oleh
anggota dapat dfturaogi melalui "opsi p€Dlrftan pendapatm": pensiunan diizinkan untuk
memilih kapan harus mengubah Dodal final menjadi pensiun dalam periode xraktu tert€fiu
setelah pensiun Di beb€rapa negara" ada batasan usia kaika aonuitisasi menjadi wajib (di

Inggris usia ini adalah 75). se,meilara itu, arugota dapat menarik sejumlah uang bertala untuk
memenuhi kebuhrban hidup sehari-hari, dalam batas-batas t€ftentu yang ditentukan oleh
peraturan skerna (atau oleh hukum). Di Inggris, di ma", opsi ini diperkenalkan pada 1995,

p€ndqatan p€riodft yang ditarik dibatasi antara 35% dm 10tr/o darijumlah yang atan diterima

anggota jika ia mcmbeu tingkat mdtas saat peosiuo- pada usia 75, anuitas hanrs dibcli dengan

sisa d'ne. [4] . optimal iavestment chokes post-retirement in a defined contribution pension

scheme. Insurance: Matlemarics and Economics, 3S(2 SPEC), doi:

10. 1016/j.insmatheco.2O04.06.ffi2. Page.2)

Adapun peraturan an yang mengatur Batas Usia pFnsiun antara lain
yaitu:



a. Undang-undary Nomor 3 Tahun 1992 tentaog Jamimn Hari Tua (JI{T), Pasal

14 dan Pasal 15

b. Undang-udang Nomr 13 Tahun 2003

c. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2015

Pembayaran hak pensiun merurut ket€ntuan Pasal I 67 ayat (l) , (2) , (3) undang-urdary

nomor 13 tahun 2003, tentaog ketenagakerjaan :

a Perhitungan uang pesangon karena pek€rj./hruh pensiun pasal 156 a),at (l),
(2), (3), dan (4)

Pertitungan ''""g pesangon pemrtusan huhrngan kerja :

a- Pasal 164 ayat (3), Pasal 165

b. Pasal 156 ayat (2), Pasal 156 alat (3), Pasat 156 a1"at (4)

c. Undang-undang Nomor 13 Tahn 2003 Pasal 158 ayat (l), ayat (4)

d. Pasal 163 ayat (l) da apt (2)

Dalam teori Hukum Ketcnagakerjaan dan Undang-Udang Nomr 13 Tahun 2003

t€dary Kct€nagakerjaan dikenal adanya I 1.oqp"9 i*ir rrII( atau Peimrtusan Huhrngan lGrja
yaiar :

l. PHKdemihukum:

a. Perjanjian kerja utrrk waktu tertentu : Pasal 164 ayar (l), 167 ayat (5), l54 huruf

o)
b. Pekerja/buruh meninggal &nia: Pasal 166

2. PHK oleh pihak pekcrja :

a. Masa percobaan

b. Pekrja rcngundurtan diri : Pasal 162 ayat (2)

c. Pekerja/bunrh dapot mmutuskm hubungan kerja scwaktu-wattu

d Pclrerja/hrnrh bcrdasartan alasE[ meudesak dapat mcngajukan permbonan

PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan ind,striar : pasal t 69

^va[Q)
e. Pekerja/bunrh yang sakit : Pasal 172

3. PHK oleh pihrL pcngpsahafuemberi ke{a

Merupakan PHK oleh pihak pengusaha yanC timhil karena keinginan dari pihak

pengusaha dengan alasq p€rsyaratan dan prosedrn t€rtentu. pHK dalam hal ini
s€ring t€rjadi, hik ksreoa pihak pekerja mlakukao kesalahan atarpun karms

kondisi perusahaaq misalnya pada kct€ntuan pasal 16l, 163, 154 ayat (3), 16g,



169 ayat (3), 6l a),at (4)

4. PHK oleh pengadilan

Merupakan PHK oleh putusan pengadilan yang te{adi karena 
"1".- 

lqlgntu .tan

bersifat mendesak serta penting, misalnya terjadinya peralihan kepemilikan, asset

maupun pailit sebagaimrna ketentuad Pasal 165 danjuga Pasal 68, 154 hurufb.

Peraturan Pernerintah Nomor 45 Tahun 2015 tcntang Penyelenggaraan Program laminan

Pensinrr Usia pensiun diterrukatr drlam Pasal 15 PP 45D015 sebagai berikut :

(l) Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh eram) tahuo

(2) Mulai I Januari 2019, Usia Pensiun sebagaimana dimeksud pada apt (l)
menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun

(3) Usi:a Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah I

(satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun b€rikutnya saryai mencapai Usia

Pensiun 65 (enam puluh lima) tabun.

(4) Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun tet4i yang b€Gaogkutao tetry

dipekerjakan, Peserta d4at rremilih untuk renerina Manfiat Pensiun pada saaf

mencapai Usia Pensiun atau pada saat berheuti beke4ia dengan keteertuan paling

lama I ((ig3) tahrm setelah Usia Peasiun

PP Nooor 36 tahm 1995, pemerimah m€netapke PT Jamsostck sebagai bad"n

penyelengeara Jaminan Sosial Teoaga Kerja Program lanrsostek memb€rikao

perlindungan dasar untuk rcmenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga k€rja dan

keluarganya dengan memberkan kepastian berlangsungnya arus peo€rimaan

penghasilan keluarga sebagai pengganti scbagian atau sehruh penghasilan lang hilang,

alolbat risfto sosial. Pada akhir tahun 20O4 Pernerintah mnerbitkan Undang-Undaog

Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasioral. UDdang-Undang iru

berhubungan dengan Amandemen UUD l9a5 tentang perubaban pasal 34 ayst 2, )ang
tini lsr[uayi; 'Negara mengembangken sistein jaminan sosial bagi sehrnrh rak],at dan

rnasydrakat yang lernah dan tidak m*mFu sesuai dengan martabat

kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada

pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi marpur
produktivitas kaja.

fiprah perusalaan yang menged€panksn kepentingan dan hak normatifTenaga

Kerja di hdonesia tcrus berlanjut. Sanryai saat iui, PT Jamsostek (Persero) remberikan

4 program, yrng mencakup Program Jaminan Kecelakean Kerja (JKK),



Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (ffD dan Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kda dan keluarganya.

Pemutusan hubungan kda @HK) adalah pengakhiran hubuagan kaja karena

suatu hal tertentu yang rrengakibatkan bemkhirnya hak dan kewajiban antara

pekerja/buruh dan pengusaha. Undang-undang yang mewajibkan rnajikan memberi

pensiun kepada bekas buruh-buruhnya kyang karena usia tinggi tidak mampu lagi

melahrkan pekerjaan, belumlah arla Jika majikan rremberi pensiun, hal itu biasanya

berdasarkm atas suatu perjanjian perturuhan antara organisasi buruh dan majikan atau

berdasartan atas suatu peraturafl --majikan (reglement) ataupun atas kebijaksanaan

majikan sendiri.

Dasar perhitungar pemkrian uang pesangon dalam Hubrrngan Industrial di

Indonesia yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan

Kerja @HK) karena memasuki nusa pensiuo diatur dalam Undang-Undang Nomor 13

Tahn 2003 , tentang ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (t) dan trsar kecilnya jumlah

''eng pesrangon dipengaruhi masa kerja serta besarnya upah yang diatur tlalam Pasal 1 56

dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 167 ayat (1)

'"engusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kda terhadap pekerja / buruh

karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan peke{a/buruh

pada program pensiun yang iurannya rtrtayar penuh oleh pengusah4 maka pekerja /
buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 afrat (2),

u'ng pengbargaan masa kerja s€suai keteatuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap bqtak
atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4|'

Cara perhitungan pemberian uang pesangon kepada pekerja /buruh yang

mengalami Pemutusan Hubungan Kerja @HK), dapat dikelompokkan kedalam bebrapa

penyebab yaitu :

3.2 PEMBAYARAN EAK PENSTT]N MENURUT KETENTUAN PASAL 167 AYAT

(TO UITDAIIG-UI\DAI\G NOMOR 13 TAIIT'N 2003, TENTAI\G

KETENAGAKERJAAIT.



3.2.1 Pertitungan Ueng Pesengon karcna pekerje / buruh penriun 
.

Dalam hal terjadi pemutusan hubuogan kerj4 pengusaha diwajibkan

uang pesangon dan atau uang pnghargaan masa kerja dan atau

penggantian hak yang seharusnya diterima sesuai ketentuan Pasal 156.

Pasal 156 ayat (l)

'Dalan hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha diwajibkan rcmbayar

uag pesangon dan atau ueng p€nghargarm ma.sa kerja dan atau penggantian hak

yang seharusaya diterima"

Pasal 156 ayat (2)

Pefiitungan uang pesangon sebagaimana rlimaksud pada ayat (l) paling settikit

sebagai berikut :

a Masa ke{a kurang dari I (satu) Ahun, I (satu) bulan upah;

b. Masa kerja I (satu) rh,n atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahuo, 2 (dua)

bulan upah;

c. Masa kerja 2 (dua) tahun atar lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga)

bulan upah;

d. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (tiea) tahuD, a (eryat)

bulan upah;

e. Masa kerja 4 (eryat) tahrm arau Iebih tet4i kurang dari 5 (tiga) tahun, 5 (lim.)

bulaa upah;

f Masa kerja 5 (lima) tahun atau kbih tetapi krrrang dari 6 (tiga) rqhun, 6 (-am)
bulan upah;

g. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi krnang dari 7 (tiga) tahuo, 7 (tujuh)

bulan upah;

h. Masa kerja 7 (tujuh) tahrn atau lebih tetapi kurang dari S (tiga) tahu!, 8

(delapau) bulan upah;

i Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebilr, 9 (sembiian) bulan upah-

Pasal 156 ayat (3)

Perhitungan -'ang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditetapkan sebagai berikut :



a. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih teupi kurang dari 6 (enam) tahrn, 2 (dua)

bulan upah;

b. I{asa kerja 6 (enam) tahrm atar bbih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3

(tiga) bulan upah;

c. Masa kerja 9 (sembilao) tehun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahuo,

4 (eryat) bulan upah;

d. Masa kerja 12 (dua belas) tahun dau lebih tetqi letraog fui 15 oirna b€las)

tatun, 5 0ima) bulan ugah;

e. Masa kerja l5 (lima belas) t"hun atau lebih tetapi kurang dari l8 (delapan belas)

talnq 6 (enam) bulan upah;

f Masa kerja 18 (delapan belrs) t8hn atsu lebih tet pi kurmg dari 21 (dua puluh

satu) tahIo, 7 (tujuh) hdar Wab
g. Masa kerja 2l (dau puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dtri 24 (dua putuh

aempat) tahrrn, 8 (delapan) bulan upah;

h. Masa kerja 24 (dua puhh enryA) tatrm atau lebilL l0 (sepuhh) bulan upah.

Pasal 156 ayat (4)

Uang peoggantiaa hek 5rang sehanrsaya diterima scbagaimrna dimaksud pada ayat

(l) meliputi :

a CWi t,hnnrn yang belum diambil dan trehrm gugur;

b. Biaya atau ongkos pulang umrk pkerjz I turuh dao keluarganya ke teqat
dirnana pekerja / hrruh dilerima bckcrja;

c. Pengga*ian perumahan serta pengobotan dan perawatan ditet4kan 15% (lima

belas per seratus) dari rpng pcsangon dao atau u-"g p€ngbargaan ma-"a kerja bagi

yang memeauhi syarat ;

d. HEI-hal yang ditetapkan dalan perjanjian kerj4 peraturan penrsahaan atau

perjanjian ke{a bersama

3.2.2 Pengusaha tidek mengihtsertekra pekerja / buruh drlam progrem pensiun

Perhitungan uang pesaqgon bila pengusaha tidak mengikutsertakan

pekerja / turuh yang meogalami pemutusan hubung&n kda karena usia pensiun

pada pmgram pensiun sesuai ket€rtuan yang berlaku pada Peraturan peanerintah



Nomor 45 tahun 2015 , tertang Itogram Jaminan Pensiurl maka pengusaha wajib

memberikan urng pesangon, u,rg pe,ngbargaan masa kda dan uang penggantian

hak kepada peke{a i buruh sesuai ket€ntuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003, tentang ketenagakerjaan yaitu :

l) Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 qat (2).

2) Uang penghargaan rusa kerja I (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3).

3) Uang penggantisn hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Uang pesangon yang dit€rima p€k€rja/brruh dib€rikan sekaligus pada saat jatuh

teryo usia lrnsiun dm dasar perhitungannya mengacu pada ketentuan yang

berlaku Pasal 156 ayat (5) yang berhrnyi :

' Dalam hal pengusaha yang tidak mengikutsertakan peke{a/bunrh yang

mengalami pemrtusan hubungan kerja karena usia pensiua pada program pensiun

maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja / hruh u"ng pesangon sebesar

2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 a,lat (2), uang peoghargaan masa kerja I (satu)

kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan u^,rg peaggantiaa hak sesuai ketentum Pasal

156 ayat (4)."

Berikut contoh kasus perhitungan uong pensiun, pada saat mernasuki pensiun data

Mr. Adun Malik adalah sebagai berikut:

. Upabnya : Gaji Pokok (GP) Rp. 3.500.000,- Tunjangan Tetap (If)
fu .500.{rc0; = Rp.4.m0.000,-.

o Sisa cuti yaag belum diambil = 5 hri GEji I hari = GP/25 = l40.m0),

o Masa kerja 7 tahun 2 bulan

o AArn Malik adalah pekerja / hruh PT. Dovechemyaag tinggal di Kota Gresik"

r Penrsahaan sclatu menb€ri kebijakan,'""g pisah sepemi yang dirtur dalam

Pasal 39 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama @KB) yaitu :

Bagi peke{a yang mengundurkan diri secara baik atss kemauan sendiri , alcan

diberikan uang pisah yang besarnya dircntukan sebagai berikut :

a Masa kda 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun . .... : I bulan Gp

b. Masa kda 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 ahun ..... : 1,5 bulan Gp

c. Masa keqia 9 tahun atau lebih tetapi kuraag dari 12 tahun ..... : 2 bulan Gp

d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun . .... : 2,5 bulan Gp

e. Masa kerja l5 tahun atau lebih tetapi kurang dari l8 ta-hun ..... :3 bulan Gp



f. Masa ke{a I 8 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2l tahun

g. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kuang dari 24 tahun

h. Masa kda 24 tahun atau lebih ..... = 5 bulan GP

: 3,5 bulan GP

= 4 bulan GP

Maka patitungan u"ng pesangon karena nremasuki nusa pensiun adalah sebagai

berikut :

(2 x Pesangon) + (l x Penghargaan masa kerja) + @enggantian hak)

= (2x 8 butan upah) + (3 tulm upah) + (sisa cuti + lsyo dmi 19 bulan upah +

ongkos pulang).

- (16 x 4.000.000) + 93 x 4.fiD.000 + (5x140.000)r(l5o/o dari76.000.O0o) + (0).

= (64.000.m0) + (12.m0.m0) + (700.(n0 + I1.400.000) = 88.100.m0

33. Dieprdt$ Usie Pensiun Begi Pekerje Swarta den Aperatur Sipil Negera di
Indonesie.

Pensiun dikenal sebagai fenorrna yang dialami oleh seseorang yang usianya

dienggap txlak produkti{, telah mengaMikan hidupnya bekerja pada suatu penrsahaan

atau instansi pemerintah dan saatnya untuk bertenti bekaja dan menikmati hari tua.

Bagi sebagian besar pekerja" memasuki usia pensiun bukanlah s€suatu hal

menyeungkao, ketika perusahaan tidak memberikan t2ng l,esangon, urng
penghargaao masa kerja drn uang perggantian hak sebagaimaoa diatur dalam pasal

156 ayat (2), pasal 156 ayat (3) dan pasal 156 a1,at (4). Pensiun sering dianggap suatu

kenyataan yang tilak menyenargkaq karena pekerja mengalami perubahan

peod4atan ekonomi, aktifitas sehari-hari dan lingkrmgan pergaulan yang benrbah" Ini
berarti bahwa pekerja yang me,asuki usia pensiun akan renderita secara psikologis

dan kesehatan yang menurun. [5] ; [6] di Finlandia usia pensiun minimal 63 tahun,

bagi pekerja 1rang trerpenghasilan menengah keUla memasuki usia pensiun,

msrasakan dampak pensiun terbadap kesehatannya yang menurun, bahkan banyak
pckerja pasca pensiun mengalami penyakit jantung [7] ; [g] Und""g_r:adang Nomor
13 uhun 2003 tentang ketenagakerjaan pensiun merupakan salah satu dari kegiatan
pemutusan hubungan kerja yang sering terjadi pada sebuah hubungan kerja dalam

dunia hubungan industrial. Menurut Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

keteragakerjaan Bab I pasall ayat (25) menyatakan:



?emutusan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal

tert€ntu yang mengakibatkan hak dan kewajiban antara pekerja/buruh

dan pengusaha"

Pemutusan hubungan kerja berada di Bab )ilI dari pasal 150 - pasal 172 yang

berlaku bagi badan usaha yang memiliki badan hukum atau tid& usaha milik
perorangan, persekutuan atau milik badan hukum. Baft milik swasta rnaupun milik

negara s€rta usaha-usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan

meryekerjakan orang lain deagan membayar upah dan imbalan &lam bentuk lain.

Terdapat 2 jenis Pemutusan Huhmgan Kerja yang dapat diklasifikasikan d^lqm {Jndang

Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yai{;u: pertama, pemutusan

hubungan kda secara sukarel4 pemrtusan hubutrgao kerja ini dikategorikan sebagai

jenis srkarela bilarrrana tdadinya Pemtusan Hubungan Kerja karena dikeherdaki oleh

pekerjanya dcngan cara pengunduran dfui Ke&p, adalah pemutusao Hubungan Kerja

dikarcrakao terjadinya kondisi '?AKSA" sesuai dengao klausula pernrtusan

Hubungan Kda yang ada dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentary

llgtenrgqkerjaan sehingga banrs terjadi pemutusan hubungan kerja. Hal in terjadi pada

tirxlrten indisipliner, efisiensi den PENSIUN. Untuk itu jenis pemutusan Hubungan

Kerja seperti ini disebut dengan jenis Pemutusan Huhrngan Kerja tidak sukarela.

Dalam Undaq Undaag Nomr 13 Tahun 2003 tenrang Ketenagakerjaan dapat

ditemutan perihal usia peraiun dalam ketentuan sehubungan dengaa pemutusan

hubungan kerja dimana p€ngaturannya sda pada pasal 150 saryai dengan 170

sedangkan kejelasan aturan rcogenai Pensiun ada pada pasal 154 yang berbunyi:

'Penetapan sebagaimana dimaksrrd dalam pasal l5l ayat 3 tidak diperlukan dalam hal

: pekerja/hruh oencapai usia p€nsiun sesuai dcngan ketetapan dalam perjanjian

kerja pcraturaa perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-

'ndangan; atau (hurufc), pekerja/buruh meninggal dunia @urufd),

sedangkan pasal I 5 I ayat (3) meqieraskan kedudukan terjadinya pemutusan Hubungan

Kerja pag tidak bisa dielakkan yang diatur pada ayat 2 pada pasal png sama, berikut

isi pasal l5l ayat (1), passl l5l ayat (2) dan pasal l5l ayat (3) yaitu:

'(l). pengusaha pekerja/bunr\ serkat pekerja/s€rkat buruh, dan pernerinta\ dengan

scgala qaya barus mengusahakan agar jangan terjadi pemrtusan hutungan kerja.



(2). dalam hal segala upaya telah dilakukan, t€tapi pcmrtusan hubungan kerja tidak

dapat dihindri ,"aka maksud pemutusan hubugan ke{a wajib dirundinekan oleh

peogusaha daa s€rikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila

pek€lrjalhrruh 1lang b€rsangkutar tidak menjadi anggota s€rikat pekerja/serikat

buruh.

(3) dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud @a ayat (2) benar-benr tidak

menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dryat rnemutuskan hubungan ke{a

dengan pekerja/hmh setelah meryeroleh penetapan dari iembaga penyelesaian

perselisihaa hubungan in&rstrial

Dari pasal 149 hunrf d F l5l aydt (3) Undang Undang Ketenagakerjaan telah

menjelasken s€cara tegas bahwa jika tedadi Pemutusao Hubungan Kerja, pequsaha

hanya dapat memwuskan hubungan kda dengan p*erlVUrnrn sEtelah meryeroleh

p€net4an dari lembaga lrnyelesaian perselisihan hrtungan hdustrial l,ely Siregar,

SII, MH. Koordinator Penldik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Iawa Timur mnyatakan:

'Akan tetapi penetapan tersehrt tilek diperluk 11, satah satunyq datam hzrl

pekda/hruh mencapai usia pensiua diatur dalam perjanjia kaja, p€raturan

perusahaao, pedanjian kerja bersamA atau psature pendang-undangan- Hal ini
menunjut*an Undang Undaog nomor 13 tahun 2003 telah memberikan perlindungan

hukum atas para pekerja y'ang tehh memasuki pensiun oamun demikian masih

menyisakan pemcasalahan png cukup signifikan kreoa tidak adanya ketegasaa yang

mengatur tenteg bafasan usia sehingga memerhlon srana hukum yang lain yang

harus mengatur agar tirlek rctjadi debateble bahk E kasus perselisihan pemutusan

Hubungau Kcrja yang saat ini masih banyak tcrj{di karena .telemaban , batasan usia

pensiun tcrsebut".

Dengan demikian dapat rcnjadi senjata kedua belah pihak baik pekerja terlebih lagi

para pengusaha dengan qlas"n mcnghindari kewajiban pcmbayaran koryensasi biaya

pensiun png harus dibayarksn kepada pekerja yang memasuki usia pensiuo- Dari sini

bisa disinrpulkan bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang memasuki usia pensiun

di perusabaan snrasta 6a[a6 [Jndang Undang tidak menentukan batas

usia pcnsiua; relainkan ditetapkan dalam perjaqiian kerja per'aturan perusataan,

perlmjian kcrfi bersaoa, atau peraturaa perundang-undangsr- Di Amerfta Serikat usia



pensiun pekerja ditentukan darijenis pekerjaannya di 38 negara sesuai posisi pekerjaan

di negara negara tss€but. Koryosisi peke{aan dalam kaitarnya dengan usia peasiun

memiliki 2 praqruat pitu: (l) karatccristik intrinsft dari s€tiry pekerjaaan terdiri dari

psisik dan peogetahuan; (2) distribtrsi pekerjaan bervariasi di 38 negara [9] .

Be6eda dengan pemberlakuan pekerja/karyawan yang bekeda pada negara

yang dikeral dengan sebutan Aparatus sipil Negar4 ml'sa puma tugas atau yang lebih

dikenal dengan sebutan persiun diatur dengaa sangat jelas dehm Undang Undang

Nomor 5 Tahm 2014 t€darg Aporatur Sipil Negar4 pasal 87 ayat (l) Undang r,'rt"ng

Aparatur Sipil Negara dianr:

" (l) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena:

a Meninggal dunia.

b. Atas permintaan ssndiri,

c. Mencapai baras usia pensiua

d. Peraryingan organisasi atau kebliakan pemerintah yang nrengakibatkan

pensiur dini, atau

e. Titak cak4 iasoani dan atau rohmi sehingga tnrek dapat rrnjalankan tugas

da kewajiban

Atuzn penshm Pegawai Negeri Sfuil lebih rinci diairr dalam p6sal 239

Pemturan Peffiintah Nomr: ll Tahm20l7 t€dang il{rnajcoen pegawai Negeri Sipil
yaitu:

l. PNS yang telah mencapai batas usia Pensiun diberhentikan dengau hormat

sehgaiPNS.

L W [lsie kcinl,jry-hrg,,. e-r$4 uf, a$ 0 tdtt:
r 58 (lErcpLf fu) ttu bqrni pdd.*@ FiU fu*A

dE rldg * fryirrd & p'a, b daM frr16rbrit
kaelryiicn;

b- 6lI (w fil},) btu Wi FioM p@fun nryt At FiaU flarrgrilolrar
t ZaL b,

c 65 (el-t pe larc) e 6ryr' PrVSry mcqgtu leiaUt $agfrild
&litw-

Jrnirt hdrn rllrJenirrnErri Tre
Aparatur SipilNegara ),.rybcrndibeterF bqt&*ilnnm--rxiu dao iamim

tili tn s6.'ii de'rgpr kcteilra ptrdrra u-*rrn pasiun dm



Fmitekiuaiaidi ansebagaipaMrymkciMqanpqhslanhuitra
@&ibak{hnsteeggip€fgkg@daspqahdim- kminmptrsirh.h imerm hai
teadiherikm el*l*tnprogaon itaiga s6ial 6io@t I t 0] . Sur*rapemEieyamFm]]&E

ptrim dac itminac ki tEa Aparatur Sipil Negara bdBI d&i pmimh selakn

p.r*ai herll dm inar Aparatur Sipil Negara yang basarykuan- AbthEah, gll lnanaler

IImm Reseources Devehpment PT Jacobis mertrdak*e-

'.Iminm pecim dihci}a LeIE I' AWdffi SbiI N€gE 5oog dib€rt€'tikam t{taa
raecingEal drmi*; qrofuc dni ete* perrirrtreE scr&i rprhBa tdaL berrrfr {5
(ryt 1xhE Eue) tekur itn Eana hcrie pEng ceffi m (dre prlu}} t*r;
perdnqpi€au org@isasi atau kebilakac pffiidatq pegawai dinyatakm ti{*k dq'6fi

b*6jir bgi d-tant labdm 44an karena keadam jasmani dan/atau robani tidak sehat".

Fedcrtcnti* D€rgrr Eorlnit.Atls Pcrnirtren Sdiri
Aparatur Sipil Negara y*ng ae€ai*an pernoie b€rt#i, dib- n

dryla k@ selng'i AParatuf Sipil Negara- Ilt':dre berte*i t€rEeb* dapd

d*rmda tffi peli€ hm I {s*u} trxrq 4&ih furatur Sipil Negara 1q
temeqhtm ms.h diperBrk utnk kepe*inge,riuaa Deny ketua perwakilan unit

kerja Federasi Serikat Pekerja Sehrruh Indonesia CV. Profil menyatakan:

'Fcniffi h6tdi teke*. dai pegawai d'pd .Bohh taa *s ydE : rrdug
edrl prrccspanftllr !sp66 r&krg* rre.lffientida*pik te!fu; nrlatukan

.&sttliE Aparatur Sipil Negara; sefug .tg!gaF&.'! rpya bodi:g
a.lftinishaff k@ Qiatrei hkwp* di.iblitr--

Dari pembahasan diatas maka sesuai dengan ketentuan mengenai batas usia persiun

metrgacu pada Pasal 90 jo. Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang Undang fuaratur Sipil

Negara dan Pasal239 Peraturan Pemerintah Nornor I I Tahrm 2017. terdapat dua kategori

yaittt i Wrterna adalah dimona usia sudah mencapai batas usia pensiun yaitu usia 58

sampai dengan usia 65 tahun sesuai dengan jabaraz Aparatur Sipil Negara itu sendii.

Kedua adalah pensiun dapat dilalsanakan pada Aparattt Sipil Negara yang belum

mencapai batas usia pensiua bagi pejabat admhistrasi, dengan syafat, sia sudah

mencapai 45 tahun dengan masa kerja 20 tahun, dapat rrengajukan permintaan berhenti

d€ngan hormat atas permintaan sendiri dan befiak memperoleh jaminan pensiun.

Psatrm Perrqintah Nom l1 Tahm 2017, m'lai betlaku * rqggat dirrxlaagtan,

y.aitu. ? Aprrl Xlf T- Artinya Peraturar Pmintah ini sorfuh bshku tup6 E€ rygn



eBt&isrrFtabi- Bata*m4eqE*lr atrlant.e*ii hingga sa&t ini befrtu ada atrna
tckrb t d'ttg pd€*eilim Aparatur Sipil Negera *.'garr hormat das p€rcittaetr

serdii
DAd disiq*.n bahwa dipcic ).rry sangd sipifikan pmerUtuan

p€ssiuo p*6ja yry ditasri ohh tlndag Urodag Nooor. 13 Tah 2003 t€atq
tcteqBg.k€f,&aq diraoa neterF telah ada pedindmgm sewa hrkum muk mnjalani
p.Nitr[ scsr.i [45 *sie yq perb didu L$ drh tetdu& hin b.ft fi rLlzn

Ftsnjiro Lerje, p€rrtuao pcrFnjln terF Bersaoa da"r de ketent'-n

hkum him:n tamase kctt'mn-&ebiasaa yang tcrjadi pada Me h*um/instiEsi/
pertshra seiahpderi terF s€rf,ngk.n Taatlr sipil Negra atau harri.di Ncgd
Sinl (PNS) rtxEl*i payung Hp5 y'eg jehs de t?:- b*L terH pqeturm rrasa

FnE tirgrs r& 1mg haim dhcbur dqm ecil'ilrE, bobte diatEpuh n.rlg p6sie
diai" dengatr usia 45 tahun dengan pengaMian 20 tahun dapat rengajukan pensiun-

P€ftedaan 5ignifikan juga terjadi pada koryensasi pensiuo- Dci h.sil enalisa diatx
ELr &gd di trik hsiAnh ter&Fd DISPARI?AS )ag s.E* qrncoloh pada

te&rya emqf hl ii ^iLr & berffi bdfamm kodisi s€S6ti fui tehh rerFfi
.r*qr h k d.pd rrglg.Htdk=r p.egm yrag bcrte& seeaa sta{rrs social
s*irggr rcrrrrr&rlr die6fss rri} secre [Ek@ ]o.r!It rxa$ pmim ry
sciil elr'. petErts sy.s*. de Apantur Sipil Negara sertr merjrdi kewejiban

Negen untuk bcrperrn secarr dgntfikrn 8g.r memldm.lkan DISpARITAS,

dengu c.r. mernrksimdkrn kewenrngen Dines tenege Kerje utrtuk

''E 
r'iil.ht r selkt ltqEsahan r''l"trt'n FFqiiaE k€rll perdru,a perusahaa

th aen Perlqiim Keri Bersamffiye- ProEes in & h& efekffiakrryqr rr*adsmc

Dirs T<rul Kerje rgt.yusm dao rsrruHrn nclqiio Xcr| dre *rr mla}p}an
wi6ki ?.rr.lrfirao Ferdra perm&q Perlrojiu ferje Basma yang a&an

.r+.&i ohft @*' pcnps.b kepe hk Pcftats dim. sehh s*r Hrosoh rtitrbrn
FE*te Kerlg Fer*rrm pcwnaar, Ftriqr.in Kerir Bersam Jlang dibah*m
tcdrycf kera!fu.tru'& yeg rrEqBftr tcdq pcrsirm daa bds Eia pmi,rn fu
dijedr'krn sa$*tai Pct16itf TeLEis Dm P6&&sam- Dengm de,n&i.n ryemrsi ;1rEe
tertir'rg p€osiun dao b6tEs usi* pensim tisa dieg*h serta s€caa 6E tis akan

mminimalisb pchegil-an &la pee.scBslban hobn4an EerF dan tujmn nega-a uduk
miprah ffigan idnslrial y4 kmrb *rlatia bisa diwu!&an

hhira iri sGtsbE dEpga p@tlira ymg dilaH& ot-t* Mounir Rached

hasbc{ ml2 di liboon tedry imioaa sc*rl e pccim- Di Libanoa rxia pensirm



dixrpuiq s*r+a;usir 65 t.rxEtr durusnr p66imterg.dq i.:oiip*o'i,'[ Asm$i
iri diLrcr&ffi m6EiF &zl orlesdiieta@ tidat serx-a365

ffi feailim rar pengctehm pry tieei Schiryga.qrl* i:Bb pdrcrjaan

!,qg ridr! ln€lnlr*rrhk o teahlim yag ting'gi rrchintsrn dibrg5n}&a ftetuatm toga
rrsniliti ,'sir ptrim yng hbi& pad* alihanrtingtln aengan peEeqltan yag

rrrn*Trnr&rlr tE*hlirrl l ti"gEi Di Libma teiiaagil p*6Fl yug mmsrki wia
poim ffierfa brym p€s*m dao kcseir*xt rulrrn tal iri hcatim Lqan
tcrtroggq ievab rtas stema pasim da rrer*cri kcsebo ba sgq irw& d.s
konpwtr GEaDs. kcsebto-[ I I J

Fenclitian iri juga sejrl'n Aengm pengliim yary dihkutan flt h D.U. Yang Wang

Meiyaq 2010 di Cin' .168nl Etlehb'ii }gbiFle !'in yrcim
Llmrs}r 6t* pcitrir ]'ag berad. di &.fih ptr&ota. Mqar! tebifir&an

rrFil'FtrmF€ usie pelxtin dilasai oleh t1q:nfuya iffi p*g1} hjrrt Nlt
bq&tB tin8t* pcrgamgeu,& schaEg' ush D6irm ini dibhgkan

d.rBmcaerrnts&€rjrernpt*erFyaghojUEsiirdr*b.keqFpa& s*tr*ommi
hfrrmt[2]

Luenn rejib
Luaran wajib penelitian PTLJPT Tahrm ketiga yaitu bukti dokumen uji coba rrodel

bukti.h*ti dokumeo berupa perundingan bipartite, peacatatan permohooan penyelesaian
bipartite di Disnaker Kota Surabaya, p€ocdaran perselisihan di Disnaker Trans Jatim, bisnaker
Ko-ta Fylay1 fgrnanjanSan PKB, Pembuatan Perjanjian S€rsas4 PHK dan peran penting
Advokasi Serikat Pekerja dalam memperoleh hak pcnsiun.

Bukti-bukti dokuoen diupload diluaran wajib eetehh taaggal ll olrtober 2020, dilampirkan
pula surat pcnryataan dari pagurus rmit ke{a Serikat Perkerja dirnena ujl sefu dilakukan-

1. Surat pemyataan Uji Coba Model Perpanjaogan PKB di SPAI SFPMI CV profil gg
mcnyatakaa bahwa model Determinan Advokasi pelaksanaan UU No.2l Tahun 2000
lmtuk meocipt kan Hubungan Infustrial yang llarmnis dalam rangka meningkatkan
kinerja Serikat Pekerja di Jawa Timur dapat DITERIMA dan dapat rtilihat pada gambar
dibawah ini :

D. STATUS LUARAN Tutiskan J€ols, id€atitas dm s6tus keterrcapaian s€tiap hura rrajib dar luaran
tmbahan 6ika 8na) )'anS dijarjilcan. Jenis luaran dapat benes publik'<L po'olcha kekayaan intclcktlal,
hasil peogujiaa Stau luaan laimya y8ng telah dijarjikan pada propcal Uraian status luaratr harus didukung
denean hllri kemajuu kcrercapaia luann s€glar dengan luara Fng dijajikar Ixngkapi tslan Jeors
luaran yaDg dij'qjftan s€rta m€agunggah bukti dokumen k€rcrcapaim luaran wajib dan luaran tambah@
melalui SiE itaboas.
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. PIMPINAN IJNIT KERJA

SERIKAT PEKERJA ANEIG, IN:DUSTRI
FEDERASI SERIKA'T PEKERJA I\IETAL II\IDONESIA

CV. PROFIL 88
(PUK SPAI FSPNII CV. PROFIL 88)

Xctlr : Dcny AguEg Susilo
SeLretrrii : Moch. Rizrl Rrmbe

Surabay4 2 Oktober 2020
SI,IRAT PERNYATAAN

EASIL UJI COBA MODEL DETERMINAN ADVOKASI PELAKSANAAI\I T]I\D.$IG-TJNDAIIG
NOMER 2I TAEUFT 2OOO T'NTUK MENCIPTAKAIT HUBT'NGA}I INDUSTRIAL YAIT(G
EARMONIS DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA SERIKAT PEKERJA DI JAWA
TIMT]RPADA PIMPINAN UNTT KERJA SPAIFSPMI CV. PROFIL 88 KOTA SURABAYA

.-Cada hari ini, Senin i3 April2020 bertempat dijalan Kedindiag Tengah Jaya tr Nomor 39-43 Surabaya telah
rlaksqnakan hasil Uji Coba Model Deterrninan Advokasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2000 Untrk Menciptakan Hubungan Indushial Yaug Harmonis, sebagei fuaran dari Penelitian Terapan
Unggulan Perguruan Tinggi yang b€rjudul " Advokasi

Pelaksanaan Undang-Undaag Nomor 21 Tahun 20@ Untuk Menciptakrn Hubungan Industrial Yang
Harmonis |alam Rangka Meningkatkan Kinerja Serikat Pekaja Di Jawa Timur kepada SPAI FSPMI CV.
PROffi 88 Kota Surabaya dorgan rangkaian kegiatan Advokasi yaitu :

1. Advokasi Pembuatan P{anjian Kerja Bersama @KB) periode tahun 2020 - tah',an 2022.

2. Perselisihan Hubrmgan Kerja tEntang P€rnuEsan Hubungan Ke{a @HK)

3. Hak-hak Normatif Pemutrsan Hubungan Kerja @HK).

Dengan hasil Advokasi sebagai berikut :

1. Bahwa para pihak Pertama dengsn Pihak Kedua sepakat merrgadaken penrndingan mengenai
pembuatan Pdanjian Kerja Bersma @KB) Periode tahrm 2019 s/d tahrm 2021.

2. Bahwa dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama @KB) Periode tahuo 2020 s/d tahun 2022, pa16
pihak sepakat membahas perundingan di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.

3. Bahwa berjalan-Nya waktu para Pekerja atau Karyawan Profll 88 dirrmahken atru diliburkan
dengan memberi tpah sdesar 50yo dari Upah tanpa ada pemberitahuan kepada Serikat Pekerja rlan
atau para peket'a-

4. Perusahaan ditutup tertaoggal 27 April 202O taapa ada pemberitahuan kepada Serikat Pek€rja dan
atau para pekerj4 sehingga PekerJa tidak dapet masuk bekerja dan Upah Pekerja tidak
dibayarkan.

5. Bahwa Peinutusan Hubungan Ke{a yang dilakukan oleh Pimpinau Perusahaan di kar.eirqkan alasari
Produksi menunm dikarenakan adanya pandemi virus yang melanda lndonesia.

1
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PIMPINAN UNIT KERJA

SERIKAT PEKERJA ANEKA INDUSTRI
FEDERASI SERIKAT PEKERIA METAL INDONESIA

CV. PROFIL 88
(PUK SPAI FSPMI CV. PROFIL 88)

K.tr. : Deny Agurg Srrilo
S.lcrtrdr : Iuoch. niud R.lmbc

6. Bahwa PHK yang dilakukan oleh Pinpinan perusehe^n cv.pRoLIL 88 kepada karyawan
CV.PROFIL 88 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan bcrdasarkan :

Undeng-undang nomor 13 Tehun 2fi)3 Tenteng Ketenagakerjarn

PASAL I55
(l) Pemutusan hubuagan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 I ayat (3) batal

demi hukum.

(2) Selama putrsan lembaga penyelesaian perselisihan industrial belum ditetapkan, baik
pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksqaak"n segala kewajibannya.

7. Bahwa Hak-hak karyawan CV. PROFIL 88 yang diberilon kepada oleh Pimpinan Perusahaan CV.
PROFIL 33 dengan mernbuat Perjaojian Bersama pada hari Jum'at tanggal 22 B',ten Met 2O2O
berteryat dijalan Kedinding Tengah Jaya tr Nomor 39-43 Surabaya dan disepakati kedua trelah pihak
pembuat perjmjian. (Perjanjian Bersama lerlampir)

8. Bahwa dikarcnakan pcrmasalahan tersebut diatas, maka Perjanjian Kerja Bersama @KB) menjadi
crtunda dan tidak dapat di lanjutkan lagi.

9. Maka dalam advokasi Permasalatran ketenagak€rjaan kepada pekerja/karyawan/Serikat Pekerja SPAI
FSPMI di gV. PROFIL 88 menjadi perselisihan Pemutrsan Hubuugan Kerja @HK) dikaremakan
Perusahaan CV. PROFIL 88 tuhrp berdasartan :

PASAL 163
(1) Pengusaba dapat melatukan pemutusan hubungan keg'a tertadap pekeq'a/bun h dslam hrl t€.jadi

pen$ahan
status, p€nggabunga!, peleburan, atau penrbahan kepemilikan perusahaan datr p€k€rja/buruh tidak
bersedia melanjutkan hubungan ke{a, ruka pekerja/buruh ffiak atas rrrng Fpsangon seb€sar I
(satu) kali sesuai ket€ntuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja I (satu) kali ketentuan
Pasal I 56 ayat (3) dan "ang peirggantian hak sesuai ketentuan dalam pasal 

1 56 ayat (4).

(2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan
status,
penggabungan, atau peleburan penrsahaao, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerjarburuh
di penrsahaaunya" maka pekerja/bunrh berhak atas ,eng pesangon sebesar 2 (dua) kali ketenupn
Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja I (sarr) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3),
dan u,ng pcnggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

2
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Email
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PIMPINAN UNIT KERJA

SERIKA'T PEKERJA ANEKA II\DUSTRI
FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA

CV. PROFIL 88
(PUKSPAIFSPMT CV. PROFIL 88)

CV. PROFIL 88

Ketua Sekretaris

Keto. : Dcny Aglrg Susilo
Sclcct rir : Moch. B&iI R.Ebe

10. Bahwa Permasalahan tersebut di atas, t€lah dirundingkan secara bipartit, antara Pexusrha,n CV.
PROil 88 dengan Pimpinar Unit Ke{a PUK SPAI FSPM CV. PROFIL 88 namun tidak rde
keseprkrtrn, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahrm 2004 tentang PPHI Pasal 4
ayat (1), PUK SPAI FSPMI CV. PROFIL 88 mengaj.'ken Perselisihan Hak PHK Ketenagake{aan
pada qnggal 15 Mei 2020 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Jl. Arif Rahman Hakim
131-133 t antai 3 & 4, u.p. Yth. Kabid. Syarat Kerja dan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan.

- Da.i semoa hasil Advokasi yang dilakukan kepada Pimpinan Unit Kerja SPAI FSPMI CV. PROFIL 88 tidak

-lepas dari peran penting determinan advokasi pelaksanaan undang-undang nomor 21 tahrm 2000 unftk
.,renciptakan hubungan industial yang harmonis yaitu :

PENDIDIKAN, KOMI,JNIKASI, KETERBUKAAN, DAN SARANA PRASARANA.

Denga demikian Model DETERMINAN ADVOKASI PELAKSANAAN LJNDANG-UNDANG NOMER

2I TAHUN 2OOO TJNTUK MENCIPTAKAN HI.IBIJNGAN INDUSTRIAL YANG HARMOMS DALAM
RANGKA MENINGKATXAN KINERIA SERIKAT PEKERIA DI JAWA TIMUR dapat diterima dan
diberlah*an di Pimpinao Unit Keda SPAI FSPMI CV. PROFIL 88.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan s6enarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat oleh.

PIMPINA}T UNIT KERJA
SERIKAT PEKERJA AI\EKA INDUSTRI

FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INIX)D{ESIA

I
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l^9i
Sebetoriqt : Jl- Kedinding Tengah gg 4c. No. 2
Enoil :p bpoifspmiaproflSSpnail.can

No. SKPC



) Surat Pernyataan Uji Coba Model Penyelesaian Persetisihan Hubungan Industrial, pHK
di P{JK SPAI FSPMI Percctakan Enam Jaya menyatakan bahwa Model Determinan
Advokasi Pelaksanam Undang-Undang No. 2l Tahun 2000 uaok mencipi^kan
Hubungan Industial yang Harmonis Datem Rangka Meningkatkan Kinerja Serikat
Pekerja di Jawa Timur dapat DITERIMA dan dapat dilihat di gambar berikui :

A*,
roll]e]r-t tttr: rrs*rL

!iCI!EI[ I':EAEI:T.LTIiII EIb;TU
FEIIEXaL Sf,Ir*ti A,IEIJL 

'trlf;If, 
tNt.'fiA|lt.l

PfIlcE'r.tfi-ttr L\-,11r J-\l-l
I'ca 7lt nsrltt ;Btt

nla+r lrad-*Ia.,&r* r<ir. Isilrr :

F7t9

ffi rtGr*:*eiJ5b-t,

tudrld- ll?fl&rlE XlS,

Sf!B,r.I EEEiY*I-Lt]g
8r*. EE €rf,.,e x6El, aiilf,Ete€L\ *Iras sr EEr-rL*\r,rJr tr.4Drsi&xlrlic:rEt!-:. ,f frml tI rirrll( xt€tEltFt-il.&r Em:ertF t rEtftlttrt- yx.il;
ll*:taEq tlitlllt l.IIiEta*. m{:€e*Il.gflS Et!i}:IEI-:t SIt{(nT etGtCtICI* tt{l t+ll:n
IIEEES.r.IDER.L]tEIIIEE&I:I S.InFSC!{TEGEE!:tEr}]Elq![tIrP;E

* bri ? Kaar-tr{trOqrr..** *r* {i RtrseIr ft,.t|*e tunf4jn Ig, hta.mlEfhs UE!a-J.lF,thdt-*.rd,-bra qi €d.Hr.!tU.bnro n*qtai n**!Er&rfr{h&rGlttxlt h:aiiitffi }&rirleifii.ranaffi yr*Emrc"*g!r
trrr&-e.I&rta-t,-*LrE !'!o fryircfqtd- A*d.ri
Bda{*E- ffEaq*}lar )toG }11 I{& !f Ld'}lbiir& fhq[t Er}rE&I yeE
ryEG lt*ar t* tt-J.E6dc,r tri-i s,?ir+ f&.ir fE lir:. ,iiqr Le.r. Sl|_.rI FSp}n
hdaoFlEre{r&t'.E*dql"ra.',r&drd'piin _

a- n-r&riES&IrIEfr;eE i{IibErEiB{.er*qK&Il.rfuarrdrrr$t* -,tur&'I.
!- l&dc* laE-.!F lti*dreDr lllljniire t6ia E r:r@ €taB, Fti,& drr .:ipl _ &IrEr:83

t- &kt frr:r $* Fltr-E *rEr& hld 8+L.. qEd., rrqg,rLlirn paaiIupu u*r4nr*i
[Erlrffi E!.itiirE E4iE.r!ts@Sttg trrid{c rrlrtl*rrr(dEd.E L

:.. Adh.c fueldrle kiriiD elrn h!@€rBtr t\dietu *tdlrft.r-tt9i, rt 6trlti&gl*lfrdrt&Erd{t k(iritufJ'in E6rut g(Bf kid.r{rE:trtifrttltrE
JO&

f- lld* d+.tEdl-!l n t,It.rr,,rahsirAr{Flirr s-ii r!--E@}fi.rnaE r&d.
,E5 sra 0fu ltl! t* Fi& larri:!{9 3{ nJ6r ZEf- E& E -. rrit& *r"&{ ,radiHn!.r't-i&rlnd}tdgt .FclEttrrtgqir E s@4XEl Sqr&ruFsrir* tdrrr:Eig $\ilfu.set &eIIt ar'lir{ar elfh Ea. HrdI."

{.. Y*:tf4pLrElfirtp@EF.riE4hrE.rF &lr@efBFrirr!*r-ratreltleji.a,rlcor
&Eg{,l.d!l}}r0ir(te'ftiiE-iSf}lIf5lrtdReei&e6&ytrtacre.rSfim
h@ trtrl dreldEr ulii lEirata Ft&rlELardfq* f eu $rih r{r.tr haraE d6 ipt ua&ig!-

lh, -i.EiErEdt-r5rd-E r.D;;;;;Er - :-_- ,rirPrrstr..LanrrE-ra,i



,G r5Pt9
tftIlftl:tr rI rxr ull

if,f, tcr.r Fl'ltr6rur,.Ir,Ell lrrlttlrl
f,.litlr]flffl. sSIllttII l,trltljruA IIDIIAT. Lyxrmt irJ.

t' [!t ('u'rltir-\ Ei\t]I J-l].{
ttt]I. sllu rxPltl Pf,rt

F!*8Uq&Y!E{[[.IiER .r
sgx(tf rEKf, El{. -*-qEEL t'!lB.}ftxl

r.EDE**SSI (JLf BEEEkf,t.\AI"I!-SGD(DlmfIrr

lftra

rl.-tc| !Gr.{arryEir-!EL.?.--'rtr+t--4 ffi I.r- :Iiijt
i.ttt di :a.t$a5ac

@rm* &mlr*a &I!n lLdiriar Pr{]ir B!,su CFE&! pri* rtu 3OI En{iti
ddl$rtu:fiB.

kj ry tr*C.*A&li !E* .E*rG{ Ls!].* }iiqi&!! t}d Kdjr Sf*t ISCiO t\r€ddqar ridr tr4i{
ri*, tdrF ftiDnm FriEdr(aDtum eiBd*irtitr nfittr?.uG,*\lnflEr zt hLn llIn
ud* !r,qi**& L&ItE irtu*ril yr[g karcft }diu.;
PBIXIX*N.B(IILNEiSI. EEIEIIeJES*tri_&i,!{s*&i.l€t EE*s*trilri'
Dmrl-*;mETHIEII*IAtIN.{rWEiStlflt -r&S*I\tr*Nt!{Lr_rGUti[}*IENOt@*
fr ItgLEt gu€ttTt,rrErEtprlE-rN EUES{-,*!{ II\]IE ST*tLtL1'*-\rc t{IE!ftlim D*[*M
R,l}!Gr,rFIE{EA.l!Jl.l)1 EIEESIJiSEnAi}:PEXE&II.IXIIS.,LrufliRderr &rie&,
&rdrdsadr ri4lim LriErEj **I FEFif, SGEEr,IE*!{ ElI*}{ .L{yt
f,}ddEirhriErsrrl iri&r*r** :rlrrrrug alifiiFrnrhc g*egitrenlltsrirF..

Dlrainl€+!

ttr-a



Model

IELIL-

h-r

ss{r,:l

belr4t ri-.E
ItrIF

EE

.Hr-t

iE;i I

;E.I!t:r!I[ '

.sa{$

t
'-b"

+

Bg++t
}

EFs{t
EEIEE

&
EI*

I
EI

Luaren Tambahan

-der.-r
- i;-i
I r-. i

^--E-Itci--r-'u,?.L-rtrt-r:l*L.3i-rGi.Ert ..dl
r=---br*ri*-Eqrrrkhia.hL

Tahun
Luaran

Ienis Ielaran StatE Target
Capaian(accepte4
publishedterdafta

r atau grante4
atau status
lainnya)

Keterangan ( url dan namajurnal, penerbit, url paten,
keterangan sejenis lainnya)

2020 f,sagring to
Globalizatio
n Admirably

through
Management

by
Objeotives

Published https ://www.psychosocial. com/article/PR280l 65 / I 66
05t

2020 The Effect of
Labour
Union

Advocacy as
a

https://www.ij icc-neVimages/vol_13/lss_l l/13 I 134
Tampubolon_2020_E_R.pdf

Published



Determinant
in

Creating
Harmonious

Industrial

Relations:
An

Indonesian
Csse Surdy

2020 RETIREME
NTAGE

DISPARITY
FOR

PRTVATE
WORKER

AND
STATE
CWIL

APARATU
RES IN

INDONESI
A

I,oA

Kontribusi mirra : PUK SPAI FSPMI perceakan Enam Jaya dan DISNAKER TRANS
JAIIM berupa in-kind yaitu memberikan fasilitas ruang pertemuan unark kegiatan FGD,
pelatihan.

_ Kesulitan yang dialami yaitu dalam pengumpulan data dao FGD sering terkendala oleh
kesepaham& informafl dalam menyikapi socidl dlstdncing pada masa p""a.-i covid-l9
sehingga tim peneliti melakukan pengumpulan data melalui q7'6s,,atrsara tengsung dikarenakan
informan menghend"ki wawancara dilalokm secara langsung. Oengan mengikuti protokol
kesehatan" wawancara dan FGD dilakukan memerlukan *"ttu, teouga dan biaya
yang besar.

E. PERAN MITRA: fnlisken realisasi kerjasao3 da! konribusi Mika baik in-kind IlauPun in-cash (uook
Penelitiao Terap"o, Penelitiao Pengembangan, PTUPT PPI.'PT serta KRUPT) Bukti pcadukung realisasi
kerjasaoa dan realisasi kontribusi mitra dilaportan sesuat deogan kondisi yans seharnya. Bukti dohmen
realisasi kerjasama dengan Mitra diuoggah mclalui Sir irabmas.

F KENDALA PELAI(SANAAN PEIIELITIAN Tuliskan kesulit8n atau hambatan yarS dihadapi selama
melakukan pcnelitian dan mcncapar luaran yaog dijanjikan, terEusuk pcnjelasan jika pclaksanaan psnelitian
d8n Iuaran penc Iitian tidak scsual dengan yang dircncanakan atau dijanjikan.



G. REI{CANA TAtrAPAN SELANJUTNYA: Tuli*an dan uraikan rencana pnelitian di tahun bcrikumya
bcrdrsstsn indikator luaran ysng t€lah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan
66!rhat (ilo ada) di tahun berikutnya *r1z roadmap perelitie kesclunrha. Pada bagiar ini
dipqtolettan untut mclc[gtspi pcnjelasan dari setiap bnapan dalaa metoda yarg a]rn direacanakan
ttrnasut jadwal beri<aitm deogn sffiegi urtut menc4ai luaran seperti yang felah dijaajikan rlelnm
proposal- Jika dipcrfuka, pelnjcl8sar dapat juga dilcugkapi dentan gambar, tabel, diagram, serta pustaka
yang relev8lt. Jika laporan kemajuan menpakan lapo-an pelaksanaan tahun teralit, pada bagian ini dapat
dinrliskan rencaDa pfiyelesaian tfiget yaog bclum t&capai.

Sesuai roadmap penelitian rencana kegiatan pada tahun berilotnya adalah melakukan
p€nelitian peng€mbatrgan: imflementasi omnibus law undang- undang ciptakeda tertadap
p€rlindurgatr hukum bagi pekerj a/buruh.
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_ _ Omqibus law rmdang- undang ciptakerja saat ini mendqatkan respon penolakan yang
luar biasa dari serikat pekerja, mahasiswa karena dianggap merugikan-peke{a, disatu sisi

menginginken agar iklim investasi di indonesia meningkat serta membuka
Iapangan kerja seluas-luasnya. Dalam omnibus law undang- undang ciptake{a outsourching
delem dilakukan pada semua bi&ng pekerja& dengan demikian akan membuka lapangan kerja
9an. 

menekao tingkat pengangguran sehingga menarik untuk dilakukan penetitian- tentang
implementasi omnibus law undang- undang ciptake{a tertadap perlindungan hukwr bagr
pekerja/bumh.

TEEI FI

r-5q*)
t'

I

l
0E1E"t rfl

?o19 icl9



tll

t2)

t3l

t4I

t5l

t6l

t7)

t8I

tel

ll0l

tl ll

2017 Mashudi,'ANALISIS YTJRIDIS PASAL 167 AYAT ( I ) MENGENAI USIA

DAN HAK PENSILJN KETENAGAKERIAAN Oleh Mashudi," vol. VI, no. t, pp. 20-
31,20t'1.

trC I. Arrow and G. Debrcu, 'No Title," vol. 22, no. 3, pp. 265-290, 2007 .

F. Ir{odigliani and R Brumberg, "Life-cycle hlpothesis."

R Gerrad S. Haberman, and E. Vigna "Optimal inveshent choices post-r€tirement in

a defined contribution pension scheme ," Insur. Math. Econ., vol. 35, rro. 2 SPEC. ISS.,

pp. 321-342, 2OM, doi: 10.1016/j.insmatheco.2W4.06.002.

I(. trL Charles, "Is RAircment Deprcssing?: Iabor Force Inactivity and psychological

Well-Being in Iater Life," .Res. Labor Econ., vol. 23, g. 269--299,20O4, doi:

10. 1016/s0147-9121(04)23008-4.

C. F. kong A V. Kalaichelvi, S. K. Cheong, N. H. Hamidah, J. Rahmaq aod K.
Sivagengei *Coryarison of m5dopcroxidase detcction by flow cytometry using two

different clones ofmonoclonal antibodies.," Malays. f. Pathol., vol.26, no. 2, pp. l l l-
tt6,200/.

T. Kuusi, P. Mrtikainen, aod T. Valkonen, -The inffuence of old-age retirement on

health: Causal evidencc ftom the Fimish register dat\" J. Econ. Ageing, vol. lZ, no.

Aprl, p. 1O0257, 2O20, doi: l0.l0l6/jjeoa2020.t0/0257.

M. Virtanen et al., *long wortiag horrs and sleep disturbances: The whitehall II
prospective cohort study," Sleq, vol^ 32, to. 6, pp. 737-745, 2009, doi:

10.1093 I sleep I 32.6.7 37 .

H.7iabt" -The Role of Occrpations Swiss National Bak Worting papers.',

J.-F. Boulier, E. Tnrssant, and D. Florens, 'A Dfrnamic Model For pension Frmds

Management " Proc. sth AFIR Int. Colloq.,pp.361-384, 1995.

M. Rache4 "Social Sccurity and Peosions in kbanon : A Non€ontributory proposal,"

kban. Econ. Assoc., 2O12.

I. L. Office, Digitalcommons @ ILR Denographic Aging ond Employnent in China

Demographic Aging aad Employnant in China.20l0.

E. DATTAR PUSTAKA: Penyustrnan Daftar Pustaka berdasarkan sis&m tromor sesual dengan unitao
pengutipan- Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemaj uan yang dicannrmkan dalam Daftar Pustaka.

lr2)



I
I

.. :'.:ranatti.i*i.fu i-qr xe*ia EI ,- ;;,.:-.i:1'k*1le*lrtlrxni**tfiH.{.IilD(attl1| :'. 
"'::.:3u!Git*s! snrsrf.iggifi xtrir rxucn$ti: (Y.FBOf.lt *.".' :.,r+rn,*f$*Si€*r{y;fF*H,*B,'.':r

KT}T,T ST'RART\'{

g<Et
.l 

-t

Xaq. :G..t r{tc*a.
fa(tri rllt ktr*

Ninia
trqrirr.t
Frrihal

t(cftrdt Tth :

Pimpinnn ffaU$rro (a. ft.(!fn lr8
Jl- IicrtirJag Tcrg.L !r1r 2 no.3}rj
li :\ufihe\R

D*Sntumrt.,.:'.,!..:::.:€..
, .:.:.: : Ik{ri{rlrttar;ui prnrlr6ri6lal4n rorntr : O0l,{1iti,lV,,'l0 j0 ;*-rrhal dattr pd*tj. diftUlffn f f i*Xry.rySli 15 ,ilxd l{lA), drn pcmbcnlrhlln norxx . tx}i lttitil\'.'l$:0 fnrihel &ng- +.fcri dit*,!d;

, Afifil 3O1O sarqur lI Arnl l(l:U, dan p;rmase [h:n kar-rugllcrjran l*inn1,+ ardu A.r,i- f* ta,*
xl*Lu Ptrr+in lr tJnrr lrcrir SPAI {:SltMl i'r'. lttr.;ttt- rtti ureirpaluinu lo,.j*** pc.rg"fiu; ro,A
BiuUt \qrrda lrrnqrrnan I'rrrrs.rh,rrrn unlul nrddluldn mrrsrarrlrah p;trIi :

.:,-t{a{i/TanBsrl : Srblu ls Aprrl 2010 .

hdrul : l.t.tx) $ t
Ts,,n"r :l)i t'enr-rahun ('\' PH()Fll tit

..,' -, . Jl. li.c<Im.Lag -l'r.rrgrrh 
Jrira 3 no. ,19-.t,1 Surahat !

l 001.i+I(lX-Sf Al "{61!iq..v.}Roh
:- . t.

r Fcrarehxun F<rurdingan Sipenir

I

l.Pc*'crjryrngrlilrhurkun,drrHnghlutdcrr5annanra+am3((.rl&nu'ir,
l, lsu bahrra iunlrng"n Hin Rrr.a 1l HR) ir..rn rli bcrikln :t)1.; kcpule p*et1$ -

Agrr rrrjalin huhungur inrlustrral \ ant harm\)nrs, rJin.unrs rJan trrrkcadrhn rlengrn Pinqman ftng1!r* Cfl,
PROflL &s. nuka dr:r-tan rnr kanu ..-lalu llngnn.rn Unir (crju SPAI l:SP[ll CV. PROftL 8$ arcnrohca r5ilr
!1s+ arcrtttruhi {rtwnmtronart Pcrunring.m trnl.hut. hilanr:ura *da f.crubr$an }rarir&q$rt trr(ttff flgfrt{iknfinrll k.rn rirrrtan ltinnr surat tlrlaslrr. . . ,

Deifdig.sqnt ilc{s}.tlu.luan ini lsr+i riruguitrn, etas pcrharina&o tcrje sarnalt }rai trc{l&rr. ttriad ti&:
Ha6irkni

g

Uttf qts ibtldcsnik*r ir(rnasrl eh _rrs itrr

n
I

t

E

li
l,

ILAr IBT

II

I

i tlfFl
t
t

raoe

I t

I

I

E+-

,{

{ @
?i : 1{.+e, j lri r ri r.-Yl r,'t '

Jria lE:Drta {trrr:Eltfi{9Dtt f,,,
.. -.k {€eiq* lirys, ry Ir- AF- .'



RISAI-AE TERL]1\''DIHGAH }I}ARTIT
A.Ea:
ryf.cvaS.-ftE1_ff -Atat:dirh ih }*drd{ lcrL. *1L tr-ilr-3:-t
ffi^r*S.or$.-sr,ir,r {d
Ylag b!rr".dg-.r",ge &lasdr iaj :

PfhlFrrtert
L:?

Nrua traag ia==a!

1-
0gqFl

r_ {- '......,

{_-
? Jtf,Fsjp4 z{ ]

J.

llh[&dra

I.

:CrE

.)

)

Ib*& - -faa

1- (--*

f

3_

{
a Bl$,\) i

F*l.Lu< g_

Prda hi-kAf'ri-e:el.8_. Aa aCar- Uampae
,iia.felz,r

---)

:

l- f(xqh*\p{-.-di}f"-F*" /+'-r.* }q ,,cr-*.or,- Fetr
!- -+{--b**---Tr.*S-.--ltaif? tTtrl ax'- ch}al'c^ 9/" iu+' Fr+

-----*-*.-)

bagEmar

lhbman 1&.t5

I

b"



Itdryal'falhrtrr5*

f

tfr

; ti* Lt

+irbtrED 2 &i-(



EA]EKI
GIIEIf,CAI. ]AXX

cY-
II0.lDil 0004{3{22

?L.A.SITT PE
FOLYETffLSEI HO.tDr0003s332t

TANXI TNR PLASTI( & Silill"Ss STS.I- UIATERTA}TI(
_* -= _-.===:=:=:: ==:: ==:::::::: :::==::: _r==__ 

=l*ffi : 001{JrErriEBIIY@_
Bl : JAYTtBiNfiIAXAStSEilEO,\tIttpBmiDINEaHrrraSfrIf

X4daYtL:
Erlaa.rhcgrs
FUr SPrq,I rSrE CY. I*(P]IL at
di.

Trq:t

lllabefh}rd sEd hfu kE srr& @or : ffit tplJf,-Sprtl..
w r..!!.l 16 iFn "0!s tlr*g M@ *zue-qalw
Afrssatrs:brllMin''*r+r*ain&osctqr: bcn* :

1- Beh*.i:'r.\rn diit6-&rGi ":r il t{qE Ei FikEn da}6r Fe€.krCoril-I9.'li'..6 *r-!$1 IF:n -tsrrf,d-..-lB dan llctlrrs.r.,.*t;;.d.8\a
*agrss€j EA* lqF.F dqn br!& 1rrq r!rr.-<i! t63i l

?, B&ra pe ii E lan 6r€? lrfu$i tsrsan fr( I,r,aohFBl, PEr,*t*€-,
Ups&e ih tf.- d!& ;.,r.e Imftm ii.d&D l(l-"sru}

3- B&wejarfu bircEstqgi ffi:
I B&.Frrfu rEiri Lgi sE&1ik.iq qtr6aEl s{€:i1j b,lssqL B*raprnrfu t@ti4l,--".t rrrd{ia.qsrs:l*do 4l *-,,*;
c. B&r p.n* ti" * r-.o+- t.fa lirgo -!r.& I!*S blseqr*r,tt..sqng|ifqnq
d- B&E i,*& r..,Ea h m &' 6r eaeam i-* taeAjt IlofuI

sr:c&h Cotiri.l9 E& &ea Elcte Filrelx@ a.r.m}lm xtegif,.lEgrn -:&+ !r! d€r .ItR Ert & n!r,s ,I)S -
ba_rla50*

Ocqairmhin hai-&t t e ' dri $r.a*a #u @lros pf"[ z:Iri& ]taL-*ttfiea;."gr",t-sc=hlryn-G.& il-dt-I{.4'*.i-:.i, -

D14*im fuU Jaq[o fui 6lqfu 'Es* &..&h!:ri &n tgrttrtro seiqri,,*,,r r6esr+a

DiL'-+S
Ti€Ed

:Su*qa
: i9 SEtil"rrjll

rftorll.63

HUBUilGI:

#PR (}f IL

a
.. t

"l 
!..;

o&a :J. lllht lnrbh {ng}oi\b. !{ gmtqp 6013a EF: c8t- 38qe{€,$r8n I7t} rEl6aa&i8?r,rias -jae7-iaatB5l6mr5r6, &SlDl r!75?r- !a6l0&*e@!9 trsx r OS'l -3B9za6!&'gry :J. E.lr'lirg lErqdr -EF I*4t, SJt@ €t?9 btr .:!et- 5t 5rni6} -itsol7t.a-5i s}f,i rotf: BE[i]40]37aBa : €rrdr : groteBc*o@gmor.cdlr !&ter+e : rsrsrrsggctub.er;nftEroc-,grg6.corrr



hdspa. Pflehi*itm
CV Pi*r'l 2R

Uq

&.f l\t . ,aa { {ah-

lhhrgr 3 dart s

txtatu

IL

a



If.dEp*. e.tdrin para fibg

+btarren s &rl 5



D-4.EIrRH,,Elp
ErEi
Irgil
Jc[
Aa!{r
Tirld
AIrr*

[a*u,93r@i)
: llf,gd -
; |3fu3rlirlro

28rt
cslsx-
l5Fro:t 9

flrlqs Pr.S^ *atrt, ts
'{- r

a

t_
No Na:ra Fih6L ^ Tsrtrh tlrgrp

I

I

I {um"*'
0frrt

W u-f4t<-8,.

t

fr
Leae n a

;

I il* fu% 3

la-P,t*r fena '{Tdw.
5

f'.l"-- L tq
*"

6 tr" &*turri 11 ,l6

7

t I

9

:o 1S

1l

I

1I

12

13 1-{

I,{

t€..hr?ss&.-i5

I

I
I

I



DAFT.** }TIIIIR

XEGIATAN

TEilGGAL

,ftfrd+f
: = aPRIL 20ZO

ta&t Iu&,
r

g"<6r.il
$aa,tt"e.*-

.f.rlil i*#.
tert4

ibn:).ca : ,r.A
Ti.tFl : lA ltsld2&.B

)te" Urfl* : FBE+tiF@a4 i.Elorrn : lattI

flo- frbrrE .btarrfl.e*Xerl! Errda-TaRSFn

orv &-q

*N

F_

l- w*'t

1-

z
a
{-

5-

6.

7-

a-

9-

10-

1.1.

12-

t3-

14-

15-

I

I



A'r/4
flrr|Ilrix td{i }tE 1

ii t,(.rr t!itF-!.,tA .(rcrit'r, Ifir!(t$tEr
i..r.t{r{ lqi $lxl ftattlll *f tAt, fi{tatrta-'t\*,a

(\'.GXita,€
i -..,ri: alr.r1!, r'ir

r\,. I 1 !l 1r \ll tl 1

.?p lfr tr E.1?', Jltlptltn'!?lt
tr.qr , L+r .' tat 4Jlr
railrlh.*(rr,hr{ti.*.

s*Jrr-rrq $ +.16 !C.t
, , r- \1rr-l{Plrir-t fi!(rFt..It8t rL r)ei3

(qT 6-' tr'
,,,.,r,ltll,r...rGra?rnr*.ri.r, ffiffil;lffijl

lr -1irJ]l*r

r ,,.r,(.n{'r "ii. }i{rl(* : fi l#€pra*l11'3e* t.td{f,rl tt *ft'{rr!x pil'{i
r.rr,i l trr r r i\ traaittllrfi.l\ lEtfgEt(;r-\j IJrlttlt, {ri r ra*rqi'r -r.irr r€r*-i
-r i', 1 -r !..r tr\4i'1 qnai!l{6tl)'l+i'tlE .:rrrEdr.- fi *Fil !OF| !(dJ (r.n'i&t*rt
, ,. "-,, ". , ,r. , ,i '.rtr C(*:jr, r: t{rr =.ta! lt r{ris.l LEf f4It ff.l ,lg!f, (1t i,tr.}a1L E
-:,.:,1-{.r,} lrri,i i'eflra..utll nei-rqs& Eir.Ir f..IHlr&tEfi-}R*E}A-& taY ER(Jt{!:39

!,:.:rnr;1.+1,ir.ir rh:i:a5'\.*. r.is

yd-

I r, , rl-,!:' a.l-:rrj 5 .kEJ:r-& .
;l \11 it;I[t

. ,,t . r-\ t a6'Grar{ l' i"tt l.L B
i h.&&I ',€4si-(*rt : }1. ,J-r ir:iitr.

' d "-.,'.1r<,i;x I-rt(.!.ftt r:{lt.

, r .:1 ,r.,,.,,r.'r arr+i.1r,trd'!lt,rri!.lr ftar{rr* !:r.lg EEtimr
:.,,,'"'*, r.nn{rri,*:l6i-rtltla(l*{**rE'l<Iblf,JcllStl.+egef+

".....':,,. .'., .. ,...."J.,*;+ ai i,r'1.,+-r.*. s&f.*.-atr.irq.o6raf.Isir-rr{a&,.irfE;ia.Se

:,;r :=.-r., lt';!.. r .r. ;r,jil$,.rf fjlllirrr*drfiu-rrder}edil {Af- eirrjmfcaoakrin'":r,i \Y.,.(.J,r-as:y li-* d..n ft,q*liEtti .Et-{p{.I fI{'Wr. i,-rHffll-f*eadlrrr 4.rr':;- ,..-1.i :x!:rrr.titn{ {'!!i:rejlB l|crr*tgai c::rJd.lrJHrt&ls u.!tr,*s ki}5€Et cd6i &;_a,.!. ,.!:r!, ,r ,{i,{.i ;- t ,;! 5|r.:tkrls€r

.t* \t tl

t-. LerJl l.:ri*r l,lr.I pao{ 9: itltit tail,r
.i L !> l.l aj-Aclr tr.rsa':taer
n .-n. -],,l!- \J.1l f\l,l( X,le $rtt ir

*d7'-"7



ke4ry*Etakkua

si&

7He r#
a .**m

&^

tbianB& t Gr6i 5



A* PI}PINn}flEHITXERIJh
SINXI(iT FgreRJ.{ AIffiX*. INIESTBI

IEDERISI,SEEEilff ?D,tsBIAlgrrTB{IxFt.ESI'.
c1Ll*{mLtt

(Pux SPAI IsPm CV. PROnL ss)
T"^0.i .. .;L.R_4 S{1 ..,

Lir.. :DE{'fgry_6-aE
**aesrt : t& Eeitral

Ssr[qqZ?SsrnZOe

Ihor :
: I ilsirs

&*d --krg.&fukrtsrheilEfe*isg*€rjrcr

Ee1*Y-:
rl Cf IEE I'- g Xi\j. &! frrs*rrd }1jrcia'd.hr.T611.

.^. u4rYt f,Sirlkgr* X*qde#r
Its-SIIR.AE*.Y I.

IlFg-h:a"
- SAAra.lgEIffi EFr+i e!'Fit yag bdEsdisj rI heaxrbt CItr]BOGIL ttyA !r*nr airU Kldiofu Trrg* Iqge ?. IrtEsr 3941 Sr*ry+ tr pxri s.rrru lfqirr LLt

HIIj&SPAI FSF*fi C.tr'. reIL SS ga Fld*r {rt.!Sd ieola.
rr=rdl= t&rBHaCY- IB$Ftr- ta yq. - -r, 4i+- It .rn&eTrngr&,IrF, z Nhjg'
3t!Ia! fu*ry1g baggt* d hih.g ;a*Ei H..* feftE dr.

Heedrgi$.trEdtubcre4r'd"-. fi C\l- ltOFfL lr!,qttuld ci5ljhsd*-uff :

L lrk*'tfir-rlrs*l9. lcfnic-a---- d CV, IR(HLIS t4.rdres,rdEtp diBE!*rei.jtas"r*o-

z E*Ft#rptx *.lrcvRs[. s8 cd{r MtaFtEsrD€rrrli€Elhrcdt I dra2

3- DlalE - ge-f- &iffqnm kr"r*a. C.ir-Imcllltts*€j b.ritr:

1 Erymyqfi 166tras cdlra-f tci 6atreie-,iaE$ bqgilir&L l}ikrilr I '50!6
e k*& trtrqir

+ DidqrPinrfta Mm r*rr racdrq'lE rllkpa@riai* still
5- Eeafaqnn nene*amcv-}*(Ert-saa*kca&an clirnoFltsE &Ilf crtraE

JrtYA .aasd 2?.4pd 2eO saqld !re*ra, ifui l6ih lrqiEr

A fetsfarr.,? u -egd ZZ|FfrA2l} l-tl:.Cbpduifu lepdrt*clff.xyerrn

?- I)& h.t{E} -g ncU}d*aryasaa betuo rdrlqickx}r}c"

L

-tL strff :.€Er.ICi<Inf $a{Ifs,'ug.r[!ffit
W - X&&fu-r+qaE &. +'a:

-:j.i.

FsPr#?***^2r



.48-a-1A=i F5m*r?'-*"v
FIII}ITTNUIiITrIIUA

SEXIIL{T ?8Xf,&Lt TNE!fl f\IIREIBT
FEDs*,rrS[ SEEIXilT ?EXf,*,IA lcfnl. G{II(}h.[SL{

Cl/.mofrLtn
(PUK SPA! rSPMr CY. PROTTL ts).i. ,-i.- ! u, I 12 r.t

Iii- : D.rJ -{{Ei.r}S'tEir. : I{d.f 35.iltra.

DtlgE.rh p..rEsol*m &*?Paj:' hi eh hi sd& puK sp".\l ftIIMl G' PR(HL sstrd+o.tn rEx TasEa xeja rLa Tr-*nrgrani hA,ir6i Jrm-frrr fu ei6 r-"r*rea&.,8rrirfueid 54 le'lr'ai , drlerais dm-bcr*EdllrE. rn b dsrEr hi bi *.h"" €-" Db"- t*tBxlrja da
I@a- Pet'iasi Jara riE.' e€ p.!g&6 r("rs"Elnei+il *go"";d*fu p.*""r.- oHaCV-P*(}FILtS.

Ddia ru*Eag.fu }.i re-'; s.-'r-.*-, <-. p+#*ia ril heqts w,aqr-s *."r Ee[e i.rir,,. b^<n[

eraqfaq

Rfu

Ttdm:

lfu dtfn Prrceatrm CV_ PROSIL tS

f- Yfi- KqdaDir TaryrXrrie g6 HqL
Z. Y6. EI*dTBFTSKESEE{T{,!i rr{a$r*f,,r
3- Yfr. E.Td' BPIS IGIENAGIXER.TTAN Ciqq X-irr" Era Ete S<ab*a{ Ytt- Fiqim CaqSp.AIFS}hAXua Wr

2

.',:,"..1,{t,
ti,ltrtc
'.''ec?id

: 45.;i!:-;; ;-:i t .-.-.:. i:
: &+ rs{sIfi;-tP{t qgPfl[sc -] it.
: -tr tb&i; Iq3*Ef ac i;a :



F
t-

mlelltl,ll\i uliIT EI*Ii
sE*silx trEr.Ir, tI{EKr u{}tisrBr

ff,IBTS[SEAITTT}GXf,A,TI IETi,L INIxII\-Estr.
CtI.IIKEE-T*

GUKS"firs"r[ay-ll(FILtg
KOTASIIR{EAI-A

ffiFIII

lB-* I t}t.St,!.its-*!
S*rei:hrtE*Erlp

fuanrye 15MdU$S0

tbr :@YNTM
: ttab
: Ptrcilrhffinrrlf+:tufirr

^ ^.XqredrYt:
Kryb DiE Tqgr X:rjr fra Sr*ryr
Jt ArifRftr Il*iE l3l-UB l.-il &. 4
u4- Y&- KC*t Syrr Ksiadil Herya rna**s Kaara€Ftej@
EIi-SURABAYA

Dc1glahm4
trrd* fl*r qrery qtrr aH * ragdcs&n *rsaisa* fltmgm

rndrrri{ ua Ptnfu CY. PR(FIL ts q EFcr- qidh Ksr.rding ri:ug& Jeltr
2 lilry 3!r+l Srrnqlr d.qGp mqinfE Fqji P(X. SFA! FSPMI Cv. pROFIt tB
yrg bch slqr; dqgr lrd"}pgrh ..erE : ffi :

I. @ p&qtstrrre d Cy- TROFIL Sg repe rda
pqE iEryr &,.rgE p*erjdfrym..

a rxQa Pir|tn M &rc Eatelq*a THRpe ejldxr5rasia sert

3- Rrda rlnp amg8d r, Aprf, e0 @e ada pcmtanrahm. keseda
Krylrx,ElfttE a

a- kdru ri* ftd#rn ku{ih !'% rrE+ rl}qfih talfircru&el-e{ts

lM-a di a dS dinmftlr E.' tiprtli mrm tikk rmss;frsr
&"oeEr*r! Eah wi larryr II"4JH Nmr 2 Tcron zml" eel { qrat (I },r*a

f ml*qr
ffi

1

f u..&&t LE*g& & !.'t+.f,ii;cr!iEQd-
.k... ktz**l
H

,\;-(trt ::jtr'?'14!,":i./ ::-ii ::-



4 rrilrni{lt li!{ITxDrlra
STRII({T PEXERIA r\'f,Xr IND{NI*I

FEDELdSI SEnIXA'T 3EXD8.IJ\ rGTIL I!{M}if,Sf{
*-_"50rlr-ti

cur sPAr FSPII Cr-. fRoFrL sq
LC;TA SL'R{B.{:-.i

G4EII,8trAL RAUEEJ
*ktrris

ff{E :D.{ rt-*\!+
S.lst'Eir : lt .L n&dF.rlr

Agr tcruqiUhhngm ln&rrrlrl re hrlamif dtnfir{ strtaberledilm aqr s6[6i
p'sa taa&-lrl. lrni q.l,kn fic$ru tfuit X.rjr S€dh netErjr ArEkr ldlsfi.i pUK SpAI
FSPMI CV- PROIIL tt , oen& hrserer IhL t?dti Dina$'ltils€a lic jr K*
SIE$cjla' Kdrid Syrd X:*r A Hfuga hrnsrirl da uoftrrr sqsn *-,;Af U;u;
alott @*m ersM. (Rird* *ruten tutqa)

Dmilin sn{ Fencat.a ftrscfisifim IE ii hi .riT*-, *x prhria & hE j:r
szrrqu Lrni qitfi tr;prr fr{-

Hemr.

K*a

ltudcaoa PUK SPII FSPI{I CY_ PROFTL tt :
I- 08383030t323
?- 0r887s935959

^ Temhsm:
I- Yth- Kr?ebIXEes liug.rcrjaPrwird ImTiEu.f,E fuEbErr_
?- Ylh- Kqda g>35 <rSFIr{TSKora Hrya
3- Ylil Kqda BPJS KETE}IAGaKER.IAAN @ rriara Jarria fum suebo:a
4- Y6- eimpim C*lleSpAI FS?MI KorrHnyl
5- AEip-

2

J*serc

E*l
:E'Lt $a,!rc-@4wa4lft-fi
:-A.f*l646Ta4dtgIcilo?
rdtr*'* f,f,rkEiJr-.!

rt-ry#irr-7



PER.IA}UIIAN EERSAIT{A
raEcEcrf,-P*FIBrImZn

E ki ini JrutEDEd zt blG EEi !,tur:m0 t*rafE.6 e!"- ?RtEta* S;tsg tralar di

l,&pXedtreETac&ltp trl&mor3+43Mqrc *krs{Ftr.FerjaSn*crs*66.

eEETeL.!{ Fft4.@En tcbh. Dtulnu Pambr. €19. PIIEIL lA rqe tcafaa rtr.Hm
XidilidiE6 lag6.@' E t&oor f-Cf sdtqr Frg .ct qi'.rya &&"rl fiafrc Blsoa. ioi dr
{idar.sircn. Filat. rb lt*n.tr ..--..,--,--,,-,------, ,-- ,,. --.--i
I):qr.:

lftEitlr|lf; D EEltL R*-0IDE Jttu:c Sdmt dspodr}tlf SAL FSPBE Ctf }EOEII. tE Jtsog

bcrtndaeex$l ru( SP&l FSSttr CIf PECIFI, t6 yry dalc iltup r:suei deqgE k€lereotr

H4 ry&e)&GLrd6' bd id Ecrrtit dirlriff Er.Gr dr rE** wt- f,TF W bc'ti8rhL

wddi, '*tr, *E&1, dral: Ee{E&gr staE &i t€ (r,E fr.'q} PG*EqF Iq@
tr@EIE{iEr.$'ffi}stl*oL An6n.FtB Sf6,IES}tlIGsFffiIL f8 Hrc& $a
T,at,!*EEd 20t&iZmQ s*dd*ryd6.6it"qdFi*ecIIGddt-

.rQnid &.fh|.f lE8fI}ImN XFeslrae,&dagi p** 
1

L IE&I+".G'l&Ef*E6 lt @i4, -&. r6fEErffit'h*rgE fErja

lara b.?&trkE ?&"t!il If6{.i12EEq

2 E h l0E*) & uift ItqF=: ki $ture & q
lryi sdr l* liqF hrb lE* h l[ SsE] # ae' ' ]n81ry

4&E lcr$u' Hd f r&e H* Iril{ iln kr. S-CE rsi Jdriol

3- Ek&?a*lE tr ql&} it3& @f airdq.rT,rFp *; Erfr '-'.r
2[0OthuagerqEsi ga' Ebry*drEtehlf.."d!ra+dbkarmrm
b&D EEjt rtfrq&kraar-cp fidc-.&n*

{- dllt giltrsrei dlrgr;* lre H 3 $C-} *!E-r- E&iffi
tre b**rdlg plsGsiEr}w.lpgctr& t*ryrdatdnr3&.ftrdrL.alaLIG.@i
tr- e rur IIEtrEE AGm&.gX$trI} tr* ERMc. c9l0018$tAiUI dci!''r
Fdqiw 6qsry *oEi rfufurta- -'lriE

5 Mtrtrdt* ke I (tso{ &.rudaik}-.-!+qt&i1r..asi ndafiIat: &* IX

(tptul +&fE patde hla fro&di ;q difdda o&t Ei[* Lc r GEgdrI sc.oai.

fe E tugE :reg,brlq irrr@ tre eatalApietuin gnfaFnr*f*
I C-+.) r;{'} *tlqai&E!. I ' Eq#h-6"E,b.GitrFeefArmedola
ba*f&&ern tt&r,Err4ftar rrs fqiih peak fel SEs.rrt, da ldEL tc tI
Gdr.l i..!fl&ci[rjl- ErF ili$Et!&B&ri dchpeFtrL

I t
I

;



( k* 'a:l a* E!!ilile ?Effir'lq id dqri ece.

rynr&rr-e fuS.s a &mrl *-gq :t&bi 'rqq* tsragdi&* reryrt
M g*fbqdTasll€Eiq4rrem

?- B*ft f.a1EBborcp& tlt-krru* nelafe dingeaa*u h*iL per*amaryu
pex6 Mt*kis$r Ir F f- bffi. a.i*ilr@mi.o&h t-ltl&&

& ka kriqFtEE?sq'aire&*cfi*p*rP*f,l'*Frydaehr,.a,tfh6ir:ant
5q c*ry &. 6lra* tuS* FEd k# sxrre. AiH hai*: ksre* rd
{lr#-q&*6F6![i hcilcs

ISiE $* f@ *re i:i diM €&& ffia && Eiir& aE* qgdag'*"91"*
=fisEf"

Y% rrmhd f EEI*[{E*N EEBS*.}*A :

EG.I,XECIGffi.] ['lf{"EriEllt]&i

r!&ix*=---L{,}{lRltltf Ettlt Et"r-rIAS&{S EEEAI, EEtre

S"$(SLSiIESE a

t. &TE,{EJG

s.E-

t-

I



fug,:rEtftr*.t

PENGADIIAN NEGERI $AABNUq.retAS ]A X}ILEI]S
.hh Rayznrlw No- 1618 Suabaya

Glp. L:I JtsI l5l-r Fa- 031 53{39{l? E '*'1 : ,rdl,@p.*lla}ayaliuago-iil
Xdsirc : nwrpsardsl&ra+e_ld

ATTA RI(IT FEI'AAFIARI}I
PERJAT.TTX EGRIUIA 8..*t[' PARTtr

|bru :'l40frEr*$,MIFlfLsEY

ktai ioi Sebr lar€Qd 2 hdarr ..hi 'tiir.gr 2lE0 tbh rfid&,k
FinInr b€safra n&tri gidaarbra :

lf-rE
FelePanJJar*n
TerSfqgalJ*e&rlk:

: &NnilA'trANFBAll3,UD,
: ffir FL Gqidr.teia Flblcghs
: JaHr lc&dr!! T6Eah JaJa il ilornor &.43

Sr*q,6-

: DEF|lfAGt$ESllSlLO
: kgrrlls Sml FSP$I PT. Gef* la1p Fkgfus

dcEa
IlsrE
kFan/Jat*an
'Ii:mpedfirgalJHrAkr
ffi utuk rkl atr6 nara DGnyAgr4g Su<ro. Illdr {e eary), bg*sbt
$[all&rB tar€gd2OIttsjzEA

Ya? &la[.f ld, *reQr targd U H zEO *rEFr remor: BIPT G.t-
PTI('Y'2G

Dea*bn fibuet"Aaca &Jcf, ftntfur l@r Eersama ini dt= p-mbkr _

rbrg : IEH'fAGUiESI.TSILO
eianJ.her : FegrnsSFAtFSPt tpT-Gqah-Spfltreghs-IcfitpalfiBslJlte*d*rr :-

Serdesabn Pesal?sfdt4) fjrda'q-udaeg Nuror 2'[ahun 8t]4-

Flrmitrt

z, Lrrl



fo.r:I&t frodz"t

PET$GADIIdN T{E@I SI,'RABAYA KEI-AS IA KIUSUS
.klu Reya A{uo No" l6lt $rtbeYa

T.&- (E}r 5BI lsai Fu_ (I11 S43907Ed : Fril&G-szfiqF&s.a8eil- Efsirt: rwx.p+ertryrtae4ci!

AXIAATSNPCrIIFIAR,I!{
PER.Nf,IIX ESIIA EIIUI EGTRilT

Lffi: fi@r2gffiIS8il'

ffitsiii Sda EgC 2 htsr .rd Eiln M tsHt&&n
pe$afraEa5ffir#i*rfifllra:

thrE : [tI.llATANPRlEI)l
F#tsnr.Er : IlelilrcV-Ffl&l
f*UirngelHdkr : JrEl&&Tetqil.Iatnf lk343

Sr*efr
iogr|

llm. : IIIAIfIDEiLRATE
TQ.tftggdrEtta : -
IiiU .ia drr {s. o n Iffi ntsd Rrie. tE $G kf,it
ie***lGE!{eil2oHZCn

YalB&rrlt(trfoa grtp Eqgd Zf f A e€'lnorrg: GZUGiISE
Ptrc\m6lc

Eer*lnr errf A&a ttld Rrdtur kFirl &(!ffi ii aE Fn&Er :

I,rr : I*X*D*EIIRA}E
FCGrttrer : SffiRXSnflFStIClr-H88
Tc-EggCrHdbt : -

Bedaafl}nr F.s.a 7 d F) tltfrIg{d.qf }lom(Z ldlrr AI}.k

k'ldnFraffim" Ftt

IBdRdc
2*Ei*Ii:ri,!



i

:

'.t :
t\:s:{:\i
\:
\S:{r(I:

.
t$

L]
{s

s
F.

--t:
ttr

sq.J

-S,

ti)

2:

(-
(g
ci)
(rI

q)
C)
:i

1
{
I

q-
B
{u
flu
c{'ciq
-l
ti

r\

Df(
Et

:a

atr-l

irJ

c6: :B:..
-: 

i

a::SL. :

.:
>t :-f'
-J q;
I.:
*liu- s,s:ili'sdlvri i

t' {tEqi:

:

i

I
I

I



F PI!IF(I|*'{ UTITXER]A
SERIXIT PEXER'A AXEI(* Ifi DUgrR:T

FEDERASI SEIIx T PExMIt tErAt I'IDOfi EST*
(Prrf,sDAr EsPrg

CY. PROEiI.AS
I

Akfiar Se*reEful - -il- ]'anH ldtbd L-rE Garg u6fd lrb. 17_ Sin:iieire

Nonr<s- Sr:ra

TrWaISurd

P.rih€l

iardrar

Tt"\D-{IfSt}Ltsta{,7

Tdah€crire sra: &ri PLIK SPAI fSplAI CV. hofrl B& *D- :

l-tl fiefetr SPJS Xerrfrtu lirarar Crbery Saratela
-tLl*mrmalix& h&)Itrl
@:.,?uK-sPf -rsPML'c1i]8& SBYJVT?0:0

&qalora-iJuli20Xt

Fqretm T€fuep Pru Pesara
P1IK

JKN BPIS Kehaan Yary

I {saar} bslar benn:
r DafEFdrerifrlrdyargm€€nkni Pl{K
r .Eatrerap'@ Bcrsms
. Fotu D, "tF ftlgidih liuhrya. Idseial Fada

Dierirre. Okh fNsnar **6-
TaryEIDftcinn c ct { ?'ola
Taada Tangaa?eEiE8

SrrU Dia{r't'ea Rtpeds

I

i

I

I

I



PER.TANJIANBERS.T}TA
XG" ot.t,PT GIS+tlf,J\';AEq"

llehiii,bqrdrl b l5 T*r iIf t t*z$- lt rI tEl&trE.I$'t IBIAGI{S
!4t& fi .*a KGd!-glt+*ItEE}hI39a3 sldap @r tqj'* nq**ir Aclffi8

-!E:

ItQiItEIlfrftBIEtrltSE ftG.rcrn nul*.5q1 !:e EEdi +k]r& iae$.8f,-ur1,EVc !I
lftan 3Sa3 S(gerya fla Ld ii rlrdi[ & IU{]NATi ri ?BA*B{-DI *lch Di.r}rrE kr!@'
yrg =Jaiqp I'l*r ?qirjirrot?n6 iri 'r'-, .tl€t srtESi ?*}. K- I (Lesl

&rg*:

llEl\tt- AGEI{G SUSILO F}'a Fil+lm:s SPAI }$tII yq ttnid*. rur*ifi e*r SAI
FSEMI54.lrLrs i*#-{-{..'-ri #,|BE htrilrhsail4 rq4il! dm€},dk }al it reIi&
deri{iHo di&*ga EIP:Ebarid*rodili= r** as ladE &i k+GdiEtffi

slrEdri{ (F,!F) ki 5q1ts LtugE t4tsl'r fiffiq -=<' *.w *'q"&-r- tE sE{
ffi 5E rrsaq{f lltiIiI2O,dsLjrqFiMnrtugsi}EEbA*ath}* ;

.ifiEid&u-d't fERIl}ry*XeslsiMriLUrd?i t&:
L ri* K. I {r.€q} L Er* Xc trH) =[E]n r-."&, Id,rEr },1F

i.sFF L-=,}it Fcp.daTI f, fFI !@,

2- ft:E t I {ba} *r ntdrfrh It*Gr Hti *+a & ?m0 dr ug
flEFEsad sr EkFk[a'Etc tr (le&] s.{.e& s.r' }.r*lr }r+fr
!*Ei!Er fE*- lH r I-E h&a f*a Lr df.!F *rur yFd FH
F{-3srq

3, er.Ftl* E! tr0.dc).T*n-r+ *:r;el*ahqw TEd.t*r.r{rli .*r*u'Eb&

?@$tu rytryei:6 g.r.lq,ldaile*b [i].*0sbryilo]piao*a
fu@ElqF ..d t qrB,&'a brs-daE- Lfu Efzl4ilr

a- B*rrapcdr5m*FFt*rnEsdiftLd :F- sr.sir- E idi re&s
tdf* r*.rrialnrrilaE*a:qt aat Clisq*ti & rf:tu64;i* rad grapdt i
lE .tr s m llfllf rctr'$(tr SEISIII] bc& l*ll f$o. osfff*lsf$ "r.t*r
frzltlvn {ryr ssi ri*;- rzfrtft

s- B*E F* lE I *+a! & c{crilr ld'...-q,t'r }*t{i }rd }Eib 9S*. tE u

tl.eds! eeef. DEGas !r& bff 5mg {ElEaoa &i ?iB. b I {F6ltrs} cc*i
t ffia p.!*!F !q b.&. E $Gd&d& p}* hns tt*efil* t-
I (t!.srn). r &h'rqfrrB *r:Arafujfu hdEq t.gP" @piH'paA*A
lsr -' L {Lff E dn }adr * Ur#r fU te I +..r.{ dm $r* }r: if
Qaa)ra* pairFrttsanbi&e+depapi*"*. Jr',T-

.\



G k Ic. dr* t:ts{& d qglgr]ftac Fga&rg Li *l€al ean.

re dc=i- qndui qC.Emui lEr.t*.- Pt3GdlTll IffiIre&
EsrildltqdbtegEi sdl'.qq

?- E* F -''ttxqd*rihlthncffiln sdingatrffi ba'& pcnik marryur
- i tEtdalt*iela&prjzUkbm nirttm@doldrpmfbl;;

a Efre Fr!1tn Ereiri tuorutFr d*rqlTifntrarfEoHi*ai
pg cfu dc &G &iEla Fe trrfu * r{H hit Ecrrr.* uatE
c&&aQaEi6--a

Hb k ItqifFr h-€d- ii.Ed(E r{& t {4. FiraL d* &r*a r*og&oo.r
il.*yj

T*d PE&lt!@i.ItIEE*EfA. :

rl&*d til&Ere

DIE{{['r*fl tElE GU D{!rYA@aC

a

L E.4flAEIO

L-
JUWATDLSg.

I



LitYt?lr'N 11

SumbeP;1{ Oko6o 2or9'

Xepida Yth :
lGpala Dinas Tenage Keria
Jlr AnT Ratrmrr t{aktm 131-133 tt 4
U$ fabid Sya.at (€l:a daa Huhmgarr lrduffi,
Di (ataifu!:aba?a

Yacg heft.oda targao dlkrairht:

lampftenr
P.ldhd

I{arra
,ataatr

I XttrE BnstEE
A AbmaC PserdiBc
:L TahorFerf,mhn pffi.r
4" hftffi&lc:tHu
S. lnrtFnrgfrr*Prrwffsr,
a !ftaEliPwde,
z; I(mdihsd(@

- lsti{dli
- ftrartrFratl,

E" Dlmh Of€ns51P{orBd
9r &ma Serflft@

IOlAl{rl.tkiatSl€tP€@
lX.&rdahAGE@
f jL tud6rj !s{af mya' P(e
13. P&< yarg didrftar{Hr. *€
I..&rmhhP*qF,

,1G.firlb€d(5s P{(E

rFgdahran Fertsdan lcril tersanra FKEI

r WJTLY' OAI{1!WiRA Pf,AMrO
! PfMPIIIAII,PEf,II;A'IAI i PB€EASII EIASII.IAIA

Ee*mini kanf,ql*epffIlrokt5rr perdfun @EEerFBErFmt,ffmlS4aiimaro,Ye]|t dault
dala gdfunaft UrUarE].rfdaq lfm I. Tefufi m Mng: retaga*crlean daqan Eeterapar
keryao F{ianaaa Saeai Mrrt :

;2tr
tIl'
r$r.:&.?rl Ia Tltfini
rsedht Fekwle Anelte ln*rrr{ g;Fim
P€dakanE,t:m.rEla

;Ji, 3u{*iukern fiirur'1te. 52dturabry.,
r Z6OIE E
: Irenttd----20An dd f.qgal-,:OZl
s2({ua,
:lSollarl*

Danitirn rurat.penaohomn peadifranao, Ps@n feja eranra (FtE[ hf kamt sarnpftal.atas prdtatiao
dan kia sarnanya &ami ucapkan terirm kasfr.

Horraat karnl
Pfmpinan Perur:fta'an

al/vlttY DANISWARA PRAwnor

rtEFCEf r$t El[If IAVA
:IL tsd* Eq&aft tu{. 162 "Srrrbry{

:rr€.8!e& Efur(ffii.teBk
: Wtrfl DeilErtm'Pf, ,lElf U



t*i{ttr+.N rl

Teleh Erimr :

D ari
Alamat

.=:q1 ,o{9 -

frxcrrrl..nr't Er{*r "trYA
UgtU L^r

k.^ eet lfuroo, I SF"ta;l*
Fc'rnlqrta,

t

7trd@ Ude'"d"

KTF h*y.!g^ -P*sh!T 6J; " "

_rg r.+*rq-d-ssbyr-

-YANDATERIMA

It
f,tu

?Kb



Dokumen pendukung luaran Wajib #1

Luaran dijanjikan: Dokumentasi hasil uji coba produk

Target: & Ada

Dicapai: & Tersedia

Dokumen wajib diunggah:
1 . Dokumentasi (foto) Pengujian produk

2. Dokumen Deskripsi dan Spesifikasi produk

3. Dokumen Hasil Uji Coba Produk

Dokumen sudah diunggah:
1. Dokumen Deskripsi dan Spesifikasi Produk
2. Dokumentasi (foto) Pengujian Produk
3. Dokumen Hadl Uji Coba Produk

Dokumen belum diunggah:
- Sudah iengkap

Nama Produk: MODEL EKSTSTENST SERTKAT PEKERJA, PERUSAHAAN DAN
PEMERINTAH UNTUK MENETAPKAN USIA PENSIUN BAGI PEKERJA/BURUH
DALAM RANGKA MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HABMONIS.
Tgl. Pengujian: 19 September 2020
Link Dokumentasi: https:,/lyoutu.be/V_selAvZksc



L Pelaku Advokasi

Advokasi pelaksanam Undang Uudang No. 21 Tahrm 2000 dilaksanakan oleh serikat

pekerja, p€rusahaan, pemerintah dan PHI. Dalm hubmgan industrial pemerintah memiliki peran

dm fingsi advokasi uatuk menetapkan kebijaken, memberikan pelayanaa, nglakukan

p€ngawasan dan melakukan peoindakan tafudry pelanggaran Undang Undang. pengusaha

meryuyai peran da fungsi advokasi rmtlk menciptakan k€rnitraaq mengembangkan useha,

lapangaa keda &a membcrikan kesejahteraan secara terbuka, derrotratis dan

berlrcadilan Sedangkan serikat pekerja memiliki pcran dan fungsi advokasi psffi 66sdamlringi

pekerja melaksaaakan pekerjaas sesuai pekerjaan, meojaga ketertiban d"n kelangsungan

prodnksi, m€Nrydu*an aspirrsi s€cam dcmokzsi meng€mbangkan ketrampilan dan keallian,

ikut mcmajukan mempe{'pngtan kcsejahteraar5 pembuatan pet'anjian kerja

bersama dan p€nyelesaiar perselisiban irdustial. peran advokasi serikat pekerja saagat

dibrmhkan utrrk memberikan proses edukasi kepada peke{a agar memahami dan mentaati

dengsn baik dro benrr apa yang telah dibuat didalam perjanjiao kerja bersama, kar€n perjanjian

kerja bersama ini meojadi lmdasan hukum yaag akan mengrtur semua hak dan kewajiban

pekerja maqrm perusahaao- Advokssi s€rikat p&6ja daram pelakssosa' undang Undang No 2 I
Tahm 20fi) juga sangat dibuarhkan kaika terjadi ketdaksesuaian pendapat antara pekerja dengan

pcrusaham yarg menyet"bt"n timbulnya persetisiha indrstial maka serikat peke{a dihrapkan
dapat menjadi mediator yaDc baik dalam advokasi kepada pekerja dan perusahaan. Hal ini
sejalan derree, pasal 103 undaag undaog No 13 Tahm 2003. Bila tidak t€rjadi kcsepatatan

kedra belah pihak rneka ditingkatkm aengan eerundingu Tripartite atau disclesaikan melalui

P€ngdil,n Hulolm Industrial (PHI) diaon di .t"tam Urdang Undana No 2 Tahun 20O4.

tr. Determimn Advokasi

Determinan advokasi adalah unsurarns,r ata! loma-tema yang memperlruat

pelaksanaan advokasi agar berjalan dengan baik. Deteminan advokasi yang

mempenganrhi advokasi Fng dapat Salan dengan baik ),aitu :

l. Pendidikan

2. Komunikasi

3. Keteftukaan

4. Sarana Prasarana

semaikin tinggi tingkat pendidikan serikat peke{a maka semakin tinggi tingkat
keberhasilan advokasi pelaksanaan Undang Undang No 21 Tahun 2000. Semakin tinggi

komunikasi serikat pekeg'a akan berpenganrh secara signifikan tertradap

kebertasilan advokasi pelaksanaan undang Undang No. 2l rahun 2000. (Adi Neka

Fatyandri dan Evi Silvana Muchsinati, 20O4).



Semakin dngei tingl?t keterbukaan pelaksana advokasi maka semakin tinqgi

tingkat kesulsesan pelaksanaan advokasi. Bila sarana dan prasarana disediakan le.bih

baik maka akan meningkatkan pelaksaruan advokasi Undang Undang No. 2l Tahun

2000 (Nia Oktavia Ningsih, Mochrmmad Al Musadieq, Hamidah Nayati Utami, 2015)

III. Pelaksana"n Advokasi.

Advokasi/pendampingan atau pembelaaan dalam ketenagakerjron adalah $ntu

kegiatan atau serangkaian tindakan yang berupa anjurzn, pendampingan, pemyataan

maupun pembelaan yang dilakukan tertadap pekda/buruh terhadap suatu

kondisi/permasalahan tertentu. Kcgiatan attvokasi pelaksanaan Undang Undang No 2l
Tahun 2000 melputi kegiatan :

l. Advokasi pembuatan kerja benarna

2. Advokasi bipartite

3. Advokasi tipartite

4. Advokasi PHI

Dalam penelitian PTUPT tahun ke tiga lebih baolak difokuskan pada pelaksanaan

uji coba Model determinan advokasi dan pembuatan Naskah Akad€mik Deryan

landasan fiIosofis, sosiologis, dao yuridis ditemuk n a<ta permasalahan

yang sangat s€mertara permasaaUn inr meqiadi hak normat'rf bagi

pekerjaauruh yaitu tentaog usia pcasirm yang seringkali perusahaan tidak s€pakat uotuk

mcncanirmkao/memasukkan usia pensiun dalam Perjanjian IGrja Bersama (pKB). sikap

perusanaan yang demikian karcna ada kekosongao huhm dalam Und-qg Undang No 13

Tahun 2003 pasal 154 huruf (c) yang tidak meq,ebu&an dengan jelas dan tegas berapa

usia peosirm bagi pekerjalburuh, sehingga dapat melakukan pemutusan

kerja dan juga bisa tidak ketika peke{albunrh memasuki usia persiuo- Bila
dianalisis lebih dalam motif yang melarar-belalaagi perusahaan tidak sepakat

menyebutkan usia pensiun dalam perjanjian kerja bersama yang dibuat perusabaan

bersama-sama serikat pekerja ),aitu ada hdikasi yang mcngarah bahwa perusahaan ingin

menghindari dari tangguog jawab memberikan ',,ng pesangon. Maka peke{aburuh

dalam hal ini dirugikan. oleh karena itu perlu perlindungan hukum ketika pekerja/buruh

memasuki usia pensiun maka berhak tm0rk mengaj,'kan Fnsiun. Kehadiran pemerintah

dalam hal ini sangat diperlukan dqlam pcmbrurtan regulasi yaitu ketika perusahaan

mendaftartan PKB ke disneker kota setempat meka disnaker berkewajiban uotuk

memeriksa isi PKB apakah telah mernuaumencanEmkan usia pensiun. Dalam hal ini
disnaker kota dapat menggurakan Hak Heteronom ketika di <ialam pKB tidak



mencantumkao/memuat usia pensiun maka PKB dapat dikembalikan ke perusatraan

untuk direvisi. Apabila penrsahaan tidak bersedia merevisi PKB maka disnaker kota

s€tempd dapat membcrikan catatan bahhwa PKB tidak mencantumkan usia pensiuo.

Bila dikemudian hari ada perselisihan kepentingan meke catatan dari disneker dapat

menjadi bulci dalarn persid,"gan.

Dari uarian diatas dapat disimpulkan betapa peutinpya eksistensi serikat pekda,
pemerintah dan perusahaan untuk 661s1qft61 rrsia pensirm bagi pekerja/buruh s€hingga

buruh/peke{a merdapatkan perlindrmgan hukum, rasa aman bahwa ada jaminen hari tua

ketika pekdalburuh memasuki usia pensiun. Bila hal ini bisa dilakukan maka akan

terci6a hubungan industrial yang harmonis dan meningkatkan kinda serikat pekerja.

Oleh karena itu tleterminan advokasi I psadidiken, Komrmikasi, Keterbukaao, sarana

prasarana diharapkan tinggi pada pekaja, perusshaan dan pemerintah. Bila deteminan

advokasi tinggi akan memudahkan pelaksanaan advokasi dalam pembuatan pKB untuk

mencantumkan usia perrsiun dalam PKB.

selain itu diperlukan advokasi serika peke{a unt.k mengawal pelaksanaan saoksi

pidana yang diatur dalam Undang Undang No 13 Tahrm 2003 pasal 184 aydt (l). peran

advokasi penrsahaan juga diperlukan dalam hal mcntaati dan menjalaokan peraturan

penmdang-undangan tentang ketenagakerjaan dengan baik dan benar.

Dalam penelitian tahrm ke tiga ini maka dihasilkan Modcl eksistcnsi serikat petrja
perusahaan dan Pemerintah untuk menetapkan usia pensiun bagi pekcrja/bunrh d"ram

rangka menciptakan industrial yang harmonis, dapat dilihat pada ganbar di
bawah ini.
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Surai:aya- 0l Okirrber 2010

SURAT PERII.ATA-{N

HASiL U.II COBA ]\IODEL I)ETF:R\III{AN -{.D\OKASI PEL.{HS{\A.r\ T}\DA\G.Lir!{DA\-G
NOIINR :I TAHTN zf{}O T:A..TLX }IE}-'CIPT,{K{\ HLiBL\Gi\ I\DIiSTRIAL }AIiG
HAR}IONIS DAL.{i!,l RA\GX4 IIEI"iTGIC{ThAIi Ht\ERJr\ SENII{,4T PELERJ-,I Dt 

'.,t'ItrATIUUR P.{D..\ PIIIPI\A\ L\!': KERJA SPAI FSP}II PERCF-T{Kr\ f..I.TH J.II'.,1..

^Pada 
h{ri ini- Kamis tanggal E.:r Oktrrber 2019 bertempar di Pemsahaan Pe;:*akan Enam Java Jl. Bulak

lukem Timur l/lti? Suraha.v-a. tehh riilaksanakan hasil U-ii Coba Vo<lci Dciennilan Atlr.okasi pelaksanaan
tjndang-tJndan-e \iomor 2l l'ahun 2000 Unmk Mencipralian Hubungan tndustrial Yang [.larmonis. sebagrri
luaran dari Peneiitian Terapan Linggulan Pergruruan Tinggi yang b:rjuilul -' Ad,okasi

Pclaksanaari Undang-Undang Nomor' 2l Tahun 2000 lJntuk Mcn,:iprakan Hubungan lndustrial yang
Ilarnronis Dalam Rangka I'teningkadtan Kinerja Serikar Pekerja Di Ja!.a Ti:r,ur kepada SpAI FSpVI
Perceukan Enam Jala dengan rangiaian kegiaral Advokasi yaiu ;

I - .{dvc'li,r-si Pcrp;urjargan Penr.,aratan PerjanjiaD Kcrja Bersanra (PKB) periorlc tahun ?Ol9-rahun20jt

l. Advokasi Pcrrndingan Penrbaharuan pcrjanjian kc4a Bcniuna (PKB) pcrio<Jc u,5un fgll - tahun
l0:3.

I)cngiur h:r-ril Advokari scba3ai bcrikut :

-1

Bahrra parr pihak Pcnama dcngan Pihali liedua sepakat mL-nradakan pcr,.rndinean murscnar
pcmbuatan Pcrianiian Kcria Bcnan:a {PKBi Periodc tahun l0l9 s,ri rahrm l0l l.

Bahwa dalam pembuaran Perjanjian Kerja Bersama (pKB1 pcriode hhun lOt9 s.,d rahun l0ll. para
pihak scpakat mr"rnherlakrrkan kcmbali Perjanjian Kcrja Bcrsama lPKB) penode tahun :016 sid uhun
2018.

Bahua dengan sepakatnva inenrherlakukan kembali Perianjial Kcrja Bcnanra (pKB) periode talur.i
2016 s'd tahun t0l8 pada perioJe rahuo 2019 sid tahuo 20f1. maka para pihali scpakat untuk
mendatangani dan mendaltarkan Perjanjian Koja Bersama (pKBl 1.6119 baru peiiode rahun 201 9 s d
tahun 202 i Ke Dinas 'lenaga Kerja Kora Surabaya,

Ertuil :yitprifipthtcj*orarsu .tdtt
xn Trr. : otriao9.r(ya-t 1.'.:}i \/'-tJ i'.8lirl Pi-J-r {naid ! I dra .

t
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t&ylrEHr&ik - t!*{r ltlrfAria
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krtrlr : Heri
Sekretaris : Slatect SussEto

4. Bahr,r'a dengan berakhimya masa Pcrjaniian Kcrja Bersama (PKBi pcriodc tahun 1019, s:rmpai dei:gan
tahun ll-)l I . mtrka .iclaku Pinrpixan Unit Kerjh SPAI FSPMI Psrceukar: Enam Java akur mercvisi FKB
iatna ultok menamlrahkrlr usia pensrun Peketja&ar1=a*-ar dan Skaia upirh berdasarlan Ferundans-
undangan unruk dicarrunk.rn daldfi Per_ianjian Kerja Berszlrna IPKB] perio.Je tailr:m :iJll sarrrliai
drngan tahun 2O1-i,

I)ari semua hasil Advokasr vang ditakukan kepada Pimpinan l-.t}it *ieria SPAI FSPIv{l Percetakan {:nam Java

^dak iedepas dari perar pent:ng'determiran adrokasi pelaksanaatr undang-unrlang nomor f I tahun l0{}{,r
untuk mctciptakan hubungan industrial vang harmonis yain-r :

PEilIDIDIKA}-. KOMLI{IKASI. KETERBUKAAN, DAli SAR,{N.{ PRASAR,{NA.

Dengan dcmikia.n Mudtl I)ETELII1N,{N ADVOKASI PELAKSANAAN LIDA\G-L}DA:\IC NOMEI{

2I TAI{UN 2OOO L}ITUK N{ENCIPTAK.{N }IUELNGAN {NDUSI R{AI- YANC HARMONIS DAL.{\{
R.{NSKA ME}iA{GKATKAIi KI\ERJA SERII(AT PEKERJ.{ DI JAWA TIIUL.IX. dapa. dirLTima dan
ditrerlakukan di Pimpinan Unit Kcrja SPAI FSPMI PERCETAKA,N ENAM JAYA.

Demikian Berita Acara ini dihuat dengan seberarnya rlzn dip<gunakan sehasaimana mestinya.

Yang N{e r.: _varak a;: -

PI}IPI\AI$ UIiIT KIRJA
sgRlhAT PEI,iERJA ANE(A I)iDLSTRI

FEDERASI SERT}i{T PEKf,RJ\. ,1 II'ETAL h_DO:TESIA

HERI
l'etua

I,A I \TO
Sekretaris

7,1( N:41F\PX rl].ttrL4lN, in4 tEnail, p',*,?aifr?mi4\'rdt.&,1gd.,il,rua'
t\'o,7\'.:oqr.pt6v
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PIT{PI\A\ f \1T I\ERJ,\
SERIKAT PEKSRJTT ANEKA I}-DUSTRI

FEDER.{SI SERIIC{T PEKEBJ.{ \lETAL ITDONESIA
cr'. PRol-tL E6

{Fr K SPA| FSPlrtI c1'. PROnL t8t

FSPnvTil

Ktrua : Ilcn] ,l*unl Susllo
sekrearris : llsch- Riz-.1 Lamh{: licp. 0053lii?C-lP.{- r:S Pt}rll6, AJ 201{

Jl &rfn&+* foa6ah ,a at *'a. 2
,irigs.^t o'rrlrr{,i*Bl![ic!i 67t

Sumbaya. I Okrobcr 301r,
SI.:R.{,T PERNI'ATAAIi

H.TSTL LJI COBA ltODEL DE'I'IIRTII:iA\ AD}'OK..{SI PELAKSA\.\.{\ Lr\DA\G-U\D.r\.r(;
\OIIER 2I TAHI.\ 2OOO T:\TfK I,ENCIPTAKA\ fIT'BL-rGAN I\DTiSTRIAL }A\G
HAR}IO\IS D-{I.A\I RA\CK{ }IEII\C(ATKT\ NI\ERJ.{ .SERIKAT PEKERJ,I DI JAll'\
TIIIUR P.{DA PI\IPI\ {\ L\IT I\ERJA SPAI FSPTII C\'. PROFTL 88 ,{OT.\ SLrR{BA1'A

,rPada hali ini. Senin 1.1 Aprii ltiltl bdncmpat dijaliur Kr:drnding Teng:rh Jl-v-.a II Nouror i9{-1 gurul.r3ys 191n5
dilaksanakan hasrl Uji (oba lrlodcl D!'termina, Adrokasi Pclaksanaan Undang-Undarig Nomqr 2l Tahun
200{r Unruk }Ienciptakan }luhung.an hdustrrai Yang Hannonis. sctngai luaran rlrri Penelirian Terapan
Ung,vular Pcrgruruau Tinggi yang bcrjudul " Advokasi

Pelalcsanaan Undang-Undane Nomor II Tahun 20{X.l Llnnr}t }Ienciprakan Hubungan tndusrial yang
tlarnurnis Dalanr Rangka illeningliatkan Kine{a Serikat Pe&eja Di Jauz Trmur kepada SpAl FSpl\{! CV.
PROFIL 8S liiru Surabaya dcngan rangkarau kcgiaran Advokasi yaitu :

l. Advokasi Pembuaun Perjanjian Kerja Bersarna {pKB} periode tahun l0l0 - tahun 2022.

l. Persr'lisihan Hubungan Keria tenrang Pemutusan Hubungan Keqia tpHK;

-1. Hak-hali rr-ormarif Pemutusaa Hubungan Keg-a (PHKI.

De*gan hasil -{dvokasi sebagai [rerihrt :

B.rh*a para prhaii Pcrrama dcngan prhak Kedua sepakat mengadalan pcrundingan rrrcngcnai
purnbuaran Pe-janjian Kerja Bersama (PKB) periode rahun 2019 s:d tahun 2021.

Bah,r'a tlalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersanu {PKB) Periode rahun 2tt20 s/d tatrun 2022. para
pihak scpakat mcmbahas p-rundingan di Dinas Tcnaga Kerja Kora Surabaya.

Bah$'a t'erjalan-Nva waktu para Pekcqla aunr Karyawan Profil 8E dirumahkan rtau diliburkrn
dcngan mcmbcti upah se\csar 50o/o dari Upah tanpa ada pcmbcrirrrhuan kcpada Serikar pckcrja dan
atau para pckc{il.

4 Perusshrea dllutup tr-rtanggal 37 Aprii ?020 unpa aria pcmb,"ritahuan kcpatta S.rikar pckcrja dan
atau pnrir pekerja- sehingga Pe.kerja tidak dapat masuh bekerja dan upah prkerje tidak
dibalarkan.

l3rih$'a Pcmurusan Hubungm Kerja yang di laL'ukan olch Pimpirran Perusa-haan di karcnaJ<an ale-ranprodulci menu.un rlilryenrkan adaaya pandemi lirus vang melanda In,lonesia-

1
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PIITPI\A\ UXIT KERJA
SERIKAT PEKERJA A}'EKA NDI,ISTRI

FEDERASI SERIIC{T PEXERJA .\IETAL [\DO\ESIA
C\', PROHL E8

fput{ sPAt FsPrdI C1'. FROflL mr

krtu! : Dt$! .{:shg Snrito
Seli.ctr.is : Mo.l. Riz.l Lr{rbe.+b, sric

&*,!rrdd{
f*tl

r f,qp 0951ff,ffJ? 1I-FSP l./SBrntnalE
.-4. rtr','dqrqlsn slc ln j

. pitgctfari:trindl&*,.. c*r'

6. tlahr+a PHK yang dila.kukan olch Pimpinan pcrusirhaan cv.pRul-ll ls kcpada karyarvan
CV.PROFIL 88 tidak scsuai dcngan pcraruran pcnrndang-undartgan he-.dirsarFan :

Undang-undeng oomor l3 Tehun 2003 Tenraag Ketsn&gal{crjran

PASAL IJ5
{ I1 Pemuursan bubunsan kerjrr unpa penctapan sebauainrana dirnaksurl cialanr Pasal l5l a}.ar (3) batal

demi hukum.

{2) Sc,lana putusan lemba€:a pcnyclesaiar} perselisihan hublngan inrjusoial belum ditr.tapkarr. baik

f€yata rraryrun pck{a,turuh }ranrs tcrap $claksanalran scgala kewajibannya.

Bahrra Hak-hak tarl'auan CV- PROFIL EB 1,ang diherikan kqrert, oleh l,impinan perusahaan CV.
?ROFIL 8E dilxgzn oenrbuat Perjanjinn Betsanra pela trari Jum'at mr.g-eat 22 Bulan Mei 2020
berternPar d;jal;ft Kcdinding 1'cngah Ja-va II Nonror 39-43 Surabay-a- tlan discpakati kcdua bc.la1 pihak
pcnrtns perfanjian . (PtTjot jian Berscma l*lanpir)

S. Bah*'a dikarenakan penuasalalran ters€but diat3s, nda Perjanjian Kerja Bersa0ra ipKB) menjadi
trarnda dan tidak dapar di lanju*an lagi.

7

9 tUaka dalarn advokasi Permasatahan kaena€Blierjaan kepada pekerja-&an as'an Serikar peh-e{a SpAI
FSPMI di Si'. PROF{L 8S menjadi perselisihan Pcmutusan Flutrungan Keria (pI-lK) tiikarcnal<an
Perusahaan CV. PROFIL 88 turup berdasarkan :

PASAL Iii3
{1) Pengusata daPar mclaku}ian pcmunts.ur huhrlrgan kerja rv}radep pekrvjaturuh datanr hal rerjadi

perubahan

status. penggati:ngan. peteburan. atau perubaban keoemilikan perusahaan dan pkerja/buruh tidak
becedia mchnjukan hubungan kerja. aaka pekerja/buruh berhak ata-s ,*,n poun-g- sebesar l
(saut kari sesuai ketenrran Pasar 156 a)'at ( 2 )- ueng plTharga;ur masa kcrja r { sa r kari kct!-ntuan
Pa-sal 156 ayaa (-3) dan uang pengganriaa hali sesuai kercnunn dalam pasal 156 aya! {.1).

11) Pcngusaha depat mel,.kukan pemuruian hubungan kc{a terha<lap pekcrja-,turuh karcna pcrubahau
status,
penggai:ungan- atau peleburan perusahaar. d^g pengusaha tidat bersedia menerima pekerja:btu-rrh
di perusahaannya maka peke{a buruh bcrhak a.us uang p-angon sebesar r (dua) kaii kettnturn
Pasal I56ayat t2)- uang pc'nglrargaan rnasa kcq-a I lsaru)kali kc-tentuan dalam pasal 156 a_val (J),
dan uang peng_qanrian hak sesuai kerenuran dalam pasal 156 ala.t (+).

2
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PI\{PINAN UIiTT I{ERJA
SERIK.AT PEXERJ,I A\EKA IIDUSTRI

Ff,,DERASI SE RI I.{T PEKERJ.{ }IETAL I^. Do\ E St A
C\'. PROfIl, EE

(PUX SPA| FSP}I| cr'- PnoFIt. sr)

PI1TPI\,{!i UNIT KERJN
SF-RIHAT P}:KERJA AI'iEKA INDI-'STRI

FEDERASI SERIH,AT PEKERJ.{ METAL rI'DO\ESIA
(-\'. PR

:NG S o RI L R.{\{
[',eua Sekretaris

rFSPMiil

l0 Bahwa Permasatahan terscbut di aus. telah dirundingkan sccara brpanir. antra pcrusahaan CV.
FRORL:88 dcngan Pimpinan Unrr Kerja PUK SPAI FSPr{l C1'. pntlrtl xS namun tidr* ada
kesepakaten, maka sesuai kcrrtrrual Undimg-Un&ng Nomor I Tihun j(,0{ tuntang ppHI pasal .t
ayal (l)- PUK SPAI FSPMI C\:.,PROFIL 8.-r m*=rg*un perselisihan Hak pHK Ketenagalie{aan
pada loCEal l5lr{ei 2ljlfj keoada Kepala Dinas fena_ea Kerja Kora Surabar s Ji. .q,-if Rahnran Hakim
t3l-l33Lenlai 3 & 4, u.p. Yrh. Kabid. S.varar Kerja darr Huhungan Inrlusrnai Kctenagakcrjaan.

. DaIi semu:a hasil Advokssi valtg rlilakukal kcpada Pirnpina:l Unir Kcrja Sp-{l FSp\{} C\'. pROFIL gS ridak
'hpas dari p€ran p€nrmg dererminan arlYokasi p€laksanaan untl3ng-unrlang nornor I I ulrun l00o untuk

nencrptakan hutiangan ixiustrial yarg harrnrrnis yairu :

PENDDIKAr\,XOML-\.IKASI. KETERBUKAAi,i- DAN SARAN..1 pR.{S_1RAr\.A.

DCNg*T.dCTNiKiAN I{OdCI DETERMINAN ADVOKASI PEI.AKSA}iA,{N L}{DANG.LNDAl,i(i NOIUER

3I TAITTN2OgOLINI Lfr. MENCIPTAKAN I{UBUNGAN INDUSTRI.AL 1'A\G HARMONIS DATAI\{
RANGKA MBIIIGKATKAN KNERJA SERIKAT PiKERJA DI JAWA TIITfLIR dapat <iircrima tlan
ditrrlal:r*an di Pin"pinan Unir Kcrja Sp.t,I FSplv{I C1r. pRoFIL 8E-

Dernikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan scharaimana nrcsrinva.

\':rn-u \'{ l-rtvetiil.rr lr.
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UII COBA MODELPEMBUATAN PEMBAHARUAN PERIANJIAN KERIA
BERSAMA (PKB) DAN MEMPEKERJAKAN KEMBALI PEKERJA YANG
DIRUMAHKAN KARENA PANDEMI COVID 19 SERTA PEMBAIIASAN
NASKAII AKADEMIK DI PENGURUS T'N]T KERIA SERIKAT PEKERJA
ANEKA INDUSTRI FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDUSTRI
(PI.JK SPAI FSPMD PERCETAKAN ENAM JAYA
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PENG.TJMPULA}I DATA DENGAN
MANAGERHRD PTJACOBIS

UIICOBAMODEL
FGDUSIAPENSII,'N EKSISTENSISERIKAT
BERSAMADPD SPSIKOTA PEKERIADAN
SIJRABAYADAN PEMERINTAHI,JNTT]K
DISNAKERKOTA MENETAPKANUSIA
SURABAYA PENSII]N BAGI

PEKERJA/BUR1JH

PEMBAHASAN PERATURAN DAERAII
TENTANG SANKSI ADMINISTRASI
PEI-ANGGARAN UANG PESA}.IGON DAN
USIA PENSITJN DENGAN MANAGER HRD
PT JACOBIS DAN PAKAR PERBI,JRI,JHAN
Dr. ASRIW

UJICOBAMODEL
EKSISTENSI SERIKAT
PEKERIADAN
PEMERINTAHUNTUK
MENETAPKANUSTA
PENSII]N BAGI
PEKERJA,/BURUH
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FGD TENTANG USIA PENSII,]N DAN
SANKSI DENGAN KEPALA DINAS
TENAGA KERIA KOTA SURABAYA

KAJIAN MENDALAM TERHADAP KEKOSONGAN HT]K[JM SA}..IKSI BAGI
PEL,/q'NGGARAN TIDAK MENYEBITIKAN usIA pENsIuN DALAM pxs DENGANKABID SYARAT KER'A DAN HI,]BUNGAN INDUSTRIAL OISNEXEN iOTA
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MODEL OF DETERMINAIIT FACTORS OF INDUSTRIAL
RELATTONS (ANALYTTCAL STUDY OF INDONESIAN

LAWS ON TRADE UI\uOrg

Bachrul Amiq, University Dr Soetomo
Ulul Albab, University Dr Soetomo

Hartoyo, University Dr Soetomo

ABSTRACT

In Indonesia, Trade union was legally speci/ied in Law No. 2I of 2000 regulating several
prouffions relating to the functions, rcles, objecttves and formation of t"ade unins. rie role of
trade tmions as mediators baweet the interests of conryanies and workerc is needed to create
harmonious indwtrial relations- The advocacy for the implemettation of Law No. 2l of 2000
concernhg Trade unions/Labor unions is a series of mentoing in the form of
recommendations, assistance, and statements for the intere.sts of uorkers. rhe pupoie of thissdy is to prduce an advwac! detenniwt model of the lnplementation of't^ow no-it of
2NN. By using the appruch of normative and empirical jurid{cal methods, the resalts showed
tlul tade uniorc fuve plcyed a role ia advocacy for the establishnent of trade unions, thecraia of collective Labor agreements, twrk agreements, bipartite idw*cy, tripartite
4n""y and settlerfte of industrial relations dtsputes. rne no*t revealed *oi tne ieva oy

commtmiution' openn6s, and infrastructure are elements that strengthen theadtwaq of trade unions.

Keywords: Advocacy, Trade Unions, Industrial Rehtions, Deterrninant Factors.

INTRODUCTION

The srccess of a coqany is much inlluenced by the conditiols of qualified human
r€souroes and conductive enviro-rrncnt and relationship uetwem stakeholders'in a company(B,*l et aL, 1999). The rore of the corporate -aoagemeot is to create ard mait"i"
harmonious industrial rclations by carrying out good corrrmmicatjno ana king coop€rative witn
the imeresh of worters (Hasono & Ambareptq 2012; Mansyur, 2ots). tndritrial'relations areyTrrry to 6€ate a heahhy and fair working relationship systeo. The systems of industrial
relatioos occur between coryaaies, workers ana tne u"opowe. omc" to 

"che". 
;".6;;;r;

in the production process (swasto, 20[). The produaion process can run smootuy ir eacl iarry
!ryolved in the coqany is able to manage and naintain a harmonious *.*irg *r"ti"rilrp.
Harmonbus industrializatior relations that are well-established are expccted todw *;;"process run smothly. lndonesia ratifed ILo convention No. gz of l94g by presideniial Deciee
No- 83 of 1998 concerning tbe Ratification ofthe conventioo No. g7 ou Freedom ofA"*;;;."
ang Protection of the Right to orgauize (charnovitz; 200g). There 

"r",t"teorents 
tt aT*o.to,

and employers arc treated without discriminstior, bave the right to become members of

'l 51+0044-22+.133t
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organizations both worters' organizations and corporate organizatioos without being influenced
or intimidated by any party. Aier the Presidential Decree No. 83 of 1998, Indonesia stipulated
Iaw No. 2l of 2aUJ concerning Trade Unions (hcreinafter Law ofrrade unions). In this I^aw, it
is explained tbat the purpose ofthe establishmont oftrade unions is to provide protec{iorL defend
worker rights and interests and inprove worker welfare.

However, the reality is that there a,'s still meny coryanies that have not been able to
acc€pt the establishmed of trade unions in the coryany. This condition can lead to disbarmony
of in<tstrial relations in thc coryany (Arslanov & safin, 2016). Therefore, a work culture tkl
thi< shouH not be sustainable for coryany and worters alike. Hence, it needs a determinant
model of adlocacy for ttre irnplementation of Law of Trade Unions that can bridge the interests
of coryanies ,nd worters so as to crede a harmonbus industrial relationship io iryrove the
perfornnnce of the union workers and coryanies (crossrmn & Abou-zaki 2003i Ningsih,
2015; sumardiani, 2014). In this context, this study aims to atelyze the Indonesian Law NoJ 2l
of2fi)O concerning Trade Unions regulating several rnuers relating to the establishment oftrade
yrory fiuctions, roles and objectives ofthe formation oftrade unions. The study also proposes
tbe advocacy detcrminaot Ddel in the irylementaion of l-anr No. 2l of 2000. rne iroutems
,dlscussd in this study are how tbe advocacy determinant model of the irylemenration of Iaw
No.2l of2000. In various industrial centerq srch as in East lava, one ofthe industrial cesters in
Indooesi4 there is a teodemy for bss harmonious relatbns between workers and eryloyers. The
eslablishment of tradc unbns in this cootelrt can be a forum for wortcrs to aspire to Oeir voices
regardinq thc sy8t€m and w8ges ofwor* to the coryany. Howwer, this relaionship is still two-
wry' aod thc governoed n€eds to mediate this relatbnship. Atbough thc concepi of tripatite
1d,9"Tv ho been widblv recoenized (casale, 2000; Hao er at, 20ib; Fisch! ztiozy. lt,i ctear
depbtion in a partfuular mdel, bas not been widely oglored. The iocus oi oi, i"r""."n ,o
advoc€lmg the implementatbn of law No. 2l of 2000 concqniry Trade unions is the
originality of this study, wb€rc mst pr€vious research eryhasizes the-resohrtion of industrial
relations disprtes. Bascd on thc legal basis ofadvocacy, this study see&s to examine tre ilgar
conc€pts needed in worker advocacy, and tbe factors that detemrine advocacy. Sonr importagrtpr{* y*!y labor rmioq coryatry, m,'I,,wer offce and industrial ."Ltio* ;d ;-"
anal),zd to determine the zuccess of advocacy. The resuhs of the study revear tn","r"tt*np
model' determinants md irylementation of advocacy in the contod of industrial relations.

RESEARCEMETEODS

This t,€ of research is.a qualitative descriptive study with a normative juridical (legar
reseac!),od emeirical juridical approach. Acconring to Nasution (2012), q.ai"ii* aG,i****l ir research by rloing a description to givei crearer picture oi so"iut situations. ' is
research focus is to erratrate and aoalpe the advocacy deteminant modet ortne impiementa-ti lnoflaw No. 2l of2000 concerning Trade Unions. This research was conducted in East Java with
informauts namely labor rmions, coryanies, Maupower officers, worters. Data were obtained
from primary aata, namely the results of interviews with relevant informants. r, .a..yirg 

",rt 
tni,

research in the Ert Java region, it was conducted in tbe surabaya ci,ry r..r"ry"*"i o'm"l 
"rasorne coqranies bcated in this province. Data triangulation was conducted to obtain data

9idiw. 16" shrdy also uses scconaary data in the-forrm of docunrcnts, rr# h;; -dobscrvatioos in the fietd. Based on the res,rts of interviews and literat're *"ryr( it"

2 154+&4+22+433
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determinant fictors of industrial relations mdel is described aad displayed at the end of this
paPer.

RESULTS

Trede Union rnd Legal Besis ofAdvocery

Trade unions are organizations forned from, by, and for workers both in the corryany
and outsile the corryany, which are free, opeo, itrdependeut, democratic and responsible foi
fightiog for, defending and prote<ting the righs and interests ofworkers and improve the welfare
ofworkers and their ftmilies (Article I No. I of Law of rrade Unions). Trade uaions are a place
for worters to fight for the wetfare of worters and their frmilies. Trade unions function as
mcdiators for the beneft of coryaoies and workers (zl,eng, lg7). Anicle I and Article 4 of
Law of rrade unions reveal the importance of tade rmions as a mears of creating barmonious,
dpamic and just industrial relations, a means of channeling workers' aspirations in ngming ro.
th€ rights of their members and ghare in the company and assisting in mrung yo.1
agre€nrents and settling indusuial disputes.

Advocacy or assistance in eryloymed is an activity or series of actions in ttre form of
advice, assistance, statements and defense made agains worterJmembers against a paticular
condition/problem" activities for the irylementation of Law No. 2l of 2000

Trade UnionVlabor Unbns incfude activities of Advocacy for the Makry of
collective labor Agreements (cLA), Bipetit€ Advocacy, Tripartite Advocacy ana rnc
{yocacy. Advocecy is regulated in Iaw No. zl of 2a00 conc€rning Trade uniondlabor
Unions, Iaw No. No. 13 of 2003 concerniog Maryower and Maryower Minister's Regulation
No. 28 of 2014 corceming Proc€drcs for Making aDd Ratifying company Regdadns aod
Making and Registering Agreements Wort togetber.

- Article 124 paragrqh (l) of I^aw No. No. 13 of 2003 conceming Maopower (Marpower
Iaw) stated that tade unions can csrry out advocacy in the -rti"g of cLA ihich contains the
riglts and olligatigns of eryloyers, &e rights and obligations or traae unions aud workerq the
validity perird of cLA and party sigmturcs who made cLA Article 106 paragraph (3j of
Marpower l-aw *aed thar the rcmbership structure of the Bipartirc coodati; IisiJtion
(BCI) consists of elements of erployers and workers appoint* by worters in a democratic
manner to r€present the interests of workerq while tripartite cooper.ation institutions consists of
eleDents of the gov€mment, eryby€rs' organizations 8rd trade unions, with the firnctiors of
q.ing_ considrration, suggestioos, opinbns to the government and related paties in-tn"
formdatio! ofpolicies and solving labor probhms. Maryower office can also pro:vide uaro"""y
as an institution that can provide scrviceg Fotection and comfort to worters 

"oa 
.orry-les.

Enqployets have an advocacy .role to create partnerships, develop businesses, l**
eryloyrnent and provide welfare in an opeq democratic ana iair manner. rraae unions uJe 

""advocacy role to assist workers in carying out th€ wort according to the rules, .ui"tuaifioao
and continuiry of productbn, shamering aspirations in a demciatic .u""o, a"""rfaj *iu"
and justice' pro_moting thc conryann fighting for werfare, mrking cLA and;l.,,fuit&^u"r
disqutes, If industrial disputes 

.cannot be resolved at the bipartiie or trbartire irr-tLirri"*, o"
Eade unions caa submit labor disputes in the Industrial Relations Court @iC)

3 154+@*2+43
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. This is ooe of the ways needed to create harmoaious industial relatioos. offeq codicts
bcnrecn coryanies and wortcrs due to errors in conrmrrnicatbo, The coryany **iaa",
wort:rs only as factors of production that do not need to be involved in coryany p-lans, policy
m'kilq. The coqany considers strategic poricy to be the coryany'r ptoog"ti"" 

-"ittorry. 
mit

condition will be prone to cause misconmunication betwcen coryany mrnrge-rn€ot and workers,
and mre likely to create a distast 9p between coryanies ana w6*ers. miJ*iu ."tc -ryuygoals uoattainable because tbey are mt supported by workers. Errors in communication can'also
lead to diff€rent interpretatioDs and unexpocted reacilors arise. Therefore, to achieve tne goals of
the company and workers, it is the duty ofthe cor,pany in partkular, and the uabn o iishrrse
the clogged communicatbn (wardininsft 2012). Thisiommunicatbn obligation is "l* f", th"
goveroment as a rnediator in resolving industrial relations disputes in a tripartite cotrt€xt

Third{penness

This is needed so that each party implementing advocacy of Law of rrade unions.
Informarion ffuency will facilitate thc IIow of inputs, criticisms, 

-suggestions 
between partls

involved- coryanies need to convey the coditions and interests of thJiryany to ,.rtGlrn"coryan/s development plan is socialized to worters so rh,t workcrs can'find out 
"to,rt-ito.conditions and can support all changes urd aew policies. Instea4 the coryan/s pro;*" ,*0"to be conveyed to workErs. This is so that workers are givcn tt opg".t*t!, tJ pfitfp". A

share owacrship for interested worters. Such an organizational climaie wiU mate wort il iaer
comfortable, valued and enthusiasm for worting aod a high commitrrrent ,rlr"r. Op.r11o. of

4 1541-@1+2.&133

Advocecy Determinrnts

There are severzl advocacy determinants thrt inifluonce barmonious industrial relationq
including:

l Educatim;
2. C@mmicati6;
3. Opeonesg
4. Intastucnre.

FIrst-Educedon

The level of educatinn of trade unions infuences the ability of tradc mions to uderstaod
and implemen labor laws aod regulations properly and correctly. kgal awareness can be owned
by unfuns that have a sufficient level of education Trade unions as mediators need a sufrcient
level of e&rcation so that unbns can better uderstand atrd uDde6tand wbat worters demand or
ca also uoderstand the conpan/s capabilities, so that in conductirg mediatorq unbns cao sit
together with worters ard corryanics in rcsolving disputes s.ith the rlay of consensus. As a
Eediator, trade unions can also understand the compan/s int€rests for smooth prodgctioD, the
?.ryny gust cr€ate a new policy with the "im of prodrctbn etretiveoess end efficiency,
therefore the role of tradc rmion advocacy is needed to sdvocate for worters to acc€pt the aew
policy.

Sccond4ommunictdon
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workers catr be realized with high responsibility and work discipline and adhere to all applicable
regulations in the company.

Fourth-Infrastructu re

Infrashucture ficilities provided by the coryany are endeavored to support the existence
of trade unbns and good partnership rclationships. Trade union infastructure needs to be
ploviled by the coqany so that the union can run the organiTetion smoothly and comfortably.
Vehicle facilities for trade union officials in attending organizational activities outside the
coryany need to be provided by coryanies to improve ttre performance of trade uniom. Other
facilities and infrastnrcture such as ,lining room, rest room, and mrrsing room for mothers who
have babies, polyclinics, sports rooms, and evacuation rooms need to be provided by the
compaay quite adequately, so that eryloyees feel comfortable working in the coryany (Helmi
& Ptlo,2Ol7). A healthy organizational climate will create high job satisfaction, and job
satisfaction affects erployee performance tbrough organizational commitment. This means that
with good advocacy will build harmonious industrial relations so that it will increase erryloyee
job satisfac'tion aad high employee cormitme . Eryloyees who fuy6 a high commitment will
$rypoft th€ p€rformaDce of the union "nd iryrove their performance.

Advocecy Inplementetion

According to Law No. 2l of 20fi) Trade Unions/Labor Unions, advocacy is
as follows:

1. Adyocacy fG CLA ma&in8;
2. Bipartite advocacy:
3. TriFrtiteadyocac),;
4. IRC advocacy.

collective Labor Agreemeat is an advocacy for the creatioo of a collective Iabor
furcement (crA). This advocacy cov€rs activities to accoryany workers to draft uftil they get
approvar from the Maryower office which includes, among ottrers, the name, place of resideace
snd address of trade unions and coryanies, number and date of rcgistration of trade unions by
the responsible agency, the rights and obligations of the coqany and workag the per.iod and
date of entry into force of the cLA and the signatures of tie parties making the cLAl Article 4
paragr@h (2) number a states that the Trade Union/Labor Union has a function as a prty in
making collective labor agreements and settling iadustrial disputes. cI.A Arrangements are also
regulated in Law No. No. 13 of 2003 corcerning Maopower, especially in chapter )c of the
seventh Par! starting fiom Article 116 to No. 135. More specifically about the-requirementg
procedures fs1 m cing, renewing changing and registering cLA regulated by a Ministerial
Decree in this matter is the Minister of Maryower No. 28 of 2014 concerning procedures for
Making and Ratiling corpany Regrrlatbns as well as Making and Registering collective
Labor Agreements. Trade Unions/r.abor unions have a role in proposing tr"gotiatio* on r*kirg
and signing cLA (Article 28 paragraph (l) Regulation of the Minister of Manpower No. 24 of
2014. Trade nniors are parties who submit requests for negotiatioos on making cLA as
stbulated in Article 17 of the Minister of Maryower Regulation that "entreprenews must serye

5 154+&44^2.+43s
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trade unions/labor uniow that stbmit requests in writing to negotiate thc collective Labor
AWen e with the provisions. " TW provisions include:

l. Tradc unims/labm rmimr havp bca recqded tased cn Iaw No. 2l of 200O concerning Trade
Lrnioos{-sbcr Uni@s;

2. Mea the rcquircmats fa 'i.king Ct A ss stiputated in kw No. 13 of 2003 concaning

This CLA is very iryortant for coqanies and worters because it rpgulates the rlghts ald
obligatioos of eryloy€rs and worterg among otherg regulating the terms of empbym.eit, work
system, normative and non-normatne rights paid, and sanctions for violations. Therefore, trade
uniore are the most active end take the initiative to hold negotiations. The high and low welfare
of .worters is very much determined in the rraking of this cl-d the professionalism of tade
mions is crucial for the succ€ss or fiilure of fighting for the iryrovement of the welfare of its
members because the unioas have bargaining power for tho coryany to E prove worters'
r€quests.

re, bipartite advocacy is an accoryanimd carried out by a uaion when
disputes are con'rnitted by a uniol with a corryany either norrnative or of interest at the coryaay
level bc it rigbas dirryutes, conflicts of int€rest, ad disputes over termination of erryloyment,
regulated in article 7 No. Iaw 2 of 200a @okhani, 2009). Biputite dispute settlement'dns the
cor4pletion ofindustrial relatioos betrveen workers/labor unioos and conpanies interoally within
the coryany withor[ invotving third parties (pangantuaq 2005). If'there is 

"n 
afroent

between the unioa and the cryJoyer, it caa be stated in an agreemert between tb€ tw; partfos
called e fuint agreenent, This is where workers nced the rok of trade unions to fight ror tne
interests ofworkers becausc tradc unbos are considered to bave sufficient ergertise ; the field
of labor. Bipadite a&ocacy which is oftcn accoryanied by trade unions, arnng others in two
oonditbrs, that are viohtbns ofunderpaid wages and violatbns in not carrying ;ut the workers
social security. These violates Iaw No. 24 of 2oll concerning the Social Soriity 

"o"tuioJ 
i"

Artbl€ 17 paagrph (2) concernina adminisFative sanctlons in the form of 
'fines, 

written
r€er 

_iEands 
and not get c€rtain public services. In this contex! advocacy from trade unions is

reporting yblations conrmitted by the coryany to the civil s€rvant Investig*or, 
"od-tl"investigator following rp on the matter to the $ate prosecr$ols office.

rstly' trbartite advocacy is an acconryaniment carried out by trade .nons wben
disputcs at the bipartite level are not agre.ed by parties to the dispute, so disiutes are submitted to
the Maqower office for nediation and recommerdarions aramaie by tL M"ry.;;od*.

advocacy that is ofteil gurred ou ty unions is in two conditions. First, ,,,r;tateral
terminatioo of emphlment t€rminatioD- This occurs when a compaay commits unilareral
tcrmiaation of employment. so thr trdde union advocates for worters affectod bv lavoffs ina::otdam. yth aeplicabre raws and rcgulatioos. Advocacy is done i" tt" o.,o.rtbG t, u"
ab_le to work €aiq but if it is not srccessfirl the trade union will fight f., th" ,igG;;;d"
wto have not been fultrued zu9! a1-1v-eran1 pay, the period ot-awarJ ,"a-Jq".*tr- r,
scco-rdanc€ with articles 150, l5cl58 l-aw No. No. 13 of 2003 about srryroy;*i-i""ora
condition is in the violations of employing contract eryloyees continuousty. Thi" ;"; ;; 

"Tqry"l-,g,l"tT the hbing of 
-eryloyees 

continuously with contract eryloyee status violating
Article 65{6 of Act No. No- 13 of 2fi)3 concerning Maryo*er. ea"o"aiy iaoiJ;;;; *d"
ui. on1 nghts-fo1_wgrters' rights to_b€ apqginted as pe.no""ent 

"qloy.".-.r or. 
.tn bt;il.rd

tripartite levels. If that does not worlg it will continue to trc fnC rcvif ihgure f y.
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FIGIJRE I
MODEL Otr EARMOI\IIOUS INDUSIRIAL RELA'TIOTiS DISPUIE RESOLUTION OT TRADE I'IIIONS

The Indushbl Relations Cnurt is a ryecial cowt established within the district court that
has the authority to exrmine, hear, Erd give decisions on an indusrrial relations dispute. Anicle
56 of Law No. 2 of 2fiX corcerning Indushial Relarbns Dispute Settl€ment stat€s that the
industrial relcions court hes the futy and autority to €xamin-e and decide at the first level
regarding rights dispules, at th€ first rrld last level regarding conflicts ofinterest, at the first level
regarding disputes over termination of empbyment, and at tbe first ad last level rcgarding
disputes bctwecn trade unioos/labor rmions in one corryany.

Indstrial Relatfuns Court Tradc rmbn advocary in the IRC level is advocacy carried out
by trade unions when the results r€cornmended by tbe Maryower ofEce (rnediator) are u)t in
line with opectatfurns, the trade rmions will follow rp to oe irc uy nrng aLwsult to trc Inc in
ac4ord8nce with Law No. 2 of 2fix conceming Industrial Relatbt Dispute Settlement
(Nasutio4 2017). Heoce, tle zuccess of advocating tb€ irylemeatation of Iaw of rrade unions
is influenced by two things, that are advocates (companies, trade rmions" lv{aopowq offices and
IRC), and advocacy determinans (education, communicatioq openness and intastrucnrey.
- Th high€r the e€rforryDt of advocate.s in carrying oot tn"i. advocacy role, the higher
tr yr:"t rate of advocacy for the irylemeatcion of f^aw of Trade Uoio;. Til hih-",h"
level of education of trade rmbns, the beter the communication of the conpany #iLa"
uni-oos and worters, the higher the openness of coryaaies and wor*ers 

"od 
C *gil ,h"

infrastructurc Fovited by the co_ryany to work."s, th; higb€r the zuccess or aavocac-i ror oe
implementation of Iaw of Trade Unions.

CONCLUSION

Advocacy is carried out jointry between trade unions and coqanies @ipartiteAdvocacy)' benveen aade unfrrns, coryanics with thi lv[anpower offrce (Tripartitc eJ"Jc".yl
and bctwe€n kade unions and Maryower office (Tripartite iavocacy), *d dt*;;"rp;*
and Maryower crrbartite Advocacy) and IRC Advocacy. rhe resrits of the snrdy ..r"ut ir,ut

7
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trade unions have played a maximum role in advocacy for the establishmer oftrade unions, the
creation of collective [:bor Agreements, work agreementq bipartite advocacn trbartite
advocacy and settlement of industrial relations disputes in Industrial Relations Court. Moreover,
the levels of education, communication, op€nne6s, supporting ficilities are elements that
str€ngth€n or zucceed in advocating the imFlementation of Law No. 2l of 2000 conc€rning
Trade Unions. The implementers of advocacy include aade unions, companies, Maqower
offices and IRC. The role oftrade union advocacy is needed by workers in providing protection,
defense of rights ad interests, as well as iryroving decetrt welhre for worters aad thet
families, because workers lack the knowledge to undastand labor regulations. The findiogs show
that corporate advocacy is needed in the context of handling disnrptions at'd as a negotiator.
corporate advocacy has a significant cfect in dealiog with the problem of conflict u"t*o,
workers md their superiors as well as the problern ofwork indiscipline that is often carried out
by workers. Advocacy that can be done by the coryany by grving verbal reprimard to ruke
e_ryloyees aware of rnore discipline. Advocacy by the conpany can be done through bipartite,
the problem is solved by means of delib€ration to reach consensus. Advocacy is ned"d,rhe, u
coryany makes a new policy by s6pi6lizing tbe policy first to the worter before it is set to be
implemede( advocating for partnenhips with trade uobos end worters, opeoiog and accepting
worters' aspirations, is necded to open good co'trrnunication between the coryany ana woriers.
Maryower officc advocacy is carried ort wten diryutes occur by giving recon -endations to the
partis to thc dispute and providing guidance to companies ana wo*ers to be aware of the law
"nd to compV with all labor laws. Maryower ofrce's openncss in accepting labor issues
submiued by trade uoioos needs to be addrased qufukly, so that labor issues are qituy resonea
property, mitimi2ing demonstratioDs carried out by workers aod trade unions 

-cau 
be a social

control fur tbe per"foroance of the Maryower office, especially in resotving dispuGs in
industtial relations.
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oc(rn in an erploymed relationship ir industsisl
relatiom. According to Indonesian I:w Number
13 of 2003 Ctetcr I Article I paragrryh (25)
corccrdag F,T'lo],Etqt st8to6:

"Termination of eqloyment is the
termination of anployment due to a cerhin
mefrcr thst rcsults iD the tcrmination ofrights
aad obligatioos bctwccn worters4aborcrs
and eryloycrs"

Mrfi€is conc€rning Gnninatior of
cqloym€nt ue cxplained in ChapAr ) of
Articlc 150 - Article 172 which applies to
busius entities tbat have legal eDtiti€s or Eo!
busincsses owned by individuals, parhcrships or
those ofprivate and statc lcgat cntities and social
busiE€s ad o&€r busiacsscs tbat have
menege*n and eoptoy pccple by paying wages
and rccrads in olhcl. forms. Thcre arc two types
of Tcrmination of Employment, which are
classified in Indonesiss I:w Number 13 of 2OO3
cmcrnring EmFloyment, FiNt, votmtary
cryloyrmt t€rEiDstioL Terninatioa of
qqlo),!!€ot is catagoriz€d as voluatary if there is
I frrnimtion due ro the wishes of the worter by
resignrtioo- S€con4 tcrminatioo of employment
duc to "FORCED" conditions by the Tc,nrinatiou
of Eryloyment Clanse in Iadonesian Law
Nrmber 13 of 2003 concemiag emplolment,
causing qloymcnt t€rminatioo. This situation
is drE to discieliiEry action, efficicncy, and
rctimt ltcrcforc, this type of termination of
cqloymest is callcd invohmtary teroinatioo of
erylo).ment. In Indonesian Law Nunber 13 Of
2003 coocerning crnploymen! it can be found
regading rcttement 8ge in tErms of termination
of erylopacnt wtcre thc srrangements are in
Aniclcs 150 through 170, wtilc the ctarity of
rules rcgarding retiremeot is contained ia Anicle
I 54 which rcads:

Rairtmcm is a pcriod crqpcrieaccd by thosc
whose age is considered uoproductivc; bad
d€dicated treir lives to wort iu a coryay or
govemmerrt agelcy; have *opped working and
ur starting to crjoy old age. For Eost ciorl<ers"
entcring raircrcnt &gc is trot I pleasEnt rfiing
vhca tbc concpany do6 not proyide scvcrancc
psy, ]rean of servicc ap6neciation money, aad
compe$ation lmney as stipulated in Article i56
pdryrdph (2), Anicle 156 paragraph (3) and
Articlc 156 (4). This means that
workcrs catering rctirymcnt gcuerally ogctieacc
pychological and health detcrioration. tU, t2I
In Finland, the mi'rimnm rctircspot agc is 63
years. Middle-income workcrs *Irc 8rE cntering
rrtirEmclt cxpcri€ncc thc impact ofrrtireDsnt on
tlheir declining heElt 8nd rn8y evco havc hean
discase [3], [tl]. Raircurent is one of the
t€rrninstions of srnployrneEt activities that often

"Thc stipulation as referlcd to i'I Article t5l
pangraph 3 is aot nccessary in thc case ofthc
workr/laborer reaches rcthcmcnt agc rmder
rbe Fovisioos in thc wort agrecme nt,

CQyriSht O 2020 Thc Aurhors. publiS.rt by Atla is pr€ls SARL
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corryarry regulations, collective labor
agreements, or stahrtory regulatiors; or (letter
c), the worker/laborer di€s (ledsr d).'

Meavihile, Anicls 151 paragaph (3)
explaius tte position of the occ.utrenc€ of
Tcrmimtion of Employmen! vrhich cannot be
avoided. This condition is regulatcd in paragr4h
2 of the samc Article. Thc following are comems
of Article 151 paragr4h (l), Article 151
paragraph (2) aod Article I 5 I paragraph (3):

1l). eryloyes, workerVlaborers! trade
rmionMabor unions, and tte govcmment,
with all efforts, must stive to ayoid
tsrmination of employmert.
(2). if all efforts have been mede, 6,11

tcrmination of enployment is unavoidable,
the purpose of termiration of employrnent
must be negotiated by eryloyers and fade
uions or with worters{aborers if the
worker/laborcr concerned is not a member of
a trade uniory'labor uniofl
(3) in the casc ofnegotiations as refenEd to
in paragtaph (2) does not produce an
sgre€,retrl the eryloy€r can only termirst€
the reLalionship with
wortcrVlaborers altcr obr'iniog a decision
Aom the iadrrial relations disprie
resolution agency.

Article 149 baer d junto 151 p8ragaph (3) of.
tte Indonesian F.rrTloymed Law has mgde it
clear that in thc event of termination of
eryloyo€nt, tte eryloyer can only termimte
e@loym€nt with workeMaborcrs after
obtaining a decision from the induseial relations
dispute resolutiou agcncy. I*ly Siregar, SI! MH.
The Coordirator ofthc CMI Service Investigator
in East Java Maryow€r aDd Transmigration
Office stated:

nHowever, this stipulation is aot requircd,
one ofwhich, in the case ofworterylabor€f,s
reachirg retirEmeot age, is regulated in wo*
agreemcuts, co@any rcgulations, collective
labor age€m€Nrts, or statutory regulatioDs.
This shovrs ttat Indonesiao Law numbcr 13
of 2003 has provided legal proection for
workers who havs entered rctir€ment.
However, ttere are still significant problems
because 6erp is no fm regulation on the age
limir Thus, other legal frcilities are needed
that must regulate so as not to become a
debate and even cas€s of terminatioa of
eEployment disputes that currendy still
occur due to the 'weakness' ofthe retirEment
age limit.n

I can be a weapon for both parties, espccially
eaptoyers, to avoid the obligation ro pay

coolrnsation for retirernent costs tbat must b€
paid to wor*ers entering retiremenl From tbis
conditioD, it can bc concluded that the form of
legal protection for workers €ntering retirement
age in pdvate coryanies does not €xist. Howeyer,
the det€rmiBtion of the retirement age limit can
b€ bas€d on the Fevailing cnstoms in the
compatry or based on the legislation regarding
righa rclat€d to retiremenl In cottras! in the
Udted States, the retiremeat age of worters is
determined by the type of wort in 38 srares or
accoding to rhe position ofwort in th.t state. The
coqrosition of work concerning rctirement age
has two pruequisitcs, aamely: (1) intrinsic
characteristics of each ocopation, physical u
knowledge; and (2) raried job distribution in 38
states [r-

This condition is differeut from the
applicsdon of viorkerVemployees knorrn as the
State ciyil apparaUs worting for the statc. The
rctircE€nt period or be0er known as retircmeot is
regulated very clcarly in Indonesian kw Number
5 of 2014 State Ciyil Ap?arafts,
Article t7 (1) of the following Srate
Civil Amareau Aas:
'(1) Civil Servanb re honorably disniss€d

becars€:
a- Demise,
b. A persooal request,
c. Retircment age limi{
rL Stcamlining organizations or govemment
polici€s thaf rc$rlt ia €arly r€nir€menq or
e- P$nically or spiritrally inc4able rcsulting
inebility to carry out their dtties and

This pbenomenon raises problems, nmly:
How is the legal disparity and efforts to miuimize
rctirccnt ,gE dirydty HciEcn privste wortes
md the Stace Civil Apparanrs in Indoncsia?

METEoD

This research was a qualitative
study with an eryirical juridical approach
because it referred to legislation, specifically the
Indonesian Eryloyment Law. Data collection
procedures vrere carried out by collecting primary
aud secondaqr legal materials. Processing and
anslysis of legal materials were carried out to
analyze labor laws, Indonesian Government
Regulations, md international journals related to

which were then analyzed by the
primary maEer.

REflJLT & DISCUSSION

The mles for the rEtirement of Ciyil Servaots
in more dctail are rcgulated in Article 239
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Indonesiau Government Regulation Number: ll
of 2017 conccrning Management of Civil
SgvmtE Bamely:
l. Civil servana *to have rcach€d thc

rAircoent age limit are honorably dismisscd
as cir'il s€rva s.

2. The rstirement age limit as rcferrcd to in
pamgraph (l ), namely:

a- 5t (fifty-cight) ycars for admioistrativc
ofrcials, junior firnctional exp€rt offcials,
first fiDctional exp€rt oftici8ls, alrd skitl
fimctional

b. 60 (skty) years for high-ranking officials
and middle-raking fimctional officials aad

c. 65 (sixty-five) yean for civil servants wto
hold key cxpen fiDctional officials.

Redrcmert rnd Old-Age Benefits
Statc Civil Apparatus€s who have stoppcd

worting arc ectitled to Pasion and old-agc
beoefits und€r Idonesiaa Law. This Pcnsion a[d
old-age beoefits are provided as a protection for
tbe continuity of old age incoDe, e .i$q ,"a
appreciation for eryloyce service. Retirement
and old-agp beoefts arE govided through
Datioral social Eccurity programs [6]. Funding for
Pension and old{ge bcnetrts for tt€ Statc
Appe'atls comcs from tte goveflrmcet 8s lte
eryloyer rod thc contributions of lhe Sarc Civil
Ameatus conccmed. AMuIla\ SH., manager of
Huma Rcsources Developmcut PT lacobiE
sastcd:

They can reaign honorably at their request
and are €[tit cd to rctirEment benefits. Indmesian
Govcram€ntR€gulation Number I I Of20l ? 6h8ll
core into forcc on the datc of promulgdion,
which is 7 April 2017. Tbat is, lhis Indonesiau
Govemmt Regulation has been in effect
without waiting for thc tecbnical rules to bc
publishcd Until now, thse are uo tcchical
provisiorc rcgading the honorablc dismisql sf
tte StaC Civil Appsratus at its request.

It c8r be concluded th8t theae is 8 v.ry
signifcant dispsity r€garding lhe
i"T'lem€utatior of eryloyee pe$ions bas€d on
Intlonesian I:w Number. 13 of2003 conccrning
'trtrplo).mc ," in which the workcr has legal
protectior, albcit less expticitly, to md€rgo
retiremeat according to the age li'nit stipulsted itr
othcr provisims eithcr in cryloymcot
aglEtmcds, co4any rcgulationg collcctive
labor agccnts atrd or oth€r legal provisions,
iDcludfog customs cxisting ia legal
entiticdinstitrtionycompanies as erployen.

Mcewhilc, thc state ciyil servants or Civil
Scrv@.s (PNS) hsvc a clcarer aad more fim legal
ueela rclated to lhe rcgulation of rEtircEent,
evco earty rctireo.of A 45-of-old civil s€rvant
who has a 2Gof servicc term can apply for a
p€nsion. Significant diffcrcnccs also occur in
pcosion coqcosatioo- From the rcsults of ltc
above estais, it c€n be coucluded lhat tbere is a
vcry stitiDg DISPARITY iE borll Ofcoulse, ir
will Dd bc ertc.ssive if thesc mnditiou have
ocqrrcd fq a lmg timc and can rcsult in an
idalancc in social stEtus 8nd bring sbout
disparitics in both the I:w, peosioo
coEpenrstio4 and social rclations bctseen
private *odrers and the Ststc Civil Appards.

The statc must play e sitnifcant role in
-rq-drC DISPARITY by maxinizing thc
authority of the Indoncsian Dcparmcnt of

to orda each coryany m rcgiscr
wort ogrE€mcnts! coryany regutatioos, or
collctirc hbor sgresm€nrs. This process will bc
morc prodoctivc with a occhanism whercby thc
'Ofice ofMaapowcr" prcpares aod ctandanlizcs
wort agrccments aod v€rities the registruim of
conpany regulations or collective labor
agr€rocnts 6at will be us€d by cmploycfs to
wo*ers. Srpposedly, in one of thc clauscs in a
wo[t EgrecEen! coryany rEgulatioos, or
stardsrdizcd woft ageemcnt, thcrc must bc nrles
govcrning pension: aad retireo€ot agc limir ard
servc as Tcchical and Irnplcmentation
Guid€lilcs Tbus, tbc suprcErcy of tbe rules
regarding pensioos and thc rctiremcnt agc limit
can be enforced and will autornatically minimi.s
violstiols End disputes ovcr enptoyment
ylations so that the statc,s goal ol cnating
haruaious industial relatiors cca bc realizcd-

?ensim guar:ntees arc givco to ttc StaG
Civil Appa'aArs wto arc di<rniss€d due to
dcmise; resignatioo at ow[ rcquesr for
tbose who 8re over 45 (forty-five) years
old and have workcd for more than 20
(tc€nty) yc{rs; affected by streamtiniag
organization c govcramcat policics;
itrsbility to work in any lnsition bccausc of
physical aad/or spirinEl conditioDs..

Eonoreblc Dfumkrd rt OrD Rcquert
The St8te Civil Apparatus rtsisning wiU be

hooo6bly rlirmisred as Sr8te Civil Apparaars.
Rrquests for resignation can be delayed for a
maximum of I (one) or ifthe relevaat State Civil
Apparatus is stitl necd€d for offcial purposes.
Deny, chainuan ofthc wort unit rcprcscntative of
the All Indoncsia Workrs Union Federation CV.
Proflle states:

"Requ€s8 b stop worthg from eryloyces
cao be rcjectcd due to sc,v€ral tE8sotrs,
namely bcing in thc process of trial for
sllcgedly comrhiuing criminal offenses;
violating the discipline of the State Civil
Appsrstus, or are trling adminisFadvc
+pcals bccausc 6cy werc disc[lioed..

fn
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This resesrch is in line with research
conducted by Mounir Rachcd Prashed (2012) in
l.ebanon on socid s€curity and pensions. ln
I*ba[on, rctireme age is cxtendcd to 65 ycars"
aod raircmcrt age depends on thc typc of worlc
This regulation *as made to create an element of
justice bccause not all typ€s ofwork roqui€ high
expertise or knowledge. Thus, for the qpe of
wort rhat does not requir€ high cxpcrtisc and
rcquires sftagth of wortcrs have a shoner
rrtiiEmeat Egc oompared io jobs thEt r€guirc high
erg€rdse.

In kbanon, beneic for workers entering
rstiraD€nt age arc provided in lhe form of
'?ersion" aad hcalth. Ia this case, ttc ministry of
fnance is rcsponsible for the pcnsion schemc, and
tte ministcr ofhcalth is responsible for the health
insuraocc coryonent [7] This research is also in
liac witt D.U's and Wang Mciyaa in 2010 in
Chirs- Chinr madc a policy to extcrd tte
r€tircmErt agc, especially for mrters in urban
arcas. The policy consideratioos for cxtending the
rctfu€o€rt age are based on a large number of
ctderly worlcrs and tbe high uncryloymcnt rate.
ltus, tte exterosion ofthc rctiremeot age is done
by hirhg elderly wcters to wo* in ths idormal
economy sector [t]

CoNq,usloN

Article t49 lcri€r d junto I 5 I paragraph (3) of
Indoncsian law Number 13 of 2003 conceming
E.'r''rloymeat do€s not sp€ci& a t€tirEBert 8ge
limit hstcad lhc retireDcEt age limit is
stipulated fu wort agrwE€ots, coryany
rcguluions, collcctive work agreemcotg or other
laws sod rcgulations. 'The Indonesian
Deparoent ofMaryower" bas the right to refirse
rcgistation of coqany regulatiom md
collective labor ogrccments ifthey do not inctude
pcosion and rEtirEBc,lrt ag€ G{uiremc s.
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Peran serikat peke{a berupa advokasi kepada pekerja/btrnrh untuk mendapatkan hak pasiun
melalui cara antara lain yaitu : mendampingi pekerja/buruh di dalam pembuatan Pe{anjian
Kerja Bersam4 sesuai Undang-Undang No.2l tahun 2000 pasal 4 ayat (2) huruf (a)
menyatakan bahwa :"Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan
penyelesaia perselisihan industial" Di dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 pasal 154
butir (c) usia pensiun tidak disebutkan secara jelas drn t€gas melainken dapat ditetapkan
melalui perjanjim keda, peraturan p€rusahaao, perjanjian ket'a bersama atau peraturan
perudang-undangan. Kekosonean hukum ini perlu advokasi serikat pekerja untuk
mengawalnya agar pekerja/buruh tidak dirugikan. Kehadiran p€rusahaan sangat dibutuhkan
agar perusahaan sadar hukum d"n merniliki komihen rmtuk melaksanakan pasal 154 butir
(c) dengan baik dan benar. Ketika perjanjian kerja bersama telah disepakati oleh serikat
pekerja dan p€rusahae maka di dafta*an ke Dinas Tenaga Kaja setempat. Kehadiran
pemerintah disini dibutuhkan kctika perjaujian keqa bersama didafta*an oleh perusahaan
maka bila di dalam perjanjian kerja bersama tidak disebutkan pasal tertentu tentang usia
peruim dengan jelas dan tegas, make pejabat Dinas Tenaga Ke{a setempat dapa6 menolak
atau memberikan catatan dalam perjanjiaa kerja bersarna sehingga bila ada perselisihan
kepentingan dikemudian hari maka perjanjian kerja bersama tidak dapat dijadikan ss6sgai
alat bukti bila ada pcrselisihen rLlam p€lsidangan. Dari uraiatr ini maka draiat
dibuat Model EkEisteosi Serikat Pekerja, Perusahaan dsn pemednah untrk Menetapkan uiia
Pensiun Bagi Pekerja/Buruh Dalam Raogka Menciptakan Hubungan Industrial yaog
Harmonis.
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